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RlNGKASAN EKSEKUTIF 

Direktorat Jender.al Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

mempakan Direktorat Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Dana 

Dekonsentrasi yang dikelolanya juga paling besar} tersebax di 33 propinsi. DJ daJam 

Undang~undang nornor 33 tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk 

kegiatan non fisik tetapi fukta yang texjadi adalah : sebagian besar dipergunakan 

untuk kegiatan berbentek fisik. 

Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga tidak: bisa tersaji secara wajar. Sejak pembuatan 

laporan keuangan tahun 2005 sampai 2007 Departemen Pendidikan Nasional 

mendapat opini Disclaimer. Penggunaa.n dana dekonsentrasi yang menghasilkan aset 

tetap sebenamya sudal1 tidak sesuai dengan undang~undang, tetapi akan lebih 

bermasalah lagi jika pcngelolaannya tida.k menggunakan manajemeD aset yang 

benar. Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab di dalam 

pelaksanaan pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur good 

govenwnce secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola tersebut antara lain adanya: 

Transparansi, yaitu peiaksanaan pemerintahan yang terbuka sehingga rakyat dapat 

mengetahui dengan jeias pelaksanaan peruerintah dan Akuntabilitas pelaksanaan 

kegiatan pemerintah maupun pengdola pemerintahan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ber1aku secara umum 

(best practices). 
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Sebelum tahun 2004 di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, 

pemerintah Repuhlik Indonesia belum dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai 

bentuk pertangungjawaban pengeJolaan keuangan negara yang transparan dan 

ak:untabel, yang sesuai dengan prinsip~prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan 

yang berlaku umum, Salah satu buktinya adalah pemerintah belum dapat 

menghasilkan neraca., yang berisikan aset, hutang dan ekuitas dana pemeriniah. 

Demikian juga manajemen aset tetap pemerintah masih memprihatinkan,Salah satu 

bukti kelemahannya manajemen as:et tetap pemerintah adalah lemahnya perlindungan 

aset tetap pemerintah sehingga banyak aset tetap pemerintah hilang, rusak, dll. 

Penyebab lemahnya manajemen aset tetap peruerintah antara lain disebabkan belum 

adanya laporan keuangan maupun 1aporan aset tetap pemerintah yang digunakan 

untuk manajemen aset tetap yang baik. 

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasar dalam penyusunan 

dan pelaporan keuangan pcmerintah. Disamping SAP pemerintah pusat juga 

mengembangkan dan mengimplimentasikan Sisrem Informasi Manajemen dan 

Akuntansi Barang Milik Negara (Sh\11\K-BMN) yang menghasilkan neraca dan 

laporan-laporan BMN. Studi ini menganali.-;is, sejauh manakah manajemen aset tetap 

telah di lakukan pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

Manajcmen aset tetap yang dimaksud meliputi penilaian resiko aset tetap 

(kerugian, pemborosan, dan penyaiahgunaa.n aset tetap), perhndungan aset tetap 

{kebijakan-kebijakan dan perlindungan aset tetap organisasi pengendali aset tetap. 

catatan-<:alatan aset tetap, akuntabilitas aset tetap. inventarisasi secara periodik dan 

asuransi aset tetap), pemeliharaan aset tetap dan penilaian kinerja aset letap. 
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Penelitian inl dilakukan dengan metode penelitian berupa studi literatur dan studi 

lapangan. Studi hteratur akan dilakukan penulis dengan mempelajari buku-buku teks 

artike1 publikasi> literatur, undang-undang. peraturan pemerintah, peraturan menteri. 

peraturnn diljen, dan peraturan pendukung lainnya untuk kemudian di bubungkan 

dengan permasalahan yang ada Penelitian lapangan dilakukan pada instansi Ditjen 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan instansi lain yang terkait dengan 

permasalahan agar memperoleh gambaran mengenai kondisi kantor serta bagaimana 

pelaksanaan manajemen pengelotaan aset tetap dana dekonsentrasi sehingga akan 

berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan , Untuk itu penulis 

melakukan wawancara, pengamatan I penelaah:m serta menganalisa data-data terkait 

dengan pokok bahasan untuk mendapat jawaban dari permasalahan~ Sejauh manakah 

manajemen aset tetap telah di lakukan, upaya-upaya yang dilakuka.n dalam 

mewujudan transparansi dan akuntabilitas pengeloiaan aset tetap, hambatan yang 

dialami didalam mengelola aset, dan ketaatan terhadap pcraturan perundangan 

dalam mengelola aset tetap pada Direktorat J enderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

Keterbatasan penelitian ini adalah terkait pada regulasi dan peraturan 

perundang-tmdangan yang belum sinkron, karena pihak-pihak yang berkepentingan 

belum duduk bersama dalam satu forum untuk membuat solusi permasalahan. 

Sehingga yang terjadi adanya tarik menarik kepentingan akibatnya sering terjadi 

pelanggaran terhadap peraturan yang ada. 

iii 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



KATAPENGANTAR 

Tiada pujian tertinggi yang dapat penulis berikan selain Allah SWT, Zat 

Maha Agung yang senantiasa mengalirkan kekua.tan ke dalam diri kami untuk 

mengembangkan pikiran dan menghasilkan karya. Tiada pula ungkapan syulrur ini 

penulis haturkan selain kepada A11ah Svri' yang dengan kesempurnaan-Nya 

mengatur segala kejadian, mernberikan kesempatan untuk mendalami akuntansi 

pemerintahan dan berani mencoba menuliskan karya ini. 

Ueapan terima kasih sebagal peng.hargaan yang tulus dlsampaikan kepada 

Bapak Dr. Bambang Pamungkas. Ak .• selaku pemhimhing. Tanpa kesedlaan beliau 

untuk membirnblng penulisan Karya Akhir ini, maka sulit bagi penulis untuk 

menyelesaikan Program Magister Akuntansi. 

Selanjutnya penulis menyarnpaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi

setingginya kepada: 

1. Bapak: Dr. Bambang Indriyanto selaku Ses Ditjen Mandlkdasmen. Ibu Ir. Sri 

Renani Pantjastuti selaku Kabag Keuangan, Bapak: Wowon Widaryat, Bapak 

Adi Syahbana, Ibu Jananantari selak:u Kasubag di Keuangan dan Bapak 

Tubagus Arief, yang telah memberi ijin dan membantu menyediakan data, 

2. Ibu Dr. Lindawati Gani Ketua Program Magister Akuntansi yang telah 

menyediakan fasilitas untuk penelitian dan penu1isan. 

3. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Magister Akuntansi UI 

4. Staf Tata Usaha Maksi Ul Mbak Nana, Debo, Sara, Era, Mas Ikhwan, 

Handoko, Bambang, :vlbak Ira serta Leman-teman Saipam Maksi UI, yang 

telah memberi dorongan selama penyelesalan karya akhir ini 

"' 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



5. lstriku yang selalu setia mendampingi Risca Argi K, serta Anakku yang 

pintar dan sholeb M. Rayyan Dzaki Santosa. 

6. lbunda Sri Bening dan Kakak-kakakku yang tiada henti mendorong serta 

mernanjatkan doa untuk keselamatan dan keberhasilan penulis. 

7. Keluarga besar Bapak Abdullah yang selalu memberi dorongan dan doa 

sehingga karya akhir ini bisa selesai. 

8. Bapak Dr. Baedhowi, M.Si., dan keluarga yang selalu memberi dorongan dan 

motivasi kepada penulis . 

9. Thu Yuli Maryati, Mbak Diah Asib S, Ml!S Indra, dan teman-teman di bagian 

keuangan yang teJah memberi dorongan dan memberikan kesempatan 

sehingga penulis bisa menyelesaikan karya akhir ini. 

10. Ternan-ternan kela.') AKP 2006 MAKSI atas kebersamaan selarna perlruliahan 

Mas Yulmaizar, Hamidi, Winner, Ari, Joko dan Mhak Diah, serta Mbak Rina. 

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa sernua bantuan tersebut, 

kiranya tidak mungkin karya akhir ini dapat penulis selesaikan. Penulis juga 

menyadari kcterbatasan kemampuan yang dJmiiiki~ sehingga penu1is menunggu 

kritik rnembangun dan saran dari pembaca karya akh:ir ini. Dan semoga karya 

akhir ini mendatangkan rnanfaat bagi pembacanya. 

Jakarta, Agustus 2008 

Calur Budi Santosa 

v 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



DAFTARISI 

Ringkasan Eksekutif .......................................................................................................... i 

Kata Pengantar ............................................................................................................... iv 

Daftar lsi .......................................................................................................................... vi 

Daftar Tabel ........ ,. ................................. ,, ............... ,.,,. ................................................. xiv 

Daftar Garnbar ................................................................................................................ xv 

Daftar Latnpiran ............................................................................................................ xvli 

BAB I PENDAHULUAN 

l.l Latar Belakang ................................................................................ I 

1.2 Permasalahan Penetitian ....................................................................... 3 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .............. , ........................................... ., 5 

1.4 Metodologi Penelitian ........................................................................ 5 

1.5 Sislematika Pembahasan ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 6 

BAB ll LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Aset Tetap ..... _ .................................................................................. 9 

2.1.1 Kinerja Aset (Asset Performance) ............................................................ 20 

2.1.2 Pemeliharaan Asel (Aset Maintenance) .................................................. 23 

2.1.3 Perlindungan A set (Asset Protection} ..................... ,. .............................. 24 

2.13.1 Kebijakan ............................................................................. 24 

vi 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



2J .3.2 Penugasan Perlindungan Aset Tetap ..................................... 24 

2.1.3.3 Pencatatan Aset Tetap ........................................................... 25 

2.1.3.4 Pertanggung jawaban ............................................................ 25 

2. I .35 Pengamanan Aset Tetap ....................................................... 26 

2.1.3.6 Asuransi ............................................................................... 27 

2.1.4 Penilaian Resiko Aset Tetap (Risk AssessmeJtt) ................................... , 27 

2.2 Landasan Teori Pe1aporan Aset Tetap ................................................................ 28 

2.2.1 Definisi Aset Tetap dan Klafifikasi Aset Tetap ...................................... 28 

2.2.1.1 Definisi Aset Tetap --------------................................................. .28 

2.2.L2 Klasifikasi Aset Tetap .......................................................... .31 

2.2.2 Pengakuan Aset Tetap ........................................................................... .34 

2.2.3 Pengukuran Asel Tetap ...................................................................... ., ... 41 

2.2.4 Penyusutan .............................................................................................. 44 

2.2.5 Pelaporan .......................................................................................... 45 

2.2.5.1 

2.2.5.2 

Penyajian ·············--···----···--"·"" .. ·'""""" ..... , ..... ,,. ...... " ...... 45 

Pengungkapan ..................................................................... 46 

2.2.6 Konsep Blaya dan Hubungannya denganAset Tetap ............................ 46 

2.2.7 Belanja Operasional dan BelanJa ModaL .............................................. 47 

2.3 Laporan Keuangan sebagai Alat Transparansi dan Akuntabiiitas ...................... , 47 

2.3. 1 Peranan Pelaporan Keuangan ...... " ............ " .................. " ....................... 48 

2.3.1 Transparansi (Trauspareucyj ................ " ............................. , 48 

2.3.1.l.l Prinslp Dasar Transparansi ......................................... 49 

Vll 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



2.3.1.1.2 Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi ................ 49 

2.3.1.2 Akuntabilitas (Accountability) .......................................................... 50 

2.3.1.2.1 Prinsip Dasar Akuntabilitas .......................................... 50 

2.3.1.2.2 Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas ................. 50 

2.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan .................................................................. 51 

2A Peraturan yang Terkait dengan Manajemen Aset dan Laporan Keuangan 

Dana Dekonsentrasi .............. , ................................................................................ 52 

2.4.1 Peraturan Dana Dekonsentrasi .................................................. """ ......... 53 

2.4. l.l Penyelenggaraan Dekonsenrtrasi ............................................ ., 54 

2.4.12 Pelimpahan Urusan Pemerintahan ............................................ 54 

2.4. !.3 Tata Cara Pellmpahan ............................................................... 55 

2.4.1.4 Tat a Cara Penyelenggaraan ..................... " ................ """"' ....... 57 

2.4.1.5 Tata Cara Penarikan Pe[impahan ............................................. 57 

23.1 Pengelo1aan Dana Dekonsentrasi ................ "" ......................... 58 

2.4.21 PrinsipPendanaan ..................................................... 58 

2.4.2.2 Perencanaan dan Penganggaran ... ._ .......................................... 58 

2.4.2.3 Penyaluran dan Pelaksanaan ......................... , ................. 62 

2.4.2.4 Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil 

Pelaksanaan Dekonsentrasi. ......................... ,. ......................... 62 

2.4.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi ........................ 63 

2.4.3. 1 Penyelenggaraan .. .. ... . ............................................. 64 

2.4.3.2 PengelolaanDana ..................................................... 65 

vm 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



2.4.4 Pembinaan dan Pengawasan ... , .... , , .................... , ............. , , , .... 67 

2.4.4. I Pembinaan dan Pengawasan Dekonsentrasi ................... , .... 67 

2.4.4.2 Koordinasf Pembinaan dan Pengawasan Dekonsentrasi .......... 68 

2.4.5 Pemeriksaan Dekonsentrasi ............. , .......... , ................. , ......................... 69 

2.4,6 Sanksi Terkait dengan Dekonsentrasi ..................................................... 69 

2.4. 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 tahun 2008 .............. 70 

BAB ill LAT AR BELAKANG ORGANISASI 

3.1. Dana Dekonsentra.si di Derektorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah ............. ., .............. ,. ............................................................... 71 

3. I. I Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas ...................................................... , ....... 7! 

3.l.l.l Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona1 Republik Indnesia 

Nomor 14 tahun 2005 ................................................................. 71 

3. 1.1.2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indnesia 

No1nor 25 tahun 2006 ................................................................. 72 

BAB IV ANALIS!S DAN HASIL PENEL!TIAN 

4.1 Pelaksanaan Manajemen Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen ..... 77 

4. I .I Realisasi belanja Direktorat Jenderal Mandikdasmen yang sudah tersusun 

secara rinci ................................................................................................... 78 

4.1.2 Reaiisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi menurut jenis kegiatannya ......... 79 

4.1.3 Realisasi Belanja dan Pengembatian Dana Dekonsentrasi yang disusun 

ix 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



menurut satuan kerja .................................................................................... 81 

4.1.4 Kondisi Aset Tetap Direktorat Jenderal Mandikdasmen yang terlaporkan .83 

4.1.4.1. Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Manajemen 

4.1.42 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang disusun menurut 

daftar Aset Tetap ......................................................................... 83 

Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah yang d!serahkan kepada Direktorat 

Jenderal PMPTK telah tercatat dengan rapi ............................... 84 

4. 1.4.3. Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal M«.mjemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah yang bcrada di propinsi yang sudah dirinci 

berdasarkanjenis aset ................................................................. 87 

4.2 Optimalisasi Manajcmen Aset pada Direktorat Jenderat Mandikdasmen ................. 89 

4.2.1 Kehijakan terhadap Aset Tetap pada Direktorat Jenderal 

Mandikdasn1en ...................................................................................... 88 

4.2.2 Kineda Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen ............... 93 

4.2.3 Cara pemellharaan Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen96 

4.2.5 Organisasi Pengendali Aset Tetap pada Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen ........... , ..... _ .................................... , ... , ............................ 98 

4.2.6 Pencatalan Aset Tetap pada Dircktorat Jenderal Mandikdasmen ......... 1 05 

4.2.7 Inventarisasi Secara Periodik Pengelolaan Aset Tetap pada 

Direktorat Jcnderal Mandikdasmcn ....................................................... 106 

X 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



4.2.8 Asuransi Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen ............ 1 09 

4.2.9 Perulaian Resiko Aset Tetap pacta Direktorat Jenderal Mandikdasmen.l09 

4.3 Upaya-upaya yang Dilakukan pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

Dalarn Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Akuntabilitas 

Pengelolaan Aset Tetap pada Direktorat jenderal Mandikdasmen .................... 112 

4.3.1 Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Aset Tetap pada Direktorat 

Jenderal Mandikdasmen ........................................................................ 114 

4.3.2 Pembentukan organisasi Pelaksana Akuntansi Barang Milik Negara___JJ7 

4.3.3 Pernbuatan Prosector Akuntansi Barang Millk Negara pada 

Direktorat Jendera[ Mandikdasmen ............................................... "' ...... ll9 

4.3.3.1 Pengklasifikasian Jenis Transaksi dan Dokumen Sumber ........... 119 

4.3.3.2 Pelaksanaan Pengkodean Barang Milik Negara ........................... 121 

4.3.3.3 Prusedur Akuntansi ...................................................................... 122 

4.3.4 Keluaran Sistem Akuntansi BMN Pada Direktorat 

Jenderal Mandik.dasn1en ..... '""' ......................................................... __ , .... 12 7 

4.4 Hambatan-hambatan yang dialami pengelola aset pada Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen dalam pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi 

............................................................................................................................ 126 

4.4.1 Pennasalahan Dana Dekonsentrasi ................ , .................... , .... 126 

4.4.2 Kelemahan Akuntansi dan Pertanggungjawaban ..................................... l27 

4.3.3.Pen1msalahan Manajemen Satker Pusat.. ...................... , .. , ...................... 127 

xi 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



4.5 Ketaatan terhadap peraturan perundangan te[ah dilkuti dalam mengelola aset 

pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen, untuk mewujudkan Akuntabilitas dan 

Transparansi ..................................................................................................... 133 

4.5.1 Ketcrkaitan Kebijakan Alamtansi Aset Tetap dengan Peraturan 

Pemerintah pa.da Direktorat Jenderal Mandikdasmen ........................... 129 

4.5.2 Kesesuaian Delinisi dan Klasifikasi Aset Tetap dengan SAP 

pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen .... " ......................................... 134 

4.5.3 Kesesuaian Pengakuan Aset Tetap menteri keuaugan RI 

No. Ol/KM.l212001 dan SAP pada Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen ..................................................................................... 136 

4.5.4 Kesesuaian Penilaian Aset Tetap dengan peraturan pemerintah 

pada Direktorat Jenderai Mandfkdasmen .......................................... 138 

4.55 Kesuaian Penyusutan Aset Terap dengan SAP pada Direktorat 

Jenderal Mandikdasmen .................................. ,. ...................... ,. ........... 141 

4.5.5.1 Kesesuaian Revaluasi Aset Tetap dcngan peraturan pcmerintah 

pada Direktorat Jenderal Mandikdasrnen .. , .................. , .......... ! 41 

4.5.5,2 Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 

16 tahun 2008 ........................................................................ 143 

4,5.5.3 Jaringan Pelaporan Keuangan Berbasis SAI ........................ 143 

BAB V KESlMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ........................................................................................................... 151 

Xll 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



5.1.1 Manajemen Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

dalam pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi .............. '" ....................... ISI 

5. 1.2 Upaya-upaya yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

dalam pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi .............................. 152 

5. 1.3 Hambatan-hambatan yang dialami pengelola aset pada 

Direktorat Jenderal Mandikdasmen dalam pelaksanaan Akuntabilitas 

dan Transparansi .................................................................................... 153 

5.1.4 Manakah peraturan perundangan telah diikuti datam mengelola aset 

pad a Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk mewujudkan 

Akuntabilitas dan Transparansi ............................................................. 154 

5 .2 Saran ...................................................................................................................... 15 5 

5.3 Keterbatasan .......................... , ............................................. ,,, .............................. !59 

DAFT AR PUST AKA ................................................................................................... 162 

LAMP I RAN .. .. .. .. . .. .. .... ... . . . ............... ...... . .......... .... ....... ........ ... .. .. .. ...... .. ....... ... .. .. .. .. .. .. 165 

xiii 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



DAFTAR TABEL 

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELIT!AN 

Tabel 4.1 Realisasi Belanja Eselon I ...................................................................... 78 

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Eselon I per Jenis Belanja ........................................... 79 

Tabel 4,3 Realisasi Anggaran Dana Dekonsentasi menurutjenis kegiatannya ...... 79 

Tabel 4.4 Tabel Rekapitulasi belanja beserta pengernbalian Dana Dekonsentrasi .. 81 

Tabel 4.5 Tabel Rindan pengembalian berdasarkan jenis belanja .......................... 82 

Tabel 4.6 Tabel Daftar Aset Te!ap ......................................................................... 83 

Tabel 4.7 Daftar Barang Milik Negara untuk Kantor Pusat ................................... 84 

Tabel 4.9 Rincian Aset Tetap ............................................................................... 87 

Tabel 4.10 Pelaporan BMN Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 dar:i Dana 

Dekonsentrasi ......................................................................................... 88 

Tabel4.15 Aset Tetap Ditjen Mandikdasmen Depdiknas yang 

dikuasai/digunakan oleh Pihak Ketiga ................................................... 111 

Tabel 4.20 Laporan Barang Semester !,II, dan Tahunan .......................................... l29 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



DAFTAR GAMBAR 

BAB II LANDASAN TEORI 

Gambar 2.1 Proses Perencanaan Kegiatan Dekon ...................................................... 59 

Garnbar 2.2 Proses Penganggaran Dana Dekon ......................................................... 60 

Garnbar 2.3 Status Barang Hasil Dana Dekon ............................................................ 63 

Gambar 2.4 Aspek: Pertanggungfawaban dan Pelaporan Dekon ................................ 63 

Gambar2.5 Pembukuan Aset Tetap ........................................................................... 66 

Gambar 2.6 AJur Pertanggungjawaban Organisasi dana Dekon:sentrasi ..................... 67 

Gambar 2. 7 Aspek Pembinaan dan Pengawasan ........................................................ 68 

BAB Ill LATARBELAKANGORGA<'l!SAS! 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ditjen Mandiknas Sesuai Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005 ........................................... 73 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Penanggungjawab SAl (SAK dan SIMAK BMN). 74 

Gam bar 3.3 Bagan Kerangka Umum SAl .................................................................. 75 

Gambar 3.4 Bagan Hubungan Unit Akuntansi Keuangan dengan Unit Akuntansi 

Barang pada Struktur Organisasi Kernentrian Negara/Lembaga ........... ,76 

BAB IV A"'ALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

Gambar 4.1 Realisasi Belanja Eselon ! ..................................................................... 78 

Gambar 4.2 Realisasl Belanja Eselon I per Jenis Belanja ............. ,. ........................... 79 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



Gamhar 4.3 Renlisasi Anggaran Dana Dekonsentasi menurut jenis kegiatannya , ..... 79 

Gambar 4.8 Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

Dan Menengah yang diserahkan kepada Direktornt Jenderal PMPTK .... 86 

Garnbar 4.1 I Formulir Rencana Kerja Tahunan ( RKT) ............................................. 94 

Gambar 4.12 Bagan Organisas! Pelaporan Dana Dekonsentrasi Mandlkdasmen .. .... 104 

Gambar 4. !3 Bagan Organisasi Pelaporan Dana Dekonsentrasi Mandikdasmen di 

Propinsi .................................................................................................. 105 

Gambar 4.14 Bagan Alur Proses Penatausahaan Invetarisasi Barang mi1ik Negara ... 108 

Gamba; 4.16 Jenjang Pertanggungjawaban Pengelola Aset Tetap ............................. 112 

Gambar 4.16 Bagan Alur Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi .......................... l13 

Gambar 4.17 Bagan Mekanisme Kerja SAL. .............................................................. I16 

Gambar 4.18 Bagan Jenjang Unil Organisasi PelaksanaAk:untansi Barang Milik 

Negara ................................... , .................................................................. 118 

Gambar 4.19 Bagan Organisasi PUMK PPD di 33 Propinsi ........................................ l18 

Gam bar 4.21 Bagan Unit Akuntansi Keuangan Lingkup Depdiknas ............ , ............. 133 

Garnhar 4.22 Skema Link Intranet Jardiknas ............................................................... l45 

Gambar 4.23 Bagan Sistem Akuntansi Pemerintail Pusat (SAPP) .............................. 146 

Garnbar 4.24 Aplikasi Web SAl (versi 1 ) ................................................................... .149 

XVI 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



DAFTAR LAMPIRAN 

Larnpiran I . Quisioner Pengelola SIMAK-BMN ..................................................... 165 

xvii 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



l.l.Latar Belakang 

BABI 
Pendahuluan 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan 

Direktomt Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Pada Tahun Anggaran 2007 

mengelola dana sebesar Rp. 20.134.775.287.000,- (Rp. 20,13 Triliun) terdiri dari dana 

Pusat sebesar Rp. 5.805.477.195.000,- (Rp. 5,80 Triliun), dan dana Dekonsentrasi 

sebesar Rp. 14.078.886.404.566,- (Rp. 14,078 Triliun) yang tersebar di 33 Propinsi di 

Indonesia dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di dalam Undang-

undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pcmerintah Daerah, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetapi 

fakta yang terjadi adalah : 

l. Sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik. 

2. Seringkali gubemur tidak mengetahui pengadaan ftsik yang bersangkutan. 

3. Aset tetap dari kegiatan berbentuk fisik tersebut tidak tercatat balk di pemda 

maupun di instansi pusat. 

4. Jumlah aset tetap tersebut signifikan (trilyunan) 

Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan Keuangan 

Kementerian!Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Yang akan berpengaruh pula 

kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sejak pembuatan laporan keuangan tahun 

2005 sarnpai 2007 Departemen Pendidikan Nasional mendapat opini Disclaimer. Dana 
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dekon.<;entrasi menjadi salah salU penyebabnya dikarenakan adanya seiisib antara pelaporan 

realisasl anggaran di depa!'temen dengmi rcatisasi anggaran dalam APBN . Penggunaan dana 

dekonsentrasi yang menghasiJkan ascl tetap sebenamya sudah tidak sesuai dengan undang

undang, tetapi akan iebih be1masalah lagi jika pengeiolaannya tidak menggunakan manajemen 

aset yang benar. 

Tuntutan untuk meningkatkan tala kelola yang baik (good govemance) di sektor pemerintah 

terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kesadaran akan hak sebagai warga negara. 

Penciptaan tata kelola yang baik tersebut menuntut pembahan baik dalam system) ketata 

negaraan maupun dalam system manajemen keuangan pemerintah. 

Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab di dr 1am pelaksanaan 

pemerintahan perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur good governance secara 

konsisten. Unsur~unsur tata keloia tersebut antara lain adanya; 

T ransparansi 

Yailu pelaksanaan pemerintahan yang terbuKa sehingga rakyat dapat 

mengetahui dengan jelas pelaksanaan pemcrintah. 

Akuntabilitas 

Pelaksanaan kegiatan pcmerintah maupun pengeiola pemerlntahan harus dapat 

dipertanggungj awabkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara 

umum (best practices) 

Berdasar seluruh permasalahan terse but di atas, lulisan ini berupaya untuk mengetahui 

1. Scjauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan pada DirekLorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan D.asar dan Menengah, 
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2. Sejauh manakab upayawupaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan aset tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen, 

3. Sejauh manakah hambatan yang dialami didalam mengelola aset, 

4. Sejauh manakah peraturan perundangan Ielah diikuti dalam mengelola aset telap. 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Penyebab Disclaimemya laporan keuangan ada!ah biiamana auditor tidak dapat 

mernmuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kondisi aset di 

departemen/lembaga di negara ini kususnya Direktorat Jendera1 Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menenguh adalah belum dilakukan penilaian oleh lembaga 

perrilai independen, tidak didukung bukti kepemilikan atau status hukurn tidak jelas, 

tidak dlse!enggarakan pencatatan yang memadai, dan beium dilakukan inventarisasi 

atas aktiva tetap. 

Di Indonesia setiap unit pemerintahan yang menenma anggaran be)anja atau 

mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyeienggarakan akuntansi~ 

dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang 

kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan !aporan keuangan oleh 

entitas pelaporan. (PSAP NO. I!. Laporan Keuangan Konsolidasi (Lampiran Xlll)) 

Menteri I pimpinan lembaga I kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna 

anggaran menyelenggarakan akuntansi atas rransaksi keuanganl aset, utang dan 
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ekuitas dana termasuk pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggungjav.-abnya. 

(Pasal 5 I UU NO. l Tahun 2004) 

Standar dan sistem akuntansi aset tetap pemerintah Indonesia menghadapi masalah 

seputar, 

a. Pendefinisian aset tetap dan konsep pengakuennya 

b. Penilaian aset tetap 

c. Pendekatan penilaian kembali aset tetap rnelalui penghapusan dan merevaluasi aset 

tetap 

d. Pedoman penentuan depresiasi 

e. Penyajian dan pengungkapan 

Denga.n adanya pengertian dan perma:salahan tersebut, penulis mgm rnengidentifikasi 

pennasalahan terkait dengan, 

L Sejauh manakah manajemen aset tetap telah dt lakukan pada Direktoral Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 

2, Sejauh manakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan 

akuntahilitas, 

3. Sejauh manakah hambatan yang dialami didalam mengelola aset, 

4. Scjauh manakah peraturan perundangan telah diikuti daiam rnengelola aset tetap. 

Pennasalahan pengelolaan barang milik negaralaset tidak terjadi apabila pengelola barang 

memperhatikan kelika: pengadaan/perolehan: penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan 

pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; dan penatausahaan mengacu 

kepada Peraturan Pernerintah Nornor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN). Pemanfaatan Jaringan tekno!ogi informasl yang ada yaitu Jardikna:s di dalam 
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manajemen aset dana dekonsentrasi berimplikasi terhadap terlaksananya akuntabiJitas dan 

transparansi keuangan di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah _ 

1.3. Tujuan dan manfaat penelitan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

I_ Mengelahui peiaksanaan manajemen aset tetap pada Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah, 

2_ Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan 

akuntabilitas, 

3. Mengetahui hamba:J.n yang dialami didalam mengelola aset, 

4. Mengetahui sejauh mana peraturan perundangan tetah diikutl dalam rnengelola aset 

tetap. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

I. Mendapat cara yang baik pelaksanaan manajemen aset tetap pada Direktoral 

Jcnderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 

2. Mendapatkan upaya dan cara yang benar dalam mewujudan transparansi dan 

akuntabilitas1 

3. Bisa memecahkan hambatan yang dialami didalam mengeloia aset, 

4. Blsa menjalankan peraturan perundangan dalam mengelola aset tetap. 

1.4, Metodologi Penelitian 

I. Penelitian Kepustakaan 
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Penelitian ini dimaksud untuk memperoleh pemahaman yang memadahi mengenai 

konsep, teori dan landasan hukum pelaksanaan~ yang terkait dengan permasalahan 

dalam penulisan ini. Kegiatan ini diiakukan dengan cara mempelajari huku, Hteratur, 

undang~undang, peraturan pemerintab, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan 

pernturan pendukung lainnya untuk kemudian di hubungkan dengan pennasalahan 

yang ada. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapa.ngan dilakukan pada instansi Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah dan instansi lain yang terkait dengan pennasalahan agar memperoleh 

gambaran mengenai kondisi kantor serta bagaimana pelaksanaan manajemen 

pengelolaan aset tetap dana dekonsentrasi sehingpa akan berpengaruh terhadap 

akuntabilitas dan transparansi keuangan . Untuk itu penulis akan meJakukan 

wawancara. pengamatan I penelaahan serta menganaHsa data.o<lata terkait dengan 

pokok bahasan. Kemudian akan melakukan penehtian untuk mendapatkan solusi 

terbaik bagi pcnnasalahan ma:najemen pengelotaan aset tetap dana dekonsentrasi guna 

untuk mendorong terseienggaranya akuntabilitas dan transparansi keuangan berbasis 

teknologi infonnasi 

1.5. Sistematika Pembabasan 

Penulisan karya akhir ini terdiri dari lima bab dengan sestematika sebagai berikut : 

BABI PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakangt pembahasan topik, tujuan dan manfaat 

penelitian. 
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BAB ll LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan konsepsi manajemen aset sektor pemerintah iandasan 

teoritis pelaporan aset. 

BAB II! LA TAR BELAKANG ORGANISASI 

Bab ini akan menguraikan stuktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi 

pengelola manajemen aset tetap dana dekonsentrasi di Direktorat Jendera1 

Mandikdasmen yang mencakup pemeliharaan, proteksi dan penilaian resiko. 

pengadaan/perolehan; pcnggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan 

pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; dan penatausahaan 

dalam kerangka kebijakan akuntansi pemerintah Indonesia sesuai Sistem 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Informasi Manajemen dan 

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK~BMN) 

BAB IV A NALlS IS DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini ak:an menganalisis peiaksanaan manajemen aset1 inventarisasl aset, 

penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset dari dane 

dekonsenlrasl dan keterkaitan antara peiaksanaan dengan peraturan 

perundangan mengenai Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 

Milik Negara (SUv1AK- BMN), mengetahui hambatan-hambatan manajemen 

aset serta sejauh mana sistem akuntansi dan pelaporan pemerln!ah mcndukung 

pelaksanaan akuntabililas dan trasparansi keuaogan berbasis teknologi 

infonnasi. 
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BAB V KESIMPULAN 

Bab ini a.kan menjelaskan kesimpulan karya akhir ini yaitu berupa keselarasan 

kehijakan dan sistem akuntansi pemerintah yang dapat mendukung manajemen 

aset tetap yang baik sehingga menghasHkan akuntabilitas dan transparansi 

keuangan. Penulis juga akan memaparkan rekomendasi atau saran untuk 

meningkatkan peranan kebijakan dan Sistem Informasi Manajemen dan 

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam meningkatkan 

manajemen Aset T etap Pemerintah dengan memaksimalkan penggunaan 

teknologi infum~asi agar mendapatk:.an data base yang akurat. 
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2.1. Manajemen Asel Tetap 

A. Dejin;sf 0$!1/ 

BAB ll 

LANDASAN TEORI 

Di dalam pemerintahaan Aset Tetap merupakan investasi yang memillki 

nilai sangat besar. Aset Tetap pemerintah terutama digunakan dalam operasional 

pernerintah juga digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. 

Karena memiki nilai yang sangat besar dan kegunaannya sangat penting maka aset 

tetap pemerintah tersebut pertu dike1ola secara efektif dan efisien. Tujuannya 

adalah untuk memastikan adanya nHai tambah cukup besar yang dapat diterima 

dari investasi aset tetap yang cukup material tersebut. 

Aset tetap pemerintah digunakan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat. Pemerintah harus memastikan bah\va aset tctap terscbut 

memberikan nilai maksimal, oleh scbab itu pengelola aset tetap harus melakukan 

perlindungan aset tetap dari kehilangan, juga harus memelihara dan menggunakan 

ase! tctap pemerintah terscbut secarn efektif Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka pemerintah perlu melak.-ukan manajemen aset tetap pemerintah secara efektlf 

dan efisien. 

Di beberapa entitas atau referensi akuntansi yang lain, aset tetap umumnya 

direferensikan sebagai property, plant dan equipment yang meliputi tanah, gedung 

kantor, gedung pabrik, peralatan, dan lain~lain. Karakteristik utama dari aset tetap 

adalab: 

I. Aset tetap diperoleh untuk digunakan dalam proses operasionaL Aset 

tetap tidak dimaksudkan untuk dijuaL 
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2. Sccara umum. aset tetap memiliki masa manfuat yang lama (beberapa 

tahun) dan oleh karenanya didepresias:ikan selama masa manfaat tersebut 

3. Aset tetap secara fisik dapat diiihat wujudnya 

Dalam buku Akumansi Pemerintahan ( Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sondi Putra 

& Maulidah Rahmawati. 2008 ) Aset tetap dilingkungan akuntansi komersial 

dapat didefinisikan sebagai aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk s.iap pakai 

atau dibangun terlebib dabulu yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari

sehari, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normalperusahaan 

dan mempunyai masa manfuat lebih dari satu tatum. Aset tetap di lingkungan 

akuntansl pemerintaban di Indonesia didefinlskan sebagai aset berwujud yang 

memiHki masa manfaat leblh dari 12 bulan untuk digunakan dalam k:egiatan 

pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umurrL Yang terrnasuk dalam 

aset tetap menurut definisi akuntans[ pemer!ntahan adalah ; 

L Aset tetap yang dimiliki entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh 

entitas lain, misalnya dalam sektor pendidik:an adalah universita.<o 

2. Hak atas tanah 

Se1anjutnya menurut buku Akuntansi Pemerinlahan ( Nordiawan Deddi, 

Iswahyudi &mdi Putra & Maulidah Rahmawali, 2008 ) aset tetap dalam akuntansi 

kornersial diklasifibsikan menjadi tiga bagian utama yaitu : 

1. T.a.nah (land). yang termasuk dalam kategori ini adalah hak pakai atas tanah 

serta kapitalisasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka menyiapkan 

tanah tersebut menjadi siap pakai 
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2, Gedung (buiding)) yang meliputi gedung kantor. gedung pabrik serta gedung 

lainnya. Kapitatisasi biaya yang dike!uarkan dalam rangka perolehan gedung 

ini juga dicatat sebagai aset tetap 

3. Peralatan (equipment), yang meliputi peralatan kantor seperti fumiture maupun 

yang digunakan di pabrik seperti .mesin. 

Daiam akuntansf pemerintahan dt Indonesia, tidak ada perbedaan yang signifikan 

dalam pengklasifikasian aset tetap. Berdasarkan Pera/Uran Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 dan PSAP 07, paragraf8, aset tetap dikJasifikasikan berdasarkan 

kesamaan dalam sifat atau fungsinya dairun aktivitas operasional entitas 

akuntansi. K1aslfikasi aset tetap tersebut adalah : 

l. Tanah, termasuk diantaranya tanah yang diperoleh denga.n maksu~ untuk 

dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai 

2. Peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin~rnesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektronik, dan seluruh invcntaris kantor, dan peralatan lainnya 

yang nilainya signifikan dan masa manfaarnya lebih dar! 12 (dua belas) bulan 

dan dalam kondisi siap pakai 

3. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gcdung dan bangunan yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalarn 

kondisi siap pakai 

4. Jalan, irigasi dan jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun 

oleh pemerintah serta dimiliki dan I atau dikuas.ai oleh pemerintah dan daiam 

kondisi siap pakai 
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5. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 

dalarn kelompok aset tetap tersebut~ yang dipero!eh dan dimanfaatkan untuk 

kegiatan operaslonal pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 

6. Konstruksi dalam pengerjaan. mencakup aset tetap yang sedang dalam proses 

pembangunan namun pada tanggal Iaporan keuangan belum selesai seiuruhnya. 

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperfuan operasionai pemerintah tidak 

memenuhi detinisi aset tetap barus disajikan di pos aset lainnya dengan nilai 

tercatatnya. 

B. Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap 

Terkalt dengan pengakuan dan pengukuran aset tetap, didalam buku Akuntansi 

Pemerintahan ( Nordiawan Deddi, I:nvahyudi Sondi Putra & Maulidah Rahmmvati, 

2008 ) dan PSAP No.07. paragraf/6 mengungkapkan, Basis akuntansi akrual 

mengharuskan aset diakui kctika : 

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang 

yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengaHr ke dalatn perusahaan 

2. Biaya peroleban dapat diukur secara andal 

Dari penjelasan tersebut, titik utama pengakuan aset tetap adalah ketika manfaat 

keekonomian dan biaya peroJehan sudah tersedia. Maka ketika suatu entitas 

melakukan pembelian kendaraan secam kredit, pembelian tersebut sudah harus 

diperhitungkan sebagai perolehan aset tetap. Kendaraan yang dibeli sudah dapat 

memberikan manfaat keekonomian dan biaya pembelian sudah dapat diketahui 

dengan pasti. 
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Dalarn akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis cash 

toward accrual, pengakuan aset tetap dilah.-ukan apabila asct tersebut merupakan aset 

berwujud dan memenuhi kriteria: 

a. memiUki masa manfaat lebih dari 12 bulan 

b. biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal 

c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 

d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan 

Pengakuan aset akan !ebih dapat diandalkan apabiJa terdapat bukti bahwa telah terjadi 

perpindahan hak kepemilikao I atau penguasaan secara hukum, misalnya sertitikat tanah 

dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor(PSAP No.07, parograf21) 

Dalarn praktiknya di lingkungan pemerintahan, aset tetap diakui ketika berita acara 

penerimaan barang atau penyelesaian pekerj:aan telah ditandatangani oleh pihak yang 

terkait: 

Baik dalam akuntansi komerisal maupun akuntansi pemerintahan di indonesia, 

penguk:uran aset tetap dapat terjadi mela[ui dua cara, yaitu menggunakan biaya 

perolehan (historical cost) dan biaya \vajar pada saat perolehan ifair value). 

Pengakuan aset tetap menggunakan hiaya perolehan digunakan a.pabila aset tetap 

tersebut diperoleh dengan cara dibeU dari pihak ketiga atau dibangun sendiri. Biaya 

perolehan terdiri atas harga belinya, termasuk bea irnpor dan PPN masukan yang tidak 

dapat direstitusikan, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan ke aset tersebut utuk 

membuat aset dalarn kondisi siap digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan 

adalah : 

Biaya persiapan tempat 

Biaya pengiriman awal 
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Biaya pemasangan 

Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur 

Pengakuan aset tetap menggunakan biaya wajar pada saat perolehan (fair value) 

digunakan apabila informasi mengenai biaya perolehan tidak tersedia. Hal ini 

disebabkan karena aset tersebut tidak diperoleh dengan cara dibeU dari pihak ketiga 

ataupun dibangun sendiri. Contoh dari penggunaan wajar adalah apabila aset tersebut 

merupakan aset donasi, aset pertukaran, aset rampasan dan lain-lain. 

C. Komponen Biaya Aset Telap 

Didalam buku Akuntansi Pemerintalum ( Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sondi Putro & 

Mau/idah Rahmawati, 2008 ) dan PSAP Na. 07, paragraf 31 s.d 35 diungkapkan 

mengenai perincian biaya perf tehan untuk setiap kategori klasifikasi aset tetap: 

a. Tanah; biaya perolehan meliputi harga pembeHan atau biaya 

pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan 

biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. 

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah 

yang dibeii tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk 

dimusnahkan. 

b. Peralatan dan mesin; biaya perolehan meliputi harga pembeiian, 

biaya pengangkutan. biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya 

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin 

tersebut slap digunakan. 

c. Gedung dan bangunan; biaya perolehan meliputi biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap 
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pakai. Biaya ini termasuk di antaranya adalah harga pembelian atau 

biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. 

d. Jalan. irigasi dan jaringan; biaya perolehan me!iputi seluruh btaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi1 dan jaringan siap 

pakaL Biaya ini meliputi biaya pero!ehan atau biaya konstruksi dan 

biaya~biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan. irigasi, dan jaringan 

tersebut siap pakai. 

e. Aset tetap lairmya; biaya perolehan meliputi biaya pembayaran 

konstruksi dalam pengerjaan; biaya perolehan meliputi biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 

Konstruksi dalam pengerjaan; biaya perole:1an meliputi biaya 

pembayaran per termin atau pengeiuaran dana sesuai dengan k:emajuan 

(progress) pembangunan. Sctelah konstruksi tersebut selesai, nilai yang 

tercantum di konstruksi dalam pengerjaan akan dimasukkan sebagai aset 

Pengeluaran Setelah Perolehan 

Didalarn buku Akunumsi Penu:rintahan ( Nordiawan Deddi, Iswahy¥Jdi 

Sandi Putra & Maulidah Rahmawati, 2008 ) dan PSAP No. 07, paragraf 

50, Pengeluaran yang terkait dengan asct tetap (setelah perolehan aset temp 

-subsequent expediture) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1. Pengeluaran untuk pemeiiharaan aset tetap 

2. Pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberi 

manfaat keekonomian di rnasa yang akan datang dalam bentuk 

peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja. 
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Baik akuntansi berbasis akrual maupun akuntansi pcmerintahan di 

Indonesia mempunyai perlakuan yang sama terhadap transaksi tersebut. 

Untuk kategori yang pertama. perlakuan akuntansi adalah dengan 

membebankan semua pengeluaran yang teljadi sebagai belanja 

pemeliharaan. Alasannya adatah pengeluaran tersebut tidak menambah 

masa keekonomian terhadap aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut 

hanya bersifat agar aset tersebut da1am kondisi baik dan dapat digunakan 

dalam proses operasional entitas. 

Untuk pengeluaran-pengetuaran yang termasuk dalarn kategori kedua, 

pengeluaran yang terjadi harus dikapitalisasi ( ditambahkan ke aset yang 

bersangkutan) sehingga nilai buku dari aset tersebut akan bcrtambah. 

Alasannya adalah pcngeluaran yang dilakukan menarnbah masa rnanfaat atau 

masa keekonomian dati aset tersebut, sehingga biaya yang dikeluarkan 

seharusnya menjadi penambah nilai aset tetap yang bersangkutan. 

D. Perolehan A.sef Secara Gabungan 

Didalam buku Alwntansf Pemerfntahan ( Nordimvan Deddi, lswahyudf 

Sondi Putra & Maulfdah Rahmawali, 2008) dan PSAP No. 07, paragraf 42 

disebutkan, peroiehan aset secara gabungan a.dalah kondisi dimana entitas 

memperoteh beberapa aset tetap dengan melakukan satu pembayaran untuk 

seluruh aset yang diterima. Dengan kondisi ini, biaya perolehan darj seiuruh 

aset harus dapat didistribusikan dengan jelas Ice seluruh aset tetap yang 

diperoleh. 

Basis akuntansi akrual maupun akuntansi pemerintahan di indonesia 

mengatur penggunaan nilai wajar dari masing-masing aset sebagai dasar 
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alokasi biaya perolehan. Entitas harus melakukan perbandingan dari nilai 

wajar masing-masing aset untuk. mengaJokasikan biaya perolehan. 

E. Konstruksi dalam Pengery"aan 

Perolehan aset tetap tidak hanya rnelalui pembelian aset secara langsung dari 

pihak ketiga tetapi dapat juga diperoleh melalui perobangunan. baik yang 

di!akukan oleh pihak ketiga meialui kontrak kontruksi maupun dilakukan 

secara swakelo!a. Aset tetap yang sedang dalam proses penyelesaian ini 

dikenal dengan istilab akuntasi sebagai kontruksi dalam pengerjaan. 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Ciri utama 

dari konstruksi daiam pengerjaan adalah perolehannya memerlukan sejumlah 

waktu tertentu. Perlode waktu tersebut bisa kurang atau lebih dari satu 

periode akuntansi. 

Untuk akuntansi pemerintahan di indonesia, konstruksi dalam pengerjaan diakui 

jika: 

a. Besar kernungkinan bahwa manfaat ekonorni rnasa yang akan datang 

berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh 

b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal 

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan 

Nilai yang dapat diakui sebagai konstruksi dafam pengerjaan becgantung pada 

proses pengerjaannya. Apabila dikerjakan secara swakelola oieh unit 

pemerintahan biaya yang boleh diakui meliputi : 

1. Biaya yang secara langsung berhubungan dengan pengerjaan konsiruksi 

dalam pengerjaan tersebut meliputi : biaya pekerjaan lapangan. biaya 
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beban, biaya penyewaan peralatan, biaya pemindahan peratatan~ biaya 

rancangan, dan bantuan teknis yang berhubungan dengan proses 

konstruksi 

2. Biaya yang lain yang dapat diatribusikan ke dalam kegiatan 

pembangunan, meliputi asuransi, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, 

biaya A TK, dan lain-lain. 

3. Biaya pinjarnan apabila pembangunan tersebut dibia}-ai dengan dfl.na 

pinjaman 

4, Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang 

bersangkutan 

Nilai yz-lg dapat diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan apabila dikerjakan 

oleh pihak ketiga adalah : 

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor terkait tingkat 

penyelesaian pekerjaan 

Kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada kontraktor terkalt 

pekeijaan yang sudah ditcrima namun belum dilakukan pembayaran 

pada tanggal peJaporan 

Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga terkait 

pelaksanaan kontrak kontruksi 

Biaya pinjaman apabila pembangunan tersebut dibiayai dengan dana 

pinjaman 

Pada saat pembangunan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai 

dengan tujuan perolehannya, nilai yang tercatat daiam konstruksi harus 

dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan. 
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Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai informasi 

konstruksi dalam pengerjaan meliputi : 

Rincian kontrak konstruksi dalam pengeljkaan berikut tingkat 

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya 

Nilai kontrak kontruksi dan sumber pemb:ayaannya 

Jumlah biaya yang telah dikeluarkan 

Uang muka kerja yang diberikan 

Retensi 

F. Penyusulan Aset Tetap 

Definisi penyusutan di lingkungan akuntansi swasta adalah alokasi 

sistematik jumlah yang dapat disusut:.an dari suatu aset sepanjang ma.sa 

manfaat. Salah satu konsep dasar yang mendasari penyusutan adalah 

perbandingan biaya dan pendapCltan (matching cost against revenue). 

Dengan demikian aset tetap yang memberikan manfaat selama periode 

tertentu harus disusutkan nilainya sepanjang periodc tersebut. Metode 

penyusutan tersebut dapat berupa : 

a. Metode garis lurus (straight line method) 

b. Metode penyusutan dipercepat (decreasjng charge method) 

Jumlah tahun penyusutan (sum of the years digit) 

Penyusutan berganda (declining balance method) 

c. Metode unit produksi (unit of production method) 

d. Metode depresiasi khusus (special depreciation method) 

Metode depresiasi kelompok (group and composite methods) 
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Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana memperlakukan depresiasi untuk 

lingkungan pemeritnahan. Mengingat pemerintah bukanlah organisasi yang 

bertujuan mencari keuntungan konsep matching cost against revenue tida!dah 

relevan untuk digunakan. 

Berdasarka.n Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahWI 2005 dan PSAP No.07, 

paragraf 56 , diatur bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan 

dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan 

penilaian kembali, aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada akun tetap dan 

diinvestasikan pada aset tetap. 

Metode yang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

2005 adalah : 

L Metode garis lurus (stroif:htline method) 

2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) 

3. Metode unit produksi (unit of production method) 

Dalam Manajemen aset yang baik agar bisa makslmal harus mencakup 

beberapa hal yaitu : 

2.1.1 Kinerja Aset (Asset Performance) 

Aset tetap pemerintah ditujukan tidak untuk memperole-h pendapatan) 

untuk kinerja aset tetap pemerintah diukur berdasarkan tercapaianya tujuan dari 

institusi pemerintahan tersebut dalam melayani masyarakat. Agar tujuan tersebut 

bisa lebih maksima1 pemerintah harus mengelola kinerja aset tetap terSebut . 

O!eh karena itu pemerintah harus mengambil tindakan terhadap pengelola aset 

tetap yang kinerjanya bumk. 
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Aset tetap harus dapat memberikan manfuat yang rnaksimaL Parla saat 

aset tetap tersebut kurang digunakan (under utilities), peruerintah dapat 

mempertimbangkan untuk menyewakan aset tetap tersebut kepada pihak lain. 

Pendapatan sewa akan menambah pendapatan pemerintah dan mengurangi biaya 

pemeliharaan yang selarna ini harus menjadi beban pemerintah. Aset tetap 

pemerintah yang mernpunyai nilai penggunaan atau manfaat yang sangat 

minimal pemerintah dapat juga menjual aset tetap tersebut, sehingga 

memperoleh pendapatan atas harga jual aset dan akan mengurangi biaya 

perneliharaan aset juga. 

Untuk meningkatan kinerja a.set tetap pemerintah dapat dengan cara 

pemeliharaan yang yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas output dari aset tetap tersebut Selain itu, 

dapat juga dilakukan dengan membagi kepemilikan (sharing ownership) atas 

aset tersebut, denga.n cara melakuk:an perjanjian kerja sama dengan pihak: lain 

dan pengadaan suatu aset tetap. Kcrja sama ini akan mengakibatkan 

pengurangan biaya pembelian, biaya financial (misal biaya atas pinjaman) dan 

biaya pemeliharaan atas aset tetap tersebut. Selain itu pemakaian berSarna atas 

aset tetap tersebut juga akan mengurangi waktu senggang (idle time) dari aset 

tetap tersebut. Jenis kerja sama ini akan berimplikasi pada terjadinya penurunan 

biaya dan kenaikan tingkat penggunaan aset tetap (dengan kata lain peningkatan 

produktivitas dan kinerja aset tetap tersebul). Untuk meyakini bahwa aset tetap 

beroperasi sesuai dengan tujuan pengadaan aset tersebut, maka pemerintah harus 

mengembangkan dan mengimplementasikan suatu pengukuran kinerja, 

Pemerinah harus mengembangkan pengukuran terbaik sesuai dengan kebutuhan. 
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Dalam melakuk:an pengukuran kinerja aset tetap pemerintah harus 

memperhatikan : 

Pengukurannya berdasarkan pada tujuan; 

Melakukan monitoring terhadap pengukuran dan hasilnya digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan; 

Hasil pengukuran dapat diandalkan, valid, dapat diverifikasi dan dapat 

dipahami; 

Melaporkan basil pengukuran secara internal maupun ekstemal; 

MenghasHkan ukuran berupa tingk:at efektivitas, efisiensi dan kualitas 

peJayanan publik; 

Bisa mengukur hasil~hasil program~ 

Menghasilkan cara yang terbaik dan efisien dalam mengkaji tingkat 

efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan publik~ 

Menyediakan dasar untuk perbandjngan 

Adanya Peraturan Pernerintah No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan k.euangan dan 

kinerja instansi pemerintah, mengharuskan instansi pemerintah wajib membuat 

laporan kinerjanya. 

Secara khusus untuk aset tetap pemerintah jenis modal atau investasi 

pemerintah dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan 

meneJusuri kemampuan aset tetap tersebut, didalam mengembalikan investasi 

dan menekan biaya~biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya per unit 

yang dihasilkan. Sedangk:an untuk aset tetap jenis persediaan, pengukuran 

dilakukan dengan membandingk:an penggunaannya pada para pemakai aset tetap 
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tersebut sehingga pengujian-pengujian yang memadai dapat diaplikasikan. 

Dengan demikian pengelola akan memperoteh data yang dapat dipakai untuk 

menguji sejauh mana penggunaa.nnya telah memadai~ jumlahnya telah cukup. 

dan jum1ahnya te!ah berubah dari waktu ke waktu. Pengukuran dan pengujian 

ini akan memberikan keyakinan bahwa persecliaan digunakan sesuai dengan 

tujuan. 

2.1.2 Peme/iharaan Aset (Asetlllfaintenance) 

Pemeliharaan aset merupakan aktifitas yang memerlukan penanganan 

yang khusus. Sesudah perolehan aset tetap pemerintah harus mengorbankan 

waktu dan uang untuk merne~!hara aset tetap pemerintah. Perlunya pemeliharaan 

aset tetap tersebut untuk memberi kepastian bahwa nHai dan efektivitas 

pemanfaatan aset tetap masih terjaga, 

Kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan aset 

tetap, dengan cara menyeienggarakan pencatatan atas biaya pemeliharaan 

tersebut. Pencatatan atas biaya pemeliharaan (maintenance costs) aset tetap atas 

penambahan dan perbaikan harus dibebankan kedalam beban pemeilh.araan 

(maintenance expense) yaitu perbaikan kecil. Biaya pemeliharaan yang bersifat 

menambah atau perbaikan akan meningkatkan fungsi aset tetap tersebut atau 

menambab masa manfaatnya. 

Pencatatan atas pemeliharaan aset tetap pcmerintah merupakan infonnasi 

yang berguna dalam pengambiian keputusan yang berkaitan dengan 

pengendalian anggaran belanja pemerintah. Pencatatan yang tertib akan 

rnembuat nilai aset tetap yang tercatat lebill tinggl dibanding dengan pencatatan 
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yang tidak tcrtib, sehingga pada saat penjua!an aset tetap akan dipcroleh harga 

jual yang lebih tinggi pula. 

Penca:tatan atas pemeliharaan aset tetap pemerintah yang rapi dan rinci 

akan memberikan gambaran yang jelas bagi pemerintah dalam merencanakan 

jadual perbaikan serta pemeliharaan dan untuk merencanakan a.nggaran 

pengeluaran pemerintah atas biaya pemeliharaan aset tetap tersebut, serta 

perencanaan penggantianfperluasan!ekspansi di masa yang akan datang Jebih 

riil. 

2.1.3 Perlindungan Asat (Asset Protection) 

2./.3.1 Kebijakan 

Pemerintah membuat aturan dan kebijakan terkait Aset tetap 

pemerintah sehingga teriindungi dari kehilangan, pemborosan dan 

penyalahgunaan aset tetap yang komprehentif. dan juga kebijakan 

pemeliharaan dan kinerja aset tetap tersebut. Kebijakan tertu!is atas penugasan, 

pencatatan, dan prosedur umum untuk melindungi aset tetap pemerlntah dapat 

digunakan sebagai acuan untuk tujuan pelaporan dan pertanggung jawaban 

pemerintah kepada entitas penerima !apotan dan pertanggungjawaban. 

2.1.3.2 Penugasan perlindungan aset tetap 

Aset tetap harus datam pengawasan orang atau bagian yang ditugaskan dan 

bertanggung jawab atas keberadaan aset letap tcrSebut dan keakuratan serta 

kegunaan pencatatannya, Prosedur tertu1is ini akan memastikan pencatatan 
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yang akurat dan pertanggung jawaban yang memadai dari aset tetap 

pemerintah, 

2J3.3 Pencataton asettelap 

Pencatatan yang berkualitas salah sa.tu cara perlindungan aset tetap. 

Pencatatao aset tetap secara urnum harus detail rnencakup jenis aset tetap, 

ha~ga, nilai taksiran, unit kerja yang menggunakan~ dan !okasi aset tetap itu 

berada. 

Pencatatan yang benar akan berguna di dalam membuat iaporan 

pertanggung jawaban dan pengendalian serta pengamanan aset tetap 

pemerintah. Keakuratan dan kelengkapan pencatatan ini juga harus dijalankan 

untuk unsur-unsur biaya lainnya, seperti asuransi, pergantian dan lain 

sebagainya. 

2.1,3,4 Pertanggungjawaban 

Hal yang barus diperhatikan dl dalam mempertanggungjawabankan aset tetap 

pemerintah dimulai dad adanya pencatatan yang ak-urat. kemudian diperlukan 

adanya inventarisasi fisik secara periodik yang barus dilakukan tujuannya agar 

keakuratan pencatatan dapat terjamin. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara 

hasil inventarisasi fisik dan pencatatannya harus di tindak lanjuti dengan Stok 

opname. Hasil dari stok opname alas perbedaan ini akan ditindaklanjuti 

dengan melakukannya review dan modifikasi atas kebijakan pengendalian 

internal yang akan diambil o!eh pemerintah terkait dengan ketidak sesuaian 

tersebut. 
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2.1.3.5 Pengamanan Aset Tetap 

Pemerintah harus membuat standar prosedur pengamanan aset tetap 

pemerintah yang memadai dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang 

berkaitan dengan sifatlkarakteristik aset tetap tersebut. Aset tetap yang 

memiliki resiko lebih besar mernerlukan prosedur pengamanan yang lebill 

kl\Usus dibandingkan dengan aset tetap yang resikonya kecil. 

Pengarnanan tambahan yang dapat diiakukan antara lain: 

Menbuat ldentifikasi Penomoran dan Pernberian Tanda khusus. Setiap 

aset tetap pemerintah diberi identifikasi penomoran dan tanda khusus 

yang ditempelkan pada aset tetap tersebur. Identifikasi aset tetap 

diper!ukan pemerintah untuk tujuan pengendalian internal dan 

memudahkan proses audit. 

MeJakukan pembatasan Akscs terhadap aset tetap pemerintah. Dengan 

adanya pembatasan akses akan bisa mengakibatkan adanya 

pertanggungjawaban individual kepada orang-orang yang diberi 

wewenang rnengelola aset tetap pernerintah. Dengan cara pembatasan 

akses masuk lokasi penyimpanan aset tetap secara ftsik dan pembatasan 

akses dengan menggunakan program k:husus (dengan menggunakan 

kunci atau password dalam sistem pencatatan tersebut}. Prosedur ini 

Jebih efektifbila dibandingkan dengan prosedur laionya rnisalnya sistem 

pemisahan wewenang. Dimana pihak yang bertanggungjawab atas fisik 

aset tetap harus berbeda dengan pihak yang melakukan pencatatan aktiva 
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tetap tersebut Sistem ini masih mernungkinkan terjadinya kehilangan 

aset tetap pemerintah. 

Menyelenggarakan Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual. 

Metode ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengendallan 

dan pemeliharaan aset tetapnya. Metode Pencatatan Perpetual persediaan 

mengharuskan pencatatan dilakukan secara detil atas penambahan dan 

pengurangan aset tetap secara berkelanjutan, sehlngga sistem ini bisa 

menyediakan informasi yang andal atas aset tetap pemerintah. 

2.1.3.6 Asuransi 

Ag -..r pemerintah tidak terlalu besar menanggung kerugian apabila 

aset tetap tersebut hilang dan mengeluarkan biaya perbaikan yang besar 

apabila aset tetap mengalami kerusakan. Oleh !.::arena itu aset tetap pcmerintah 

perlu diasuransikan. Pencatatan yang handal dan akurat terhadap aset telap 

pemerintah dapat dijadikan dasar dalam penentuan nilai pertanggungao 

asuransi sehingga nilai pertanggungan tersebut tidak terlalu tinggi yang akan 

menjadi biaya bagi pemerintah. atau terlalu rendah yang artinya beresiko tidak 

tertutup semua, 

2.1.4 Penilaian Resiko Aset Tetap (Risk Assessment) 

Pemerintah harus memutuskan cara terbaik untuk mengantisipasi pengaruh 

dari resiko yang mungkin terjadi pada aset tetap pemerintah dengan tetap 

mempertimbangkan cost dan benefit. Sejumlah aset tetap pemerintah 

mengandung sejumlah resiko yang harus diberi perhatian. 
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Oleh sebab ito, pemerintah harus mengindentifikasi resiko.-resiko yang terkait 

dengan aset tetap pemerintah tersebut1 setelah itu mengembangkan strategi 

untuk mengelola resiko tersebut sehingga. aset tetap pemerintah bisa 

terlindungi secara wajar. Aset telap pemerintah mempunyai resiko keusangan. 

dimana resiko tersebut melekat pada karakteristik aset yang bersangkutan. 

rnisalnya komputer resiko keusangan tinggi. Pemerintah harus mengkaji 

pengaruh dan kemungkinan sernua resiko yang bisa merugikan aset tetap 

pemerintah. Pengaruh yang dikaji meliputi kerugian rupiah yang akan terjadi, 

kerugian operasional dan persepsi publik. Adaoya kemungkinan terjadinya 

resiko tersebut harus ditetapkan dengan mempertimbangkan sifatlkarakteristik 

dan fungsi dari masing-masing asct tetap perner::1tah. 

22 landasan Teori Pe/aporan Aset Tetap 

2.2.1 Definisi A.set Tetap dan Klafifikasi Aset Tetap 

2.2.1.1 Definisi Asel Terap 

Tujuan dari pelaporan aset tetap pemerintah adalah menghasilkan 

pelaporan keuangan yang harus bisa memberikan infonnasi mengenai 

sumber daya fisik yaitu aset tetap pemerintah maupun aset non keuangan 

lainnya yang dimilild pemerintah yang mempunyai rnasa manfaatjangka 

panjang dan juga informasi yang dapat digunakan untuk mengkaji 

manfaat potensial dari sumber-sumber daya tersebut. lnformasi ini harus 

disajikan untuk membantu para pengguna laporan keuangan rnengkaji 

kebutuhan modal (capital) jangka pendek dan jangka panjang. 

Berd.asarkan pemyataan diatas. maka entitas pemerintah diharuskan 
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untuk menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan untuk menyajikan 

aset tetap dalam lapotan keuangan, ada dua kriteria yang harus dipenuhi 

dalam pengakuan aset tetap: 

1. Masalah item yang akan disajikan harus memenuhi definisi asct 

tetap pernerirttah. 

2. Item terSebut harus memenuhi kriteria pengukuran aset tetap 

pemerintah. 

Sebelum mernasukkan suatu item ke Aset Tetap, perlu dipahami apakah 

item tersebut memenuhi definisi aset tetap. Aset merupakan sumber daya 

yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

adanya manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh. 

Pengertian manfaat ekonomi dari suatu aset adalah potensi aset tersebut 

untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung 

terhadap penambahan manfaat arus kas dan setara kas kepada organisasL 

Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan 

bagian dari aktivitas operasional organisasi. tiga sifat dasar yang dirniliki 

oleh suatu aset yaitu: (I) kemungkinan adanya manfaat ekonomi untuk 

masa yang akan datang ; 

(2) aset tersebut dikendalikan oleh kesatuan 

ekonomi; dan 

(3) merupakan akibat perlstiwa ru:asa lampau. 

Dari ketiga karakteristik tersebut dapat dijeJaskan sebagai berikut: 

(i) Aktlva penyimpanan kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan 

datang. Secara sendiri..sendirt maupun secara kombinasifgabungan 
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dengan asct lainnya. Dalam aset tersebut harus ada hak yang spesifik 

atas manfaat atau potensi jasa di masa yang akan datang. Hak yang 

sudah kadaluarsa dan!atau mempunyai manfaat negatif tidak dapat 

dimasukkan sebagai aseL 

(ii) Unit organisasi tidak dapat memperoleh manfaat tersebut dan 

mengendalikan ak:ses pihak lain atas aset itu. 

(Hi) Transaks~ kejadian atau peristiwa yang menirnbulkan hak atau 

kendali atas manfaat tersebut sudah terjadi. Aset tidak boieh 

mencakup manfaat yang tidak berada dalam kendali unit organisasi 

yang bersangkutan. 

Selanjutnya berdasarkan definisi aset yang dikeluarkan oleh Financial 

Accounting Standarl Board (FASB), Vernom Kam (1986) memberikan 

empat !criteria aset : 

(i) Andal secara hukum. Pengakuan aset sangat ditentukan oleh konsep 

legal dari aset tersebut. Kriteria ini berhubungan erat dengan 

informasi akuntansi yang relevan dan andal. 

(ii) Penggunaan prinsip konservatif. Prinsip ini mensyaratkan untuk 

memegang prinsip konservatif dan pengakuan aset. 

(Hi) Makna ekonomi suatu transaksL Apabila makna ekonomi suatu 

transaksi telah terjadi atas aset tetap, maka aset tersebut sudah dapat 

dilaporkan dalam Iaporan keuangan, tanpa perlu memperhatikan 

bentuk formalnya (substance over form) 
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(iv) Kemampuan mengukur nilai aset. Apabila ada kesulltan dalam 

pengukuran nilai aset, maka aset tidak boleh dicatat. 

2.2.1.2 Klasiflkasi Aset Tetap 

Klasifikasi aset diperlukan unruk penelaahan dan 

mengkomunikasikan informasi-informasi yang relevan kepada para 

penggu.na laporan keuangan. Penggolongan sumber daya-sumber daya ke 

dalam kategori yang tepat diperlukan agar dapat menyajikan ikhtisar 

informasi akuntansi yang dapat dipahami dan dianalisis oleh para 

pengguna dalam proses pengambiJan keputusan. Secara historis. kategori 

utama dan subklasifikasi aset yang digunakan sampai sekarang didasarkan 

praktek~praktek tradisional, yang pada awalnyu dirancang untuk kcbutuhan 

yang dianggap perlu yang mungkin sekarang tidak begitu relevan lagf. 

Tujuan utama klasifikasi aset adalah untuk menyajikan ikhtisar 

data keuangan yang bermanfaat. Pengelompokkan aset-aset sejenis 

dipergunakan guna memungkinkan para pengguna taporan keungan untuk: 

(i} Memperoleh pemahaman yang baik tentang posisi keuangan entitas 

(ii) Memperbandingkan iaporan keuangan secara periodik dan 

perbandingan dengan entitas sejenis 

{iii) Membantu meru.muskan arus kas entitas 

Jika tidak ada klasifikasi aset yang baku, maka para pengguna laporan 

keungan akan membuat ikhtisar sendiri. Dengan adanya klasifikasi aset 

yang baku, maka para pengguna Japoran keungan dapat memilih informasi 
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apa yang dianggap pcnting bagi masing-ma:sing para pengguna ekstemal 

laporan keuangan yang mempunyai tujuan atau latar belakang pengetahuan 

yang herbeda tentang pcrusahaan, maka pengikhtisaran dan penggolongan 

aset dapat menghitangkan ketidakseimbangan informasi (Assimetry 

Information) 

Dalam teori akuntansi. klasifikasi dapat didasarkan pada 

beberapa kJasifikasi (J-lendriksen,1982) yaitu: 

(i) Menurut Solvency Aset 

Tujuan pokok yang paling awal dari k~asifikasi adalah 

menyajikan kepada kreditur infonnasi yang menunjukkan posisi 

keamanan relattf piutar.::;;nya pada entitas. Pcngujian yang utama atas 

keamanan piutang tersebut adalah likuiditas aset dan ketersediaan 

dana entitas untuk membayar utang-utangnya. Pengelompokkan aset 

berdasarkan pada likuiditas aset dan cara pembayaran utang 

dikarenaka:t kurangnya data operasional !ainnya1 dan kebutuhan 

untuk melindungi kreditur karena kred[tur merupakan pengguna 

utama informasi keuangan, Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

aset dikeiompokkan menjadi aset lancar dan tidak lancar. 

(ii) Menurut Struktur Akuntansi 

Sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis, tujuan pelaporan 

keuangan telah meiuas bukan hanya lagi menekankan pada 

kepentingan para kreditur semata. Disamping itu, lapomn posisi 

keuangan yang bersikan aset hanya satu dari beberapa bentuk laporan 
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keuangan. Oleh sebab itu, pengelompokkan aset ditaSakan tidak 

cukup hanya berdasarkan likuiditas dari aset itu sendiri. 

Pengelompokkan aset berdasarkan struktur akuntansi bertujuan untuk 

mernudahkan proses akuntansi. Misalnya. klasifikasi beban yang 

ditangguhkan sering sekali digunakan sebagai pos untuk menampung 

beban yang belum terelokasi. Klasitikasi aset berdasarkan struktur 

akuntansi juga berguna untuk memberikan penegasan terhadap pos

pos yang akan dihapus menjadi pendapatan I belanja dalam laporan 

operasional. 

(iii) Menurut Metode Penilaian 

Tujuan utama pengklarifikasian berdasarkan metodt. penilaian 

aset adalah untuk mengbsilkan interpretasi yang !ebih baik atas 

neraca dan berhubungan dengan laporan keuangan operasional dan 

laporan arus kas. 

Kiasifikasi aset menurut beberapa konsep penilaian akan men<:akup: 

a. Kas dan penerimaan kas yang diharapkan 

b. Aset yang dinilai berdasarkan harga jual yang be:rlaku atau harga jual 

yang diharapkan ( dengan keiuaran) 

c. Aset yang dinilai berdasarkan harga perolehan berlak.u (harga keluaran) 

Pengeiompokkan aset-aset lancar dan tidak lancar didsarkan kepada 

likuiditas dari aset. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat 

direalisaslkan dala.m satu tabun periode akuntansi. Sementara aset non lancar 

merupakan aset yang pemanfaatannya lebih dari satu periode akuntansi. 
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Komponen aset non lancar terdiri dari aset ben"'ujud dan tidak berwujud. Aset 

tetap merupakan aset berwujud. 

Disamping pengelompokkan aset diatas, para akuntan juga sermg 

melakukan pengelimpokkan aset menjadt aset rnoneter dan aset non moneter. 

Pengelompokkan aset moneter dan non moneter tidak boleh dikacaukan dengan 

pengelompok.kan aset lancar dan aset non lancar. Pengelompokkan aset lancar 

dan non lam~ar didasarkan pada tingkat likuiditas aset. Sementara aset moneter 

dan non moneter pada potensi jasa yang melekat pada. aset yang bersangkutan, 

yaitu, apakah potensijasa yang bersangkutan be':'lpa aliran kas atau potensi jasa 

fisik (non kas). 

Aset moneter adalah klaim menerima .sejumlah rupiah di masa yang akan 

datang. Tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang. Dengan kata lain aset 

moneter adalah aset yang besamya dilentukan oleh kontrak sehingga besarnya 

tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai uang, a.kan tetapi daya beli klaim yaitu 

nilai tukar atau kemampuan klaim untuk ditukarkan dengan potensi jasa lain 

akan berub:ah. Beberapa contoh asct moneter adalah kas, deposito. piutang 

usaha. uang muka. 

Aset non moneter adalah aset yang besamya terpengaruh oleh perolehan 

nilai uang artinya aset non moneter mengandung jumlah nilai uang yang berubah~ 

ubah dengan berjalannya waktu. Dengan perkataan lain, aset non moneter adalah 

aset yang mempunyai klaim untuk menerima potensi jasa yang daya beiinya 

konstan. Aset non moneter yaitu : persediaan, aset tetap, goodwill, dH 

2.2.2 Pengakuan Aset Tetap 
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Pengakuan a:set tetap merupakan proses pembentukan suatu pas yang memenuhi 

definisi aset serta kxiteria pengakuan aset Pengakuan dilakukan dengan 

menyertakan pas aset baik dalam kata-kata maupun jumlah dalam neraca. 

Kelalaian untuk rnengakui pos aset neraca tidak dapat diralat melalui 

pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau 

materi penjelasannya. 

Pengakuan aset dalam nera.:a dilakukan kaiau besar kemungkinan manfaat 

ekonominya di masa yang akan datang diperoleh entitas dan aset tersebut 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handaL Manfaat ekonomi 

tersebut mungkin (probable) akan diperoleh. Perkataan mungkin berarti tidak 

pastt, kareoa segala sesuatu yang menyangkut mas& yang akan datang tersebut 

secara bukti-bukti yang tersedia. 

Untuk akuntansi sektor publik, kriteria pengakuan aktiva tetap memcnuhi 

persyaratan yaitu : 

aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi di masa yang akan datang 

(PSAP No. 07, porogrqf/6) 

entitas pemerintah mempunyai kendali atas manfaat ekonomi aset 

tersebut; 

adanya transaksi atau kejadian untuk memperoleh aset; 

nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal (PSAP No. 07, paragraf 16) 

batasan minimal nilai kapitalisasi/pengakuan; 

bela.nja pemeliharaan yang dapat dikapltalisasi; 

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi nonnal endtas; (PSAP 

No. 07, paragrof 16) dan 
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Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan (PSAP No. 

07, paragraf 16) 

a. Manfaat ekonom i di masa yang akan datang 

Untuk sektor pemerintab, pengertlan manfaat ekonomi bukan dalam rangka 

menghasilkan pendapatan, tetapi dihubungkan dengan kemampuan aset tersebut 

datam memberikan jasa kepada entitas yang mengendalikan aset , Aset tetap 

tersebut harus dapat mendukung enthas dalam mencapai tujuan output entitas 

pemerintah. 

Sebagai sumber daya ekonomi aset menggambarkan potensi jasa atau hak atas 

manfaat yang mi.lo~gkin. Penekamm ini menghasilkan definisi aset yang 

menyeluruh, dimana sifat-sifat bcrikut ini sangat hakiki dalam aset menurut 

Hendriksen (1982) sebagai berikut : 

Harus ada hak khusus atas manfaat mendatang atau potensi jasa. Hak 

atau potensi jasa yang kadaluarsa tidak dapat di masukkan sebagai aset 

demikian pula rnanfaat yang telah nol maupun yang negatif. Jika nilai 

jasa suatu gedung telah habi:s danjik:a biaya pembongkaran sama dengan 

nilai sisa bahan bangunan gedung. maka bangunan gedung tersebut 

bukan aset. Walaupun demikian, jika nilai suatu hak atau potensi jasa 

jika pasti bukan berarti menghapukannya dari definisi aset 

Ketidakpastian mempengaruhi penilaian dan akan mengubah sifat ba.ra.ng 

tersebut. Haya jika ketidakpastian terlalu besar sehinggga manfaat 

mendatang yang diharapkan adalah nol atau negatif. 
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Hak tersebut harus dimiliki oleh individu atau organisasi. YUJI UIRI 

(Ihe Foundation of Accounting Management, 1967) sangat menekankan 

kriteria pengendalian aset dalam definisi sset, yakni aset mcrupakan 

sumberdaya yang dlkendalikan oleh suatu kesatuan entitas, akan tetapi 

pengendalian tidak dapat ditafsirkan cukup luas sehingga mencakup 

kemamp~an entitas untuk melaksankaan haknya. 

Hams terdapat klaim yang dapat dipaksakan secara hukum ata.'i hak atau 

jasa atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa penerimaan manfaat di 

masa yang akan datang adalah mungkin. Jasa yang dapat ditarik 

sewaktu~waktu dengan semaunya oleh pjhak lain tanpa ganti rugi tidak 

boleh dimasukkan .sebagai aset Tentu bukan baarti b.ahwa entitas hatus 

memiliki hak resmi menurut hukum untuk mengakui aset. DaJam 

kenyataan entitas harus mendasarkan kepentingan nyata dari pada 

Iegalitas hak secara baku. 

Manfaat ekonomi haruslah merupakan akibat dari transaksi atau 

peristlwa di masa lalu. Aset tidak boleh mencakup manfaat yang akan 

timbul di masa depan yang beium ada atau tidak dikendalikan kesatuan 

usaha pada saat ini. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluarannya 

telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir 

Ice entitas. Sebagai alternatif pengeluaran seperti itu di masukkan dalam 

biaya yang akan dilaporkan dalam laporan operasional. Demikian juga 

sesuatu yang sudah tidak mempunyai manfaat lagi di masa yang akan 

datang dikelompokkan sebagai expired cost atau biaya yang dilaporkan 

di laporan rugi laba. 
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b. Pengendalian Aset 

PengendaHan aset merupakan kemampuan organisasi untuk memanfaatkan aset 

atau membatasi I mengatur akses pihak lain terhadap manfaat aset tersebut. 

Institusi - institusi pemerlntah merupakan entitas hukum yang tidak terpisah 

satu sama lain dan i!'lStitusi terscbut tidak mempunyai kepemilikan aset tetap 

tetapi rnengenda!ikan aset yang digunakan untuk mencapai rujuannya. 

Pengendaiian organisasi tersebut dibuktikan clengan kemampuan instansi 

pemerintah untuk: 

menggunakan aset untuk mencapai tujuannya 

memperoieh keuntungan dari penjualan aset 

menerima imbalan atas penggunaan aset 

memhatasi penggunaan aset oleh pihak lain 

Untuk mengakul as:et di neraca. institusi pcmerintah harus mengendalikan aset 

sehingga institusi pemerintah kemungkinan besar akan rnemperoleh manfaat 

ekonoml yang akan datang yang melekat terhadap aset tersebut. 

c. Transaksi atau kejadian 

Sebelum aset dapat diakui dalam laporan keuangan. transaksi/kejadian yang 

timbul dalam rangka pengendalian manfaat ekonomi di masa yang akan datang 

dari aset harus telah t.erjadi. Aset diakui jika telah terjadi perpindahan atas. 

pengendatian aset sehingga institusi pemerintah dapat memperoleh dan 

mengendalikan manfaat dari aset tersebut. 

d. Pengukuran yang andal (reliable measurement) 

Suatu asset diakui di neraca oleh institusi pemerintah jika nilai asset tersebut 

dapat diukur dengan andal. Keandalan disini tergantung pada asumsi 
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pengukuran yang digunakan, dibutuhkan pertirnbangan professional yang hati

hati (careful professional judgement) dalam pengukuran nilai assel kasus per 

kasus. Pengungkapan asumsi yang digunakan akan membantu para pengguna 

memahami penilaian dan dikendalikan pengtlkuran yang digunakan. Penilaian 

asset yang k.omprehensif seharusnya diJaksankaan oleh ahJi yang independent, 

professional dan mempunyai kualifikasi tinggi. 

e. Batasan minimal pengakuan (recognition threshold) 

Aset tetap yang diakui di neraca merupakan asset tetap yang melebihi nilai 

bat.asan minimal kapitalisasJ asset tetap. Penetapan batasan minimal asset untuk 

setiap Ncgara ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan. Tingkat pengakuan 

minimal asset tetap dapat berbeda untuk menetapkan batasan minimal asset 

adaiah sebagai berikut : 

untuk institusi kecil dengan nilai dan jumialt asset yang sedikit batasan 

yang sesuai tentunya lebih rendah dibandingkan dengan entitas yang 

memiliki asset dengan nilai danjumlah yang banyak. 

Jika batasan ditetapkan lerlalu rendah, biaya akuntansi/pencatatan untuk 

jenis asset bernilai rendah yang banyak jumlahnya akan melebibi 

manfaat dari infurmasi yang dihasilkan atas pencatatan tersebut. 

Sebaliknya. bila batasan ditetapkan ter!alu t!nggi, data tidak akan 

lengkap dan kualitas infonnasi akan dipertanyakan. 

Batas:m minimal pengakuan asset harus diungkapkan di dalam kebijakan 

akuntansi di catatan atas iapomn keuangan. demikian juga perubahan batasan 

minimal pengakuan bersama dengan efek komulatif yang timbul dari perubahan 

tersebut. 
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[ Pemeliharaan asset 

Pengeluaran sesudah perolehan asset tetap harus dikapitalisasi jika pengeluaran 

tersebut mengakibatkan kondisi asset meningkat dari kondisi sebelumnya. 

Peningkatan kondisi tersebut terjadi jika : 

peningkatan kinerja berupa peningkatan manfa.at, kapasitas dan 

produktlvltas 

atau peningkatan masa manfaat aset tersebut 

Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria diatas harus diakui sebagai biaya 

pemeliharaan. 

FASB (dalam Statemem of Financial Accounting Concept No.5 {SFAC No. 5) 

menet1..tJkan 4 kriteria dasar pengakuan, yaitu ; 

{i) Definisi 

Item yang dilaporkan dalam neraca apabila item tersbut memenuhi defmisi 

elemen laporan keuangan 

{ii) Keterukuran ( !vfeasurabifity) 

Suatu item dapat dilaporkan dalam neraca jika tersebut dapat diukur 

dengan uang dengan diangkat keandalan yang cukup 

(iii) Relevansi 

ReJevansi maksudnya bahwa informasi yang terkandung dalam 

kejadian atau pos tersebut mempunyai relevansi dengan kebutuhan 

para pengguna laporan keuangan. Pos tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan untuk pengambilllll keputusan (!bed back) oleh para 

pengguna laporan keuangan 

(iv) Keandalan (reliability) 
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Keandalan maksudnya adaiah informasi yang terkait dengan a.'let 

menggambarkan keadaan aset yang sebenarnya secara tepat, teruji 

dan netral. Bila dihubungkan dengan kriteria pengakuan diatas, malm 

aset yang sudah diakui akan nampak dalam neraca, yang 

penyajiannya dllakukan dengan memperhatikan klasifikasi tertentu 

dan dasar pengukuran atau peniiai yang sesuai. Mungkin dalam 

praktek ada beberapa pos yang memenuhi defmisi aset tetapi belum 

ada kesepakatan untuk dicatat dalam struktur akuntansi. Misainya 

sumber daya rnanusia, penyebabnya adalah faktor keterukuran aset 

tersebut belum memadai. 

2.23 Pengukuran Aset Tetap 

Peogukuran aset tetap adalah proses penetapan jumlah uang aset tetap 

yang mengakui dan memasukkan aset tetap ke dalam neraca (kcrangka dasar 

pengakuan dan penyajian laporcm keuangan, PSAK). Setelah aset tetap 

memenuhi deiinisi aset tetap, kriteria pengukuran selanjutnya. adalah aset tetap 

harus mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. 

Pemasukan nilai aset tetap dalam Japoran keuangan pemerintah akan 

menyediakan beber.apa kcbutuhan (HOPE,l999), diantaranya sebagai berikut: 

Kebutuhan terhadap infonnasi yang berguoa bagi keputusan perolehan, 

pemeliharaan dan penggantiao aset; 

Penyediaan informasi yang tepat bagi pemakai laporan keuangan; 

Pengukuran kinerja entitas pemerintah; 

Penyediaan informasi untuk acuan infonnal dan ekstemal ; dan 
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Kebutuhaninforrnasi yang memadai untuk pengambilan keputusan 

penetapan harga. 

Salah satu tujuan laporan keua:ngan adalah menilai efisiensi dan 

efektifitas daiam penggunaan aset Penilaian tersebut memerlukan inforrnasi 

mengenai semua aset yang dikendalikan oleh suatu entitas dalam pencapaian 

tujuan, Dalam prakteknya. penilaian efisiensl daJam penggunaan aset seringkali 

dldasarkan pada ukuran yang mengindikasikan pengelolaan aset yang efektif 

(ROWLES, 1992) 

Ada sejumiah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat 

kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Pengukuran dalam akunt(l11si 

atas aset didasarkan pada nilai-nilai pertukaran dan ni1ai perubahan 

(HENDRIKSEN, 1982). 

Exchange value atau nilai pertukaran adalah nilai yang berlaku di pasar 

karena adanya transaksi juat beH. Conversion Value atau nilai-nilai perubahan 

adalah nilai-ni!ai yang terbentuk karena faktor-faktor produksi. Karena barang 

dan jasa umumnya dipertukarka.n dengan ukuran uang maka wajarlah jika harga 

pertukarannya dipakai untuk peiaporan ckstemai. 

Ada beberapa dasar pengukuran aset yang lazim digunakan yaitu : 

a. Biaya Historis (Historical Cost) 

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (setara kas) yang dibayar atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan yang dibarikan untuk memperoleh aset tersebut 

pada saat pe:rolehan. Pada prakteknya pencatatan aset dengan biaya historis 

lazim dHaksanakan secara luas. Pada umumnya dengan dasar pengukuran biaya 
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his:toris dapat diverifikasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam 

pengeluaran untuk memperoJeh asct tetap. 

Wa!aupun demikian penilaian aset berdasarkan biaya historis 

mempunyai kelemahan. Biaya historis akuntansi mencerminkan bjaya ekonomi 

karena perobahan harga umum dan tingkat harga khusus yang disebutkan oleh 

perubahan kelangkaan relatif. 

b. Biaya Kini (Cutrent Cosl) 

Aset dicatat sebesar jumlah kas (setara kas) yang sebenarnya dibayar 

bila aset yang sama atau setara diperoleh sekarang. Biaya kini sering juga 

disebut biaya penggantian (replacement cost) 

e. Nilai Pasar (Mar!mt Value) 

Aset dicatat sebesar nllai jumlah kas (setara kas) apabila aset tersebut 

dijual. Oatam penentuan nitai pasar suatu a.<>et,. perlu dipertimbangkan untuk 

memilih harga pasar mana yang benar-benar rnencerminkan biaya ekonomis 

sumber daya. Pengguna nilai pasar sangat mendukung kebutuhan para 

pengguna laporan keuangan dalarn pengambilan keputusan. Tetapi dalam 

proses akuntansi entitas sering mengalami kendala dalam menenrukan nila.i 

pasar yang akan dipakai dan pertimbangan cost dan benefit dalam penyajian 

nilai pasar. 

d. Nilai Sekarang (Present Value) 

Asel dicatat sebesar nilai arus kas masuk bersih di masa depan yang 

didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan 

hasil dalam pelaksanaan kegiatan normal. 

e. Nilai Kehilangan (Dep·ival Value) 
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Metode penilaian ini merupakan konsep legal yang berkaitan dengan 

nilai aset tujuan kompensasi asuransi. Tujuan penilaian deprlval nilai aset 

untuk mengukur biaya pemulihan pemilik aset untuk posisi yang dinikmati 

sebelum kerugian aset terjadi. Metode ini konsisten dengan penentuan biaya 

ekonomis, Dari semua metode penilaian yang diuraikan di atas, metode 

deprival value merupakan metode yang memuaskan untuk mengukur biaya 

ekonomis. Tetapi perlu dipikirkan~ bahwa nilai ekonomis sebenamya juga 

mencakup nilai penggunaan aktual aset, niiai potensi penggunaan suatu opsi. 

2.2.4 Penyusutan 

Di dalam buku manajemen aset (Siregar Doli D, 2004), Pallo.s berpendapat, 

penyusutan merupakan konsep yang tidak relevan dengan sektor pemerintah 

dengan alasan : pertama) sektor pemerintah tidak menganut konsep 

pengukuran laba. Konsep ini menuntut penandingan antara seluruh 

pendapatan dan seluruh biaya. Kedua, kewajiban mempertahaokan modal 

secara terus~menerus dengan mengakui penyusutan bertentangan dengan ide 

supremasi supremasi parlemen dalam pengendaiian dan araban sumber 

keuangan publik. Ketiga, akumulasi dana dari penyusutan dalam organisasi 

sebelum ada kebutuhan untuk mengganti modal mengurangi pengendalian 

masyarakat terhadap manajemen keuangan publik. Keempat,. penyusutan 

merupakan suatu yang arbitert artinya penyusutan sangat subyektif. 

Oieh sebab itu penyusutan di pemerintahan sering dipandang sebagal strategi 

pendanaan sejumlah tertentu unruk mendanai perolehan aset buka.n sebagai 
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ukuran penggunaan aset tetap, Dengan demikian, penyusutan relevan di 

pemerintahjika aset tetap tersebut diganti (ROWLES, 1992) 

Ada dua metode sebagai a!tematif akuntansi penyusutan untuk tn.engukur 

biaya konsumsi potensijasa aset yaitu: 

a. Akuntansi Pembaharuan (Rene val Accounting) 

Aset dengan renevaf accounting disajikan pada neraca dengan jumlah tetap, 

dan perbaikan atau perneliharaan yang berkaitan dengan aset tetap tersebut 

dibebankan sebagai belanja. Hanya jika terjadi ekspansi permanen atau 

pengurangan aset. jumlah a set daiam neraca akan berubah. 

h. Pemeliharaan Tertunda (Dif.feral Maintenance) 

Differal maintenance t.Jemerlukan pencatatan estimasi jumlah pengeluaran 

yang diperguna.kan untuk memperbaiki aset tetap untuk setiap pelaporan. 

Dalarn reneval aecounting, beban penggunaan aset tetap ditentukan oleh 

jumlah yang dikeluarkan pada pembaharuan aset. Seda.ngkan dalam deffered 

maintenan<;e beban penggunaan aset tetap ditentuka.n oleh reverensi entitas 

sebesar berapa yang selayaknya pengeluaran untuk mempertahankan aset 

tetap. Kedua altematif diatas berbeda dengan konsep penyusutan dimana 

beban ditentukan oleh estimasi potensi manfaat ekonomi yang dikonsumsi. 

2.2,5 Pelaporon 

2.2.5.1 Penyajian 

Penyajian aset non lanca.r di neraca betdsarkan klasifikasl asset berwujud 

(tangible asset) dan non berwujud {intangible ossef). Aset tetap 

dikategorikan sebaga[ tangible aset. Aset tetap tersebut disajikan di neraca 

bersamaan dengan akumulasi penyusutannya, 
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2.2.5.2 Pengungkapan 

Uotuk meningkatkan pemahaman yang komptehensif atas Iaporan 

keuangan, pemerintah perlu mengungkapkan informasi tambahan. 

Infonnasi tambahan yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan 

mencakup : 

~ basis penilaian yang diambil untuk setiap klasifikasi aset 

- depresiasi, yaitu masa manfaat aset, tarif penyusutan, metode 

penyusutan yang digunakan dan biaya penyusutan 

- penilaian kemhali aset (revaJuasi aset) mencakup nilai revaluasi 

berslh untuk setiap ktasifikasi dari aset non lancar, tanggal revaluasi 

yang kompr<:hensif dilakukan~ apakah revaluasi terseL-ut dilakukan oleh 

pihak internal atau pfhak ekstemal yang independen, metode dan asumsl 

yang mendasari revaiuasi, dan rincian dari dasar revaluasi interim 

dilakukan. 

2.2.6 Konsep Blaya dan hubungannya dengan Aset Tetap 

Biaya merupakan konsep arus kas menggambarkan perubahan yang tidak 

menguntungkan sumber daya perusahaan (Hendriksen, 199/), Tetapi 

tidak semua perubahan yang tidak menguntungkan tersebut dapat 

dimasukkan sebagai beban. Di konsep bisnis, beban dikaitkan langsung 

dengan pendapatan sehingga detinisi beban menjadi penggunaan atau 

pemakaian barang dan jasa di dalam proses mendapatkan pendapatan. 

Di sektor pemerintahan. biaya yang dikeluarkan tidak bisa dikaitkan 

langsung dengan pendapatan yang dipungut pemerintah. Sebaliknya juga 

pendapatan utama pemerintah tidak terkait dengan jumlah biaya yang 
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dikeluarkan oleh pemerintah. Sesuai dengan karakteristiknya. tujuan 

pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Tujuan pemerinfah 

tersenut harus tergambar dalarn pengeluaran pemerlntah. 

2.2. 7 Belanja operasional dan Belanja Modal. 

Basis akuntansi akrual modifikasi (modified accrual basis). pengeluaran 

pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar yaitu 

belanja operasionai (expense) dan belanja modal (expenditure). (Michael 

H. Guamoff, 2001) Expenditure adalah penurunan dalam sumber sumber 

daya keuangan bersih (net financial resources). Sedangkan expenses 

adalah pengurangan dalam aset bersih keseluruhan. Expenditures 

umumnya diakui ketika sumber daya diperoleh sedangkan e.\penses 

diakui pada saat terjadi konsumsi atas sumber daya pemerintah. 

Sebaliknya basis accrual penuh istHah expenditures adalah expenses, 

artinya dalam basis akruaJ tidak ada istilah ex.penditures atau berbeda 

antara di pemerintahan dengan sector komerisal. Di sector pemerintah 

expenditures Sangay dipengaruhi oleh penganggaran pemerintah. Daiam 

anggaran pemerintah expenditures terSebut Sangat terkait dengan cash 

flow dari pada aliran sumber daya ekonomi lainnya (aset tetap). Oleh 

sebab itu, pemerintah harus memasukkan di anggarannya. 

Konsekweslnya aset tetap pemerintah dica:tat sewaktu terjadi 

pengeJuaran kas untuk memperoleh aset tersebut bukan pada saat aset 

akan digunakan. 

2.3 LapfJratJ keuangan sebagai alat Transparansl dan Akulltabilitas 
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2.3.1 Peranan Pelaporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, befanja. transfer~ dan 

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan) dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Daiam KSAP pada Kerangka Kt>nseptual Akuntansi Pemerintahan. paragraf 22 

menyatakan Setiap entitas petaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan 

upaya~upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pacta suatu periode pelaporan untuk 

kepentingan: 

(a) Akuntabilitas 

(b) Manajemen 

(c) Transparansi 

(d) Keseirnbangan Antargencrasi (intergenerational equUy) 

Keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan syarat dari keakuratan 

Japoran keuangan. 

2.3.1.1 Transparansi (Transparency) 

Menurut Acuan Urnum Penerapan Good Governance Pada Sektor Publik 

yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Jakarta 2005 mendefinisikan, memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 
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masyarakat memitiki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah datam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan artinya peiaksanaan pemerintahan yang 

terbuka sehingga rakyat dapat mengetah.ui dengan jeias pelaksanaan 

pemerintah. 

2.3.1.1.1 Prinsip Dasar Transparansi 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan tugas pemerintah harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pemerintah 

harus rnengmnbil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 

yang disyaratkan ofeh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal 

yang penting untuk pengambilan keputusan oleh masyarakat. 

2.3.1.1.2 Pedoman Pokok Pelaksanaa11 Tra11sparansi 

Menurut asas Good Governance yang dikeluarkan Bappenas, pedoman 

pokok pelaksanaan transparansi meliputi : 

a, Pemerintah harus menyediakan informasi secara tepat waktu~ memadai. 

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan sesuaJ dengan haknya. 

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada. 

visi, misi, sasaran usaha dan strategi pemerintah, kondisi laporan 

keuangan 

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pemerintah tidak mengunmgi 

kewajiban untuk meqjalankan peraturan perundang~undangan. 
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d. Kebijakan pemerintah harus tertulis dan secara proporsional 

dikomunikasikan kepada masyamkat. 

2.3.1.2 Akunlabillla.< (Accountability) 

Menurut Acuan Umum Penerapan Good Governance Pada Sektor Publik 

yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Jakarta 2005 mendefinisikan Mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber daya serta pe!aksanaan kebijakan yang dipercayakan keparla 

entitas pelaporau dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secarn 

periodik. Jadi pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pengelola 

pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip~ 

prinsip yang berlaku secara umum (best practices) 

2.3.1.2.1 Prinsip Dasar Akuntabilitas 

Pemerintah harus: dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu pemerintab harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan pemerintah dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan rakyat. Karena Akuntabilitas merupakan 

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. 

2.3.1.1.1 Pedoman Pokok Pelaksanamt Akuntabilitas 

Menurut asas Good Governance yang dikeluarkan Bappenas, pedoman 

pokok pelaksanaan akuntabilitas meliputi : 
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a. Pemerintah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingRmasing 

departemen dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visl, rnisi, 

sasaran usaha dan strategi pemerintah, 

b. Pemerintah harus meyakini bahwa semua departemen dan semua karyawan 

mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya 

dalam pelaksanaan tupoksi. 

c. Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang 

efektif dalam pengelolaan negara, 

d. Pemerintah harus rnemiliki uk:uran kinerja untuk semua level jabatan yang 

konsisten sesuai tupoksi, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward 

and punishment system). 

e. Dalam melaksanalum tug as dan tanggung jawabnya, plmpinan dan semua 

karyawan harus berpegang pada aturan dan pedoman perilaku (code of conduct) 

yang leJah disepakati. 

2.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan 

Dalam K!:M.P pada Kerangka Konseptual Akuntansi Penrerimahan, paragJ·af 23 • 

pelaporan keuangan pemerintah seharusnya mcnyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 

(a) Menyediakan infonnasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk mernbiayai seluruh pengeluaran. 

(b} Menyediakan infonnasi mengenal kesesuaian cara memperoleh sumber daya 

ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan 

perundang-undangan. 
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(c) Menyediakan infonnasi mengenai jurnlah sumber daya e:konomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasH-hasH yang telah 

dicapai. 

(d) Menyediakan inforrnasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupl kebutuhan kasnya, 

(e) Menyediakan lnfonnasi mengenai posisJ keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. termasuk yang berasal dari pungutan pajak 

dan pinjaman. 

(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenalkan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dllakukan selama periode pelaporan. 

Untuk memenuht tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai pendapatan. belanj~ transfer, dana cadangan. pembiayaan. 

aset., kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 

2.4 Peraturan yang terkait dengan Manajemen Aset dan Laporon Keuanga11 dana 

Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi adalan pelimpahan wewenang pe1aksanan kegiatan pemerintah 

pusat kepada gubemur sebagai wakil pemerintah danlatau kepada instansi vertikal 

di wilayah tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaannya kepada pemerintah pusat. Dasar Hukum yang terkait pelaksanaan 

Dek.onsentrasi antara lain, 

• UUNo.l?/2003 tentangKeuangan Negara 
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• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan 

• UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara 

• UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

• UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah 

• UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

• PP No. 20 12004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 

• PP No. 21 12004 tentang Penyusumm Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negarn!Lembaga. 

• PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten!Kota. 

Dan pernturan pemerintah yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 

7 Tahun 2008 tentang Dekonsent:rasi dan Tugas Pembantuan. 

2. 4.1 Peraturon Dana Dekonsentrosi 

Manajemen pengelolaan aset tetap dana dekonsentrasi. saat ini adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dana Dekonsentrasi; 

namun sebelumnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dana 

dekonsentrasi adalah Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 200 l tentang 

Penyelenggaraan DekonsentrasL Selanjutnya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan yang di dalarnnya mencakup aspek: 
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2.4.1. 1 Penyelenggaraan Dekonsenrtrasi 

Penyelenggarnan dekonsentrasi dilakukan metalui pelimpahan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerianllembaga. 

2.4.1.2 Peiimpahan Urusan Pemerintahan. 

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubemur. 

Dalam penyeJenggaraan urusan pemerintaban yang dilimpahkan kepada 

gubemur berpedoman pada no~ standar, pedoman, k:riteria. dan kebijakan 

pemerintah, serta keserasian. k:emanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain dilimpahkan kepada gubernur, 

sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: instansi vertical, 

dan pejabat Pemerintah di daer ... h. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan 

sebagian urusan pemerintahan yang djlimpahkan, dapat melampaui satu wilayah 

administrasi pemerintahan provinsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dikoordinasikan kepada gubemur masing·masing wilayah. lnstansi vertikal yang 

menyefenggarakan urusan pemerintahan d[ provinsi dan kabupatenlkota wajib; 

a. berkaordinasi dengan gubernur atau bupatifwalikota dan instansi terkait 

dalam perencanaan. pendanaan, pelaksanaan. evaluasi dan pelaporan, sesuai 

dengan norma. standar, pedornan, arahan, dan kebijak:an pernerintah yang 

diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pernbanguna.n 

daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan 

b. rnemberikan saran kepada rnenteri/pirnpinan lembaga dan gubemur atau 

bupati!walikota berkenaan dengan penyelenggaraan orusan pemerintahan 

yang diHmpahkan. 
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Urusan pemerintahan yang menjad[ wewenang Pemerintah adalah bidang 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi. moneter dan fiskal nasional, 

serta agama, urusan yang didekonsentrasikan, diselenggarakan oleh instansi 

vertikal di daerah. Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan 

sesuai deng.an peraturan perundangundangan. Urusan pemerintahan yang 

menjadi wewenang Pernerintah yang didekonsentrasikan kepada perangkat pusat 

di daerah, diselenggarakan sendiri meJalui instansi vertikal tertentu di daerab, 

Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan dari Pemerintah kepada gubemur 

sebagai wakil pemerintah merupakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menurut peraturan perundangundangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. 

Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan se ... uai denga.n 

Peraturan Pemcrintah.Urusan yang dapat dilimpahkan dijabarkan dalam bentuk 

program dan kegiatan kementerian/lcmbaga yang sudah ditctapkan dalam 

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja- KL} yang mengacu pada Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP}. Urusan yang dapal diJimpahkan wajib memperhatikan 

kriteria ekstemalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian hubungan 

antar susunan pemerintahan. 

2.4. 13 Tat a Cora Pelimpahan 

Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi merupakan baglan yang tidak 

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasiona!. Perencanaan 

program dan kegiatan dekonsentrasl harus memperhatlkan aspek kewenangan, 

efisiensi,efektifitas, kemarnpuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara 

rencana kegiatan dekonsentrasi dcngan rencana kegiatan pembangunan daerah.. 

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dilakukan sesual 
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dengan peraturan perundang-undangan. Setelah ditetapkannya pagu indikatif, 

kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan 

pemerintahan yang akan dflimpahkan kepada gubemur sebagai wakil pemerintah 

di daerah paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran 

berikutnya. Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan 

dilimpahkan kepada gubernur dituangkan datam rancangan Rencana Kerja 

Kementerian!Lembaga (Renja-KL) dan disampaikan kepada menterl yang 

membidangl perencanaan pcmbangunan nasional sebagai bahan koordinasi 

daiarn Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). 

Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional bersama 

menteri/pimpimm lembaga me1akukan penelaahan rancangan Renja·KL yang 

memuat rumusan tentang seba.gian urusan pemedntahan yang akan dilimpahkan, 

dan hasilnya akan digunakan sebagal bahan penyusunan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Kementcriao/lembaga mcmberitahukan kepada gubernur mengenat lingkup 

urusan pemerintahan yang akan diHmpahkan paling Jambat pertengahan bulan 

Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara, 

Lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan ditetapkan dalam bentuk: 

Peraturan MenterJIPimpinan Lembaga. Peraturan Menteri!Pimpinan Lembaga 

disampaika.n kepada gubemur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan 

nasional paling larnbat minggu pertama bulan Desember untuk tahun anggaran 

berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran 

Belanja Pemerintah Pusat. 
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2AJ4 Tata Cara Penyelenggaraan 

Dalam penyeienggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Pemerintah, gubemur sebagai wakiJ Pemerinf.ah melakukan: 

a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintaban daerah; 

b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan 

kegiatan dekonsentrasi; dan 

c. koordinasi, pengendalian, pembinaant pengawasan dan pelaporan. 

Gubemur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan 

Gubemur yang berpedoman pada Peraturan Menter[ Dalam Negert Berkaitan 

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan., Gubemur memberitahukan 

kepada DPRD yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

2.4.1.5 Tala Cara Penarikan Pelimpahan 

Penarikan urusan pemerintahan yang dilirnpahkan dapat dilakukan apabila: 

a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah 

kebijakan; danlatau 

c. pelal:sanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan 

peraturan perundang~undangan. 

Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukan melaJui penetapan Peraturan 

Menteri!Pimpinan Lembaga, yang tembusannya disampaikan Kepada Menteri 

Dalam Negeri, Menteri Keuangan. dan menteri yang membidangi perencanaan 

pembangunan nasional. Peraturan Menteri/Pirnpjnan Lembaga digunakan oleh 

Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan 

penghentian pencairan dana dckonsentrasi. 
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2.4.2 Pengelo/aan Dana Dekonsenlrasi 

2. 4. 2.1 Prinsip Pendanaan 

Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur didanai dari 

APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pendanaan dalam rangka 

dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah melalui kementerianllembaga kepada gubemur sebagai wakil 

Pemerintah di daerah. 

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat 

non-fisik. 

2.4.2.2 Perencanaan dan .ryenganggaran 

Program dan kegiatan kementerianllembaga yang akan didekonsentrasikan harus 

sesuai dengan Renja-KL dan RKP. Rencana lokasi dan anggaran untuk program 

dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan 

kebutuhan pembangunan daerah. 

Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku bagi APBN. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam 

penyusunan RK.A-KL. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam 

pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di 

DPR. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan 

kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan 

pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. Hasil penelaahan RKA-KL 

ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). RKA-KL yang 
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telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian!lembaga, 

akan menjadi dasar dalam penyusunan DIPA, yang akan digunakan oleh 

Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana 

dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. 

Kementerianliembaga menyampaikan RKA·KL yang telah ditetapkan menjadi 

SAPSK kepada gubemur. Kemudian oleh gubemur diberitahukan kepada 

DPRD provinsi pada saat pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD). Setelah. menerima RKA-KL, gubernur menetapkan 

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji 

Tagihan!Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeiuaran 

serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menter! 

Keuang;m. Tata cara penyusumm RKA-KL mengacu pada ketentuan peraturnn 

perundang-undangan, Tata cam penyusunan DIPA serta 

penetapanlpengesahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang· 

undangan. 

Gamhar2.1 

Proses Perencanaan Kegiatan Dekon 
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-~~·-*-------------------- 0 CD memberitahukan linglwp urusan 
pemerintalian yang akan 

r··siiiiii,iiiiME"Nvusur.i··: 
: ANGGARAN KEGIATAN : 
' ' 

i~ 
diUmpahM:nfditvgaskan dalam 

> GUBERNURI 
KEMENTER!AN rangl<a sinkronisasi keglatan Oekon 

ILEMBAGA dengan kegiatan pembangunan BUPATIJWALIKOTA 

(KJL} 
daerah {naflng fambat (SELAKU KDH) 

l!!,!rleng_ahan bulan Junl setelah 

... d' kann a a u semenlara 

.... (3) 
"' menyiapkan SKPD 

SKPD ProvJKabiKota yat1g 
PROVINSIJ ... akan melaksanakan 

KABUPATENI keglatan dan 
KOTA memberltahukan 

0 
kepada Kll. 

. 
Hasll Peny1apan SKPD 

Keterangan gambar: 

I. Kementerian/Lembaga sebelum menyusun anggaran kegiatan 

memberitahukan lingkup urusan pemerintahan yang akan 

dilimpahkan/ditugaskan dalam rangka sinkronisasi kegiatan 

Dekonsentrasi dengan kegiatan pembangunan daerah (paling lambat 

pertengahan bulan Juni setelah ditetapkannya pagu sernentara 

2. Gubemur!Bupati/Walikota menyiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD} yang akan melaksanakan kegiatan dan memberitahukan kepada 

Kementerian!Lembaga. 

3. Hasil penyiapan SKPD seteiah diteliti diserahkan ke 

Kernenterian/Lembaga 

Gambar2.2 
Proses Penganggaran Dana dekon 
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Kf<li\TAii li'ft ~l BAmJIAS ll!l!l(BJ lli'Rll 
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iD --fOOI.l<L 
2. RKM<L )i!flgkialldai&l!ll!'e'jaddisar dtam 

(~ poo~!llt.as;nlm.afmantara~~, 

-taloidOPR 

13. 

:o~ _.., 
4. H:wi,......,RI<M<Ld!O"""mol)!d- -~iilll'erSJIUMKoj!l&lf'S<}. 

5. RKM<l. jOIIg ,..,<f_ ""jar! SII"S( -"' lc.J kepdillm>l~ 

,s. 

I c~·! rL.J 
RAP!Il. 

: 1 Seldah tnEil!rirl.a RKM<!..,g.!:UI'ur I!B"~ Kuasa lc '""""'"-·"*'"'"""'"-l'l!!iiR P~Ta;lhmPol3.<>irl_ ... Pei">ll-. 
..,.......,~""'~ .. '[:j •• ~ kepdi,.,lctif,J,..,.,_..,_~. 

Surnber : materi yang disampaikan pada acara Diseminasi Dikdasmen DIKNAS 

Oleb Direktur EPIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen 

Keuanga.n RI di Hotel Grand Aquila Bandung, 24 April 2008 Pendanaan Dana 

Dekon dan TugasPembantuan PP No, 712008 
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2.4.2.3 Penyaluran dan Pelaksanaan 

Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau 

kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. Tata cara penyaluran dana 

dekonsentrasi dHaksanak.an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~ 

undangan. Penerimaan sebagai akibat pe1alcsanaan dekonsentrasi merupakan 

penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 

l<e Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraruran perundangundangan. 

Da:larn hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun 

anggaran. saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara. 

2.4.2.4 Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pe/aksanaan Dekonsentrasi. 

Sen;Ja barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi 

merupakan barang milik negara. Barang tersebut digunakan sebagai penunjang 

pelaksaoaan kegiatan dekonsentras:i.Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) 

melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Barang tersebut dapat dihibahk.an kepada 

daerah. Dalam hal barang dlhibahkan kepada daerah, pern1tausahaan, 

penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah 

provinsi sebagai barang milik daerall. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan 

dan pemanfaatan barang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengelolaan barang milik negara/daerah. Tata cara pengelolaan barang milik 

negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan petaturan perundangundangan. 
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Gambar2.3 Status Barang HasH Dana Dekon 

r------------------~ 1 Bernpa: hnsil kegiaUm t.;oortlinusi, penncanun, 1 
1 I'Militul, ptlallhan, pi!mbin.fllln, pengawasan dAii 1 

I_---- --~!~!!,dl!,!i~---- --_I 

KEGIATAN ~0'1'1'r'DI"PW' 
NON-FISH< II ~.CU .1. 

'------'1 
~-------------------~ Berupa: bsrang yang dlperoleb dalam 

menunjang kegiatan non nsik 
I (kompute:r/la:ptop, LCD. dsb) r 

11 -- - :::G -M:a: N:::~---1 
----------------------~ i Dliatausabakan. digunakan daD 1 
1 dimanf••tka:n vleh Pemda sebagai f'' "'--"':!!!::!!!e:!!!!-'.._l 

:_---- _b!''::'~li ~~~~~ll!~~----- ~ 
L~lfi.r_qiJ(i~_-ffiEf!!.~-Xti6ii}P#X.-j 

2. 4.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekon.sentrasi 

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial 

dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi 

penyerapa.n dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi. dan saran 

tindak lanjut. Aspek akuntabititas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, 

catatan atas laporan keuangan, dan laporan b~uang. 

Gambar2.4 
Aspek Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekon 
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II 

A DAN 
PELAPORAN DEKON 

II 

t 
Aspek Manajerlal 

• Perkembangan realisasi 
penyerapan dana 

• Pencapaian target keluaran 

• Kendala yang dihadapi 

• Saran tindak lanjut 

,~ ~-- ----- -----.---- ~ ----- ---~ ~ ~~ ~ ~~ ~ 

: Scjalan dengan: 
:- PP 39/2006 ttgTata Cara 
; Pengendalian dan Evatuasi 
: Rencana Pembangumm 
···---------------------------------· 

t 
Aspek Akuntabilitas 

• Laporan Realisasi Anggaran 

• Neraca 

• Catatan Atas Laporan 
Keuangan 

• Laporan Barang 

,------------------------- -----.---- "'! 

: Sejalan dengan : : 
' ' : - PP 8/2006 tlg Pelapornn : 
: Keuangan Dan Kinerja Instansi ' 
, Pemerintah 
: - PP 6/2006 ttg Pengelolaan 
' Barang Milik Negara/Daerah : 
,_ ------------------------------ .. -__ , 

2.4.3.1 Penyelenggaraan 

Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan 

dekonsentrasL Penyusunan dan penyampaian laporan kegialan dekonsentrasi 

dilakukan dengan tahapan: 

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekoosentrasi menyusun 

dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setlap 

berakhirnya tatmn anggaran kepada gubernur, melalui SKPD yang 

membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi 

dana dekonsentrasi. 
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b. Gubemur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk 

menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun 

anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan 

menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. 

Penyampaian laboran digunakan sebagai bahan perencanaan, 

pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. Bentuk dan isi laporan 

pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

2.4.3.2 Pengelolaan Dana 

Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi 

bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi. Kepala SKPD provinsi 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran!Barang wajib menyelenggarakan akuntansi 

dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan 

pertanggungjawaban keuangan dan barang. Penatausahaan keuangan dan barang 

dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan 

keuangan dan barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan 

desentralisasi. Penatausahaan keuangan dan barang diselenggarakan oleh SKPD 

provinsi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyusunan dan 

penyampaian laboran pertanggungjawaban keuangan dan barang dilakukan 

dengan tahapan: 

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama 

gubernur, menyusun dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap 
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berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga 

pernberi dana dekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPD yang 

membidang! pengeloiaan keuangan daerah; 

b. Gubemur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan 

dan barang atas pelalcsanaan dana dekonsentrasi dan 

menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun 

anggaran kepada Menteri Keuangan; 

c. Menteri/pimpinan iembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi 

I 

menyampaikan Japoran pertanggungjawaban keuangan dan barang 

setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri 

Keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan 

dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan 

atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam 

Laporan Pertanggungjawaban PeJaksanaan APBD kepada DPRD. 

Penyampaian lampiran dapat dilakukan secara bersama-sama atau 

terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Gambar 2.5 
Pembukuan Aset Tetap 

ASETTETAP 
OEKONSENTRASI 

I 
DIHIBAHKAN I TIOAK DIHIBAHKAN 

I I Berfta Acara Hibah. yang 
disetvjui Pangelola Barang Dibukuk.an dalam 

I 
Neraca KIL 

Dibukukan da!am 
Neraca PEMDA 66 
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2. 4A Pembinaan dan pengawasan 

2. 4. 4. 1 Pembinaan dan Pengawasan Dekonsentrasi 

Menterilpimpinan lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimtmhkan kepada gubernur. 

Gubemur selak:u penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah 

melakukan pemb!naan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang 

dilaksanakan oleh SKPD Provinsi. Pembinaan oleh Menterifpimpinan lembaga 

meliputi : pemberian pedoman, standar. fasilitasi dan bimbingan teknis, serta 

pemantauan dan evaJuasi atas penyelenggaraan dekonsentrasi. Pembinaan 

tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan 

akuntabilitas pcnyelengg .. raan dekonsentrasi. 

Menteri Keuangan juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pengelolaan dana dekonsentrasi, Pembinaannya meiiputi koordinasi, pernberian 

pedoman. fasilirasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas 

pengelolaan dana dekonsentrasi. Pembinaan ini di!akukan juga dalam rangka 

peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana 

dekonsentrasi, Selain itu pengawasan Menteri Keuangan dilaksanakan dalam 

rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana dekonsentrasi. 

Gambar2.6 
Bagan Alur Pertanggunjawaban Organisasi Dana Dekonsentrasi 
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2AA2 Koordinasi Pembinaan dan Pengmvasan Delronsentrasi 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan dana 

dekonsentrasi, menteri/pimpinan lembaga melakukan koordinasi bersama 

dengan Menter! Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhadap pclaksanaan 

pembinaan dan pengawasan. HasH pembinaan dan pengawasan digunakan 

sebagai bahan perumusan kebijakan dekonsentrasi. Pembinaan dan pengawasan 

daJam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan dana dekonsentrasi, 

diiaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Gambar2.7 
Aspek Pembinaan dan Pengawasan 
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. Binwas . 

MENTERI 
KEUANGAN 

PEMBJNAAN DAN 
PENGAWASA~ TERHAOAP 

PENYELENGGARAAN 
URUSANYANG 

DILIMPAHKAN/DITUGASKAN 

p&doman, 
fasilltast, dan 

bimbingan teknis, 
serta pemaotauan 

··---------~~----------------·----~---~--------, ! f_f!a_s~/ ~§-~,cl, f..'!~~ !_3_ f.f!_/'}_0;-!-r~~~~-2f!'!§_ l j 

2.4.5 Pemedksaan Dekonsentrasi 

PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN TERHAOAP 
PENGELOLAAN DANA 

OEKONfrP 

Pemeriksaan dekonsentrasi meliputi pemeriksaan kcuangan, pemeriksaan 

kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa 

pemeriksaan atas laponm keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan 

atas pengelolaan keuangan negara yang lerdiri dari pemeriksaan atas aspek 

ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Pemcriksaan dengan tujuan 

tertentu mcliputi pemeriksaan atas ha!Mhallain di bidang keuangan, pemeriksaan 

investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah. 

Pemeriksaan dekonsentrasi dilakukan oleh unit pemeriksa internal 

kementerianllembaga danlatau unit pemeriksa ekstemal Pemerintah. 

2,4,6 Sanksi Tedwit dengan Dekonsentrasi 

SKPD yang secara sengaja dan/atau Jalai dalam meny.ampaikan Japoran 

dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi berupa~ 

a. penundaan pencafran dana dekonsentrasi untuk triwulan 
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berikutnya; atau 

b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun 

anggaran berikutnya, 

Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan 

laporan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah. 

Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.4.7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 tahun 2008 

Tentang peraturan yang mempertegas pelaksanaan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomer 17! tahun 2007 di Departemen Pendidikan Nasional. 

1) Penegasan mengenai pembagian wewenang dan tanggungjawab unit-unit di 

Depdiknas dalam pelaksanaan Permenkeu 171, 2007, antara lain: 

a. Mengenai Jaringan Komunikasi sistem 

b. Mengenai Perangkat Keras dan Lunak. 

c. Mengenai pelaksanaan pelaporan betjenjang. 

d. Mengenai Jadwal pelaksWUWl pelaporan berjenjang dan rekonsiliasi data 

antar subsistem. 

e. Mengenai reward and punishment terkait pelaksanaan Permenkeu 171, 

2007. 

70 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



2) Menuju menyusun strategi menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian 

pada tahun 2008 
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BABlli 

LA TAR BELAKANG ORGANISASI 

3.1. Dana Dek(msentrasi di Derektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengalz 

3.1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas 

3.1.1.1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 

2005, tentang Organisasi dan tala ketja Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nas1onal pada Bab I, 

Bagian Ketiga, pasal 7 mengenai kedudukan, tugas, fungs~ dan susunan 

organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal menerangkan bahwa Sekretariat 

Direktorat Jenderal terdiri atas: 

a. Bagian Perencanaan; 

b. Bagian Keuangan; 

c, Bag ian Tatalaksana dan Kepegawaian; 

d. Bagian Umum~ 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dad ke lima bagian tersebut menurut pasal 22 Bagian Umum terdiri atas: 

a, Subbagian Tata Usaha; 

b. Subbagian Rumah Tangga; 

c. Subbagian Perlengkapan. 

Tugas ke tiga subbag terscbut menurut Pasa.l23 diterangkan : 

(l) Subbagian Rurnah Tangga mempunyai tugas melak:ukan urusan keprotokolan, 

kerumahtanggaan. pemeliharaan dan pengaturan penggunaan sarana dan 

72 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal. 

(2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan. 

pendistribusian, inventarisasi. dan penghapusan barang perlengkapan Direktorat 

Jenderal. Dasar hukum yang Jainnya, 

3.1.L2 Pemruran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indnesia nomor 25 tahun 2006 

Tentang Rincian tugas unit kerja di lingkungan Direktoat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah pada pasal I3 rnengatur mengenai Rincian tugas 

Bagian Umum adalah sebagai berikut: 

a. melaksan&kan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, 

pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal; 

b. me!aksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan 

perawatan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal; 

c. rnelaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di 

lingkungan Direktorat Jenderal; 

d. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan 

Direktorat Jendernl; 

Untuk rincian tugas Subbagian Rumah Tangga diatur pada pasal l5 sebagai 

berikut: 

a. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas. 

gedung kantor. rumahjabatan. dan wisma serta sarana dan prasarana lainnya di 

Hngkungan Direktorat Jenderal; 

b. me)akukan urusan pemelibaraan dan perawatan sarana dan prasarana di 

lingkungan Direktorat Jenderal~ 

73 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



Untuk rincian tugas Subbagian Perlengk:apan diatur dalam pasal 16 sebagai 

berikut: 

a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penyimpanan sarana 

dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderai; 

b. meiakukan urusan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian sarana dan 

prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal; 

c. melakukan urusan inventarisasi barang milik negatd- di lingkungan Direktorat 

Jenderai; 

d. melakukan penyiapan usul penghapusan barang miJik negara di lingkungan 

Direktorat Jenderal; 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Ditjen Mandiknas Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Naslona! 

Nomor 14 Tahun 2005 

DltJen. 
Manajemen 
Dikdasmen .. --·--

Sekntariat 
DlrelltoJat 
Jwdernl 

. 

I I I I 
Direl<tofa! • Direktorat: DireMorat Di-ll! Dkei<IJ>rat • Permmaan • Pfmbiltam Pembmaan Pembinaan Pemlllnaon • 

TK&SD • SM' SMA SMK SLII ............ .,., ' ... •. - ~·-*-- ··---- .. -
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Bagan 3.2 
Struktur Organisasi Penanggung Jawab SAl (SAK dan SIMAK BMN) 

SEKR£TARIAT 
DIREKTORAT 

JENDliR,\t 
MANDIKDASMEN 

I I I I 

"'"'' Ko"" """' KM>b&Umum ""'-- Keuangan Tamlakwla em 
Kcpeg~~Wllilin 

I I I I I I 

"""""' Kas~.~OOg Ke.sutmg ""'"""" Kasu!XIg """"'' Evnlu.i!$1 All,Uiltan P~rbend3h Pcrlcngkap """"" To• 
Pefllk$an;<ll!l dm ·- '" "'"" """" A.nggarnn Pembia:rn~~.r~ 

Keterangan gambar : 

Bagan diatas menunjukkan stru.ktur pengeiola SAl, yang bertanggung jawab berjalannya 

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bagian keuangan Setditjen Mandikdasmen, 

dibawah tupoksi subbag Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, sedangkan untuk Sistem 

Inforrnasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN ) menjadi 

tanggung jawab Bagian Umum Setditjen Mandikdasmen, dibawah tupoksi subbag 

Perlengkapan dan subbag rumah tangga. 
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Keterangan gambar : 

I 

Bagan 3.3 
Kerangk.e. Umum SAl 

I SAI 

I 
I 

I 

Sbdm A kun~ Kcu;mg;>n 
S!•<= lnf..,.mu! M:>ru~oJ'='en 

do.n Akunta<u! 8M:N 
{SAl<:) (SlMAKSMN) 

Sistem Akuntansi Instansi (SAl). didalamnya terdapat Sistem Akuntansi Keuangan ( 

SAK ) yang dijalankan oleh Bagian Keuangan Setditjen Mandikdasmen dan Sistem 

Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN ( SIMAK~BMNO yang dijalankan oleh 

Bagian Umum Setditjen Mandikdasmen 

Bagan 3.4 
Hubungan Unit 1\kuntansi Keuangl!!rl dengan UnftAkunta0$1 Bl:lrang pad a 

Strukr:ur Organisasi Kementerian Negarafl.embaga 
TINGKAT SATUAN KERJA 

I Kepala Kantor I 
I I -

K-..ingTU I Ku.ib>og Kotumg;m / 
Pcj~bao. y=grnenH>&>I'I Bo.r;wg t'e)•hx png.M~n~1pt<l }(~"'""£'""' 

S!stlm Akuh!.ond K<:>J~ng.>n Sl•«tn> Inf!><'m,..tM=~Jcmcn do.n 

(SAK) 
Ak>Jnta.I'U! DMN 
(SIMAKSMN) 

Keterangan Gambar : 

Kalau di Setditjen Mandikdasmen) kepala kantomya Sekretaris Direktorat Jenderal, 

sedang di daerah kepala kantornya adalah kepala dinas. 
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BABIV 

ANAL!SIS DAN HASIL PENELIT!AN 

4.1 Peloksattaan mam1jemen aset tetop pada Direktoral Jenderal Maudikdasmen 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dassr dan Menengah merupakan 

Direktotat Jenderal penge!ola dana terbesar di Indonesia. Pada Tahun Anggaran 

2007 mengelola dana sebesar Rp. 20.134.775.287.000,- (Rp. 20,13 Triliun) terdiri 

dari dana Pusat sebesar Rp. 5.805.477.195.000,- (Rp. 5,80 Triliun), dan dana 

Dekonsentrasi sebesar Rp. !4.078.886.404.566,- (Rp. 14,078 Triliun) yang tersebar 

di 33 Propinsi di Indonesia dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.OG/2005 yang 

diperbaharui dengan Peraturan Menleri Keuangan Nomor J71lPMK.05/2007 

tentang Sistem Akuntansi dan Peiaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pimpinan 

Eselon T sebagai Penanggung Jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 

Anggaran (UAPPA). Direktur Jenderai Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah sebagai Eselon I mempunyai tugas antara lain menyusun dan 

menyampaikan laporan keuangan Eselon I berupa Laporan Realisasi Anggaran. 

Nera~ dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusurum dan penyajian laporan 

Eselon I ini merupakan perwujudan tanggung jawab atas penggunaan anggaran 

dan/atau barang pada Eselon I. 

Laponm Keuangan Eselon 1 tahun 2007 penyusunannya menggunakan Japoran 

keuangan seluruh wilayah dan satker dana dekonsentrasi telah disajikan sesuai 

77 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 24 ta.hun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintalum {SAP) hal ini bisa dilihat dari hasilnya berupa tersusunnya : 

4.1.1 Realisasi belauja Direktorat Jenderaf Mandikdusmen ya11g sudah tersusu11 

secora rinci 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 realisasinya sebesar Rp 

19.373.174.429.463,- atau ruencapai 96,22% terdiri dari: 

Gambar 4.1 

Tabel dan Graflk:Realis&si Belanja Eselon I Mandikdasmen 

No S.ATKER -· 01PAAWM. DIPA REVIS! 
Realisasi Persen 

1 Kantor Pusal 5.540.322.328.000 5.805.477.195.000 5.294.l&Hl24.897 91,19% 
2 Dana OeKon~ 14.314.198.002.000 14.329.298.092.0110 14.018.886.404.5ll6 98,25% 

JUMLAH 19~54.520.420.000 20.134.775.287.000 19.373.174.42ll.463 96,22% 

Realisasi belanja Direktorat Jenderal Mandlkdasmen yang berdasarkan jenis 

belanja untuk periode yang berakhir 3 I Desember 2007 sebagai berikut; 

Gambar4.2 

Tabel dan Grafik Realisasi Belanja Eselon I per jenis belanda. 
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REALISASI BELANJA ESELON I 
PER .JENIS BELANJA 

4.1.2 Reafisasi A11ggaran Dal!a Dekonsentrasi meuurutjenis kegiatannJ'a 

Rincian untuk realisasi anggaran dana dekosentrasi dari 33 propinsi berdasarkan 

jenls belanja untuk perlode yang berakhir 31 Desember 2007 sebagai berikut : 

Gambar 4.3 

Tabel dan Grafik Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi 

NO .lENlS KEGIATAN AN~:~~N R~~ASI PERSEN 

1 !PAnawa1 61.431,365000 46,746 102 300 90.89% 

2 Barano 551,666281,000 449,665 307,018 81.51% 

3 Modal 1.593.000.000 706 560754 44.48% 

4 Bantuan Sosial 13.724 607,445 000 13 581,746,434 494 98.96% 

Jumlah 1<1329 293.092 000 14 078 886,404 506 9JU5% 
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R&al!sasl ~lanja Datui OQkensentrall'i 

Di Direktorat Jendera1 Manajemen Pendidilcan Dasar dan Menengah sering terjadi 

selisih antara jumiab belanja modal dengan penambahan asetnya. Padahal konsep 

yang semesttnya dipahami adalah : Jumlah betanja modal seharusnya sama dengan 

penambahan aset tetap. Jika konsep ini dipahami dan dilaksanakan dengan benar 

maka selisih belanja modal dengan peningkatan aset tetap tldak perlu terjadi. 

Kalau dilthat dar! prosentase belanja dana Dekonsentrasi di Direktorat Jenderai 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Bclanjn Pegawai""' 0.36%, Belanja Barang = 3.85%, Belanja Modal= O.Oio/~ dan 

Belanja Sosial = 95.78%, sangat jauh perbedaannya, Kebijakan yang mendasari 

alokas1 belanja sosial sangat besar adalah manajemen peningkatan mutu 

pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality Management) atau dalam 

nuansa yang leblh bersifat pembangunan {developmental) disebut School Based 

Quality Improvement. Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara 

sekolah, masyarakat dan pcmerintah dengan tanggung jawabnya masing ~ masing 

ini, berkembang didasark:an kepada suatu keinginan pemberian kemandirian 

kepada sekolah untuk. ikut terlibat secara akrif dan dinamis dalam rangka proses 
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peningkatan • Kemudian diemplementasikan dalam program yang berwujud Block 

Grand, Baotuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Manajemen Operasional ( 

BOM ). Karena program tersebut dianggap langsung menyentuh ke akar 

permasalahan pengembangan pendidikan) oleh Departemen Keuangan juga di 

respon positip. terbukti saat penyusunan RKAKL di Direktorat Jenderal Anggaran, 

ketik.a Departemen Pendidikan Nasional mengajukan kegiatan yang arahnya ke 

belanja sosial disetujui. 

4.1.3 Realisasi Belanja dan Pengembalian Dana Dekousentrasi yang disusuu 

numurut satuan kerja 

Pengembalian belanja merupakan dampak diterapkannya konsep at cost dalam 

pelakasanaan anggaran sehingga berimplikasi tcrjadinya efisensi pada belanja 

barang perjalanan dan belanja bantuan sosial yang se:harusnya sudah disaiurkan 

tetapi belum terserap, Berikut ini rekapitulasi belanja beserta pengembalian dana 

dekonsentrasi. 
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Tabel4.4 

Realisasi Belanja dan Pengembalian 

Tabel4.5 

Rincian Pengembalian Berdasarkan Jenis Belanja 
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4.1.4 Kondisi Aset Tetap Direktorat Jenderal Mttlldikdasmen ya11g terlaporkau 

Aset adalah sumber daya ekonoml yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di 

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh 

masyarakat, sena dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyaraka.t umum dan 

sumber~sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam 

pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan1 kekayaan di 

dasar !aut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada 

saat hak kepemillkannya berpindah. 

4.1.4.1 Aset Tetap P1da Direktorat Jeuderal Mauajeme11 Pettdidikan Dasar dan 

1Yenengafl ya11g disusuu me11urut daftar aset telap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umurn. Nilai aset tetap per 3l Desember tahun 2007 sebesar 

Rp.663.849.080.305,- dengan perincian sebagai berikut: 

ASET7ETN' 

IT'"" 
' 
""' '"""ml 

~""' 
I 

IASET TET AP LAIIM'A 
I TOTAL 

':W: 

Tabel4.6 
Dallar Aset Tetap 

"" ~' "" "' 

nM 

• 

:"~ 
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Mutasi tambah aset tetap berasal dar! Pembelian sebesar Rp. 

59.862.637.138,- Saldo awal aset tetap pada tanggal I Januari 2007 merupakao 

hasil inventarisasf yang dihasHkan oleh ADK Pemutakhiran data antara 

pengelola Barang Milik Negara (BMN} dengan petugas pencatat Laporan Sistern 

Akuntansi keuangan, Pencatatan basil laporan inventarisasi barang milik negara 

ini berdasarkan surat Sekretaris Jenderat Depdiknas Nom or 

6503/A.A3/KUI2007 tertanggal 23 Pebruari 2007 tentang nilai saldo awal aset 

tetap. 

Tabel4.7 
Daftar barang rnilik negara untuk kantor pusat 

Aset tetap yang d!sajikan dalam neraca adalah aset yang dimiHki oleh Direktorat 

Jcnderal t>-1andikdasrnen setelah dilaksanakannya reorganisasi pada Departemen 

Pendidikan Nasional. Dalam reorganisasi tersebut, terjadi pe:misahan Direktorat 

Jenderai PMPTK dari Direktorat Jenderal Mandikdasmen. 

4.1.4.2 Aset Tetap Pada Direktorat JenderaJ Manajemefl Pendidikan Da~ar dan 

Menengafl yang diserallkau kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Peudidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) telaillercatat de11ga11 rapi 
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Akibat pemisahan antara Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah dengan direktorat Jcnderal Peningkatan Mutu Pendidtk dan Tenaga 

Kependidikan, harus dilakukan pemisahan a.set dimana proses administratif 

pemisahan aset ini belum sepenuhnya selesai. Data aktiva tetap yang diserahkao 

terdiri dari: 

No. Unit Kerja Jumtah 
1 Direktorat Tenaga Kependidikao 4.922.835.337 
2 PPPG 3.87>.472.220.845 
3 LPMP 3.098.502.894.599 

Juml.ah 6.976.897.950.781 

./ Kecuali Unit kerja LPMP propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera 

barat, Banten, Nusa Tenggara Barat masih dalam proses validasi nilai aset. 
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Tabel4.S 

Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal PMPTK 
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4.1.4.3 Asel Tetap Pada Dlrektoral Jeuderal Manajemerl Pendidika11 Dasar dau 

Me11eugall yaug berada di propinsi yang sudall tliriltci berdasarkan jenis aset 

Ber!kut ini adalah daftar kepemillkan aset tetap Propinsi berdasarkan jenis-jenis aktiva 

tetap yang dimiliki. 

Tabel4.9 
Rincian aset Tetap 

Secara ringkas pelaporan BMN Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 dari Dana 

Dekonsentrasi adalah : 
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Tabel4.10 

pelaporan BMN Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 dari Dana Dekonsentrasi 

No. Nama Satk.er 
Jumlah{Rp} 

1 Oinas Pendidikan Prop. OK.J Jakarta <'11.525.000 

2 Dinas Pel'ldldikan Pmn. Jawa Barat 151.640.000 

3 Dinas Pendidlkan Pion. Jawa Tenaah 44.680000 

4 Oinas P$ndidikan Proo. 0.1. YfV'Ivakarta 44.950.000 

5 Oinas Pendldlkan Proo. Jawa l!l'nvr 44.990.000 

6 Dtnas Pendidikan Proo. Nanaaroe Aceh Darussalam 640.700.011 

7 Dinas Pendidikan Proo. Sumaiera Utara 45.000.000 

8 Dimils Pendidikan Pron. Sumatera Bara! 21.407.582.'305 

• Dinas PendiOikan Proo. Riau 762.013.331 

10 Oinas Pendidlkan Proo. Jambi 5.715.805.600 

11 Dinas Pendklfkan Proo. Sumatera Selatan 150.038.025.061 

12 Dinas Pernfldikan Pron, Lamouno 774.081.004 

13 Dlnas Pendidfkan Pton. Kalimantan aarat 2189.925.000 

14 Oinas Pendidikan Proo. Kalimantan Tennah 44.900.000 

15 Oinas Pendidikan Proo. Kalimantan Sefatl"'i 1.034.336.825 

16 Dinas Pendidikan Pro.o. Kalimantan Timur 310.767.578 

17 Ofnas Pendtdikan Pton. Sulawesi Utara 44.465.000 

18 Olnas. Pendidikan Proo. Sulawesi Tennah 175.956.010.150 

10 Oinas Pendidikan Proo. Sulawesi Selatan 44.968.000 

20 Olnas Pendidikan PloP. Sulawesi Tenaaara 3.027.281.040 

21 Dlnas Pendld1kan Proo. Maluku 45.000.000 

22 Dinas: Pendidikan Pmo. Ba!l 5.280.218.753 

23 Dinas Pendi<ifo:an Proo. Nusa T ervrOl'lra 6arat 1.067.864.111 

24 Dinas Pendidikan Prop. Nusa Tenaaara Tlmur 44.600.000 

25 Oinas Pendid~an Prop. Papua 1.292.645.405 

26 Dinas Pendkfikan Proo. Senokulu 334.825.100 

27 Oinas Pendidikan Proo. Maluku U!ara 45.000 000 

28 D!nas Pendidikan Prop. Banlen 49.827.592.979 

21) Olnas: Pendidikan Pron. Banqka Belltl.ma 81.845A34.990 

30 Dinas Pendklikan Proo. Goronlalo 45.000.000 

31 Dinas Pendidikan Proo. Keoutauan Riau 15.451.254.772 

32 Dinas Pendidikan Pr®. Paoua Batal 113.600.019 

33 Dinas Pendidikan Prop, Sulawesi Barat 4t950.000 

TOTAL 511.802.032.124 
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4.2 Opiimalisasi Manajemen Aset pada Direktorat Jemleral Mattdikdasmen 

4.2.1 Kebiiakall terlladup Aset Telap pada Direktoral JenderaJ Maudiktfasmen 

Dalam melindungi aset, pemerintah perlu menetapkan kebijakan~lrebijakan meliputi 

sistem dan prosedur dalam melindungi aset Beberapa kebijakan yang penting 

tentang penganuman aset tetap pemerintah tertuang dalam UU No. l talmn 2904 

tentang Perbendaharaan Negara & Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 

tentang Pengeiolaan Barang Milik Negara!Daerah dan Peraturan~peraturan teknis 

yang dikeluarkan olclt menteri keuangan sebagai berikut : 

a, Perencanaan Pengadaan Barang Pemerintah disusun dalam rencana kerja dan 

anggara.n kementrian/lembaga setelab memperhatikan ketersediaan barang milik 

negara yang ada. Pengguna barang dalam hal ini menteri/pimpinan lembaga. 

menghimpun semua usulan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa 

pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya. Pengguna barang yang 

menyampaikan usulan rencana kebutuhan barang: kepada pengelola barang 

dalam hat ini mcnteri keuangan. Pengguna barang dun pengeiola barang 

membahas usulan barang tersebut dengao memperhatikan data barang pada 

pengguna barang atau pengelola barang. Pada Direktorat Jendera.l 

Mandikdasmen untuk satker pusat rnemperhatikan ketersediaan barang. sedang 

untuk satker dana dekonsentrasi di daerah belum ada laporan. 

b. Pemanfaatan 

lnstansi pemerintah sebagai pengguna barang melaporkan barang milik negara 

yang diterimanya kepada pengelola barang disetai usulan penggunaan, pengelola 

barang akan menetapkan status penggunaan barang tersebut sesudah meneliti 
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!aporan dari pengguna barang. Barang milik negara ditetapkan status 

penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

kementerian/lembaga yang bersangkutan. Pengguna baranglkuasa pengguna 

barang wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk 

tujuan pelaksanaan tugasMtugas pokok dan fungsi kementerian I lembaga kepada 

pengelola barang. Pengelola barang dapat memanfaatkan tanahlbaogunan yang 

diserahkan oleh pengguna barang dengan prinsip menguntungkan negara I 

mengutamakan kepentingan negara, dengan formal I Iegal/ kontrak I perjanjian 

dan transparan misalnya dengan tender. Bentuk~bentuk pemanfua.tan barang 

milik negara dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaaran dan 

bangun guna serah atau bangun serah guna. Pada Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen untuk satker pusat memperhatikan kesesuaian dengan tugas 

pokok dan fungsinya, sedang untuk satker dana dekonsentrasi di daerah belum 

ada laporan. 

c. Pengamanan dan Pemeliharaan 

Pengeloala barang dan pengguna barang wajib melakukan pengamanan dan 

pemelih.araan terbadap aset tetap milik negara, Pengarnanan dan pemeliharaan 

yang dimaksud mencakup pertgamanan administrasi pengamanan fisik dan 

pengamanan hukum. Barang milik negara berupa tanah, bangunan harus 

di!engkapi dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama Pemerintah 

Republik Indonesia dan bukti kepemilikan tersebut harus disimpan dengan aman 

oleh pengguna barang. 
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Pengguna baranglkuasa pengguna barang bertanggungjawab atas pemelibaraan 

barang milik negara yang ada dibawah penguasaannya dan membuat daftar hasil 

pemeliharaan barang yang ada dalam kewenangannya serta melaporkan kepada 

unit yang lebih tinggi. Pada Direktorat Jenderai Mandikdasmen untuk satker 

pusat memperhatikan pengamanan pemeliharaan yang terkait dengan 

administrasi, fisik. dan segi hukum sedang untuk satker dana dekonsentrasi di 

daerah belum ada laporan. 

d. Penghapusan dan Pemindahtanganan 

Penghapusan barang milik negara meliputi penghapusan dar! daftar barang 

pengguna I kuasa pengguna barang dan penghapusan dari daftar banmg milik 

negara. Penghapusan barang milik negara dari daftar ba(ang pengguna I kuasa 

pengguna barang dilakuk:an da!am hal barang lersebut sudah berada dalam 

penguasaan pengguna baranglk-uasa pengguna barang, Penghapusan tersebut 

dHakukan dengan penerbitan surat kcputusan penghapusan dari pengguna 

barang setelah mendapat perselujuan darl pengeloia barang. Peiaksanaan 

penghapusan hatus di!aporkan kepada pengelola barang. Penghapusan barang 

rnilik negara dari daft:ar barang milik negara dilakukan dalam hal barang tersebut 

sudah beratih kepemilikannya, terjadi pemusnahan1 atau sebab-sebab lain. 

Penghapusan dilakukan dengan penerbitan surat keputusan pengeiolaan barang 

milik negara. 

Barang milik ncgara bisa saja dipindahtanganan kepada pihak ketiga. bentuk

bentuk pemindahtangan tersebut sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang 
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milik negara me!iputi penjualan, tukar-menukar, hibab dan penyertaan modal 

pemetlntah. Ketentuan pemindahtanganan barang mi!ik negara sebagai berikut : 

Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah I bangunan, dan selain 

tanah dan bangunan yang bemilai lebih dari 100 mily.ar dilakukan setelah 

mendapat persetujuan dari DPR 

Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah I bangunan yang bernilai 

diatas lO: milyar dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan 

presiden 

Pemindahtanganan tanah I bangunan yang bernil<Ji sampai dengan IO rnilyar 

dilakukan oleh pengeloia barang 

Pemindahtanganan tanah I bangumm tidak memerlukan persetujuan DPR apabila 

sudah tidak sesuai C~ngan tata ruang penataan kota harus dihapuskan karena 

anggaran untuk bangunan pengganti sudah disedi.akan diperuntukkan bagi 

pegawai negeri, diperuntukkan bagi kepentingan umum dikuasai negara 

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kuasa hukom tetap. Pada 

Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat sudah rnenjalankan sesuai 

ketemtuan yang terkait dengan prosedur penghapusan dan pemindahtanganan, 

sedang untuk satker dana dekonsentrasi di daerah belum ada laporan. 

e. Penatausahaan 

Penata.usahaan dirnaksud rnencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. 

Pengeiola barang, pengguna barang I kuasa pengguna barang harus melakukan 

pendaftaran dan pencatatan barang milik negara menurut penggolongan dan 

kodefikasi barang. Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik 

negara sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun, 
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Terkait dengan pelaporan barang milik negara, maka setiap instansi pemerintah 

wajib melaporkan pengeloiaan barang milik negara yang dibawah penguasaannya 

secara berjenjang: 

Kuasa pengguna barang harus menyusun laporan barang semester dan tahunan 

untuk disampaikan kepada pengguna barang, 

Pengguna barang menyusun laporan barang semester dan tahunan dan 

menyampaikan kepada pengelola barang, 

Pengelola barang menyusun laporan barang milik negara berupa tanah dan 

bangunan semesteran dan tahunan. 

Pengeloia barang menyusun laporan barang mil ik negara tahunan berdasarkan 

himpunan Japoran barang dari pengguna anggaran. 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pu,_at sudah menjalankan 

pembukuan, inventarisasi. pelaporan, melakukan pencatatan menurut penggolongan 

dan kodefikast. dan melaksanakan pe~aporan secara berjenjang setiap semester dan 

tahunan sedang untuk satker dana dekonsentrasi di daerah sudah menjalankan 

pembukuan, inventarisasi, pelaporan, melakukan pencatatan menurut penggoiongan 

dan kodefikasi, dan meiaksanakan pelaporan secara betjenjang setiap semester dan 

tahunan hal ini bisa dilihat pada pembuatan Slr-...1AK~BMN. 

4.2.1 Ki11erja Aset Tetap pada Direktcrat Jenderal Mamlikdasmen 

Aset tetap pemerintah diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat atau untuk digunakan masyarakat, dalam mencapai tujuan instansi 

pemerintah, contohnya gedung kantor untuk tempat bekerj3r kendaraan 

bermotor, computer, dU, Kinerja aset tetap pcmerintah dapat diukur dari 
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kemampuan aset tetap tersebut dalam membantu pemerintah melayani 

masyarakat Pemerintah seharusnya sudah bisa menilai kinerja aset tetap 

pemerintah, tetapi untuk saat fni pemerintah belum bisa mengukur kinerja aset 

tetap pernerintah dikarcnakan pemerintah masih konsentrasi untuk melakukan 

penatausabaan pemerintahan. 

Aset tetap tidak dimaksudkan untuk memperoleh kinerja keuangan. 

Dengan begitu aset tetap dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja 

programlkegiatan, Akan tetapi. menilai kinerja aset tetap dari pencapaian 

kinerjalprogram.lkegiatan masih sulit. Walaupun pelaporan kinerja 

programlkegiatan sudah dimulai dengan penyusunan LAKIP ( Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai lnpres No. 7 th. r999 tidak 

bisa dibandingkan dengan nilai aset tetap. Hal ini tampak dari format 

Pcncapaian Program Sasaran (PPS} pada penyusunan LAKIP 

Tabel4.ll 

Rencana Kinerja Tahunan 
Tohun 20 ..... _ . 

................... 
Formulir RKT 
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..... 

Keterangan gambar : 

• Departemen membuat rencana kinerja tahunan di dalam formuiir pengisian 

seperti tercantum pada fonnulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

• Formulir (RKT) Rencana Kinerja Tahunan harus sesuai dengan RS ( Rencana 

Sasaran) 

• Fonnulir PK ( Pencapaian Kinerja) merupakan tolak ukur pencapaian Kinerja 
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Dari format diatas komponen belanja ada pada indikator input. Akan tetapi 

kompQnen ini tidak membedakan input beJanja per proses dan kebutubannya. LAKIP 

tidak dapat dijadikan alat pelaporan yang menyediakan informasi tentang efektivitas 

penggunaan aset tetap didalam pencapaian kinerja program .. Dengan format Peraturan 

Pemer'intah ini, kinerja program/kegiatan langsung dikaitkan dengan realisasi belanja 

tennasuk belanja modal, yang merupakan cikal bakal aset tetap, 

Kinerja aset tetap yang paling nyata tampak dari hasH audit BPK yaitu kurang 

dirnanfaatkannya aset tetap, hat ini menunjukkan masih adanya kesalahan dalam 

pemanfaatannya, Selama ini te!ah ada sinyalemen bahwa pemerintah tidak maksimal 

dalam memanfaatklan sumber daya yang dimiliki dalam melayani masyarakat termasuk 

memanfaatkan aset tetap pemerintah. Kinerja aset tetap pemerintah dapat juga dinilat 

dari kondisi a ... et tetap pemerintah. Secara umum kondisi aset pemerintah dibawah 

kondisi aset tetap sejenis yang dirniliki oleh pihak lain. Misal : mobil dinas pemerintah 

mempunyai kondisi yang lebih buruk dibanding dengan mobil sejenis yang: dimiliki 

oleh Onlng pribadi atau organisasi komersil. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya 

kualitas pemellharaan aset tetap pcmerintah. Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

LAKIP baru sekedar mengisi formatnya saja dalam pelaksanaannya belum optimal 

untuk Satker yang ada di pusat sedang satker pengelola dana dekonsentrasi di daerah 

belum ada pelaporannya. Sedangkan untuk pemanfaatan asetnya sudah sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya untuk satker yang ada di pusat, tetapi untuk satker di daerah 

yang mengelola dana dekon tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

4.2.3 Cara pemelillaraan asel tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen 
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Pemeliharaan aset tetap pemerintah sangat diperlukan , Selama ini ada kesan 

bahwa aset pemerintah sangat memprihatinkan kondisinya. Salah satu penyebabnya 

adatah pemeiiharaan aset tetap pemerintah belum optimal. Tanggung jawab 

pemeliharaan aset tet.ap perne.rintah merupakan tanggung jawab pengguna baranglkuasa 

pengguna barang. Pemeliharaan asel tetap pemerintah uuluk gedung dan bangunan 

dilakukan oleh institusilkantor. Sementara itu pemeliharaan untuk barang bergerak 

khususnya yang dikuasai oleh pegawaifpejabat pemerintah dilakukan oleh 

pejabatfpegawai yang bersangkutan walaupun anggaran pcrneiiharaan dibebankan ke 

anggaran pendapaian dan belanja negara, 

Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tetntang pengelolaan barang milik negara 

I daerah. mensyaratkan agar setiap pengguna baranglkuasa pengguna barang membuat 

daftar kebutuhan pemeliharaan barang (DKPB) ~.!bagai pedoman untuk perneliharaan 

aset retap dilingkup kerjanya. Disamping itu jika pengguna/kuasa pengguna barang 

wajib membuat daftar basil perneliharaan bara.ng. Daftar hasil peme!iharaan aset tetap 

tersebut akan digunakan oleh pengguna barang untuk melakukan evaluasi efisiensi 

pemeliharaan yang dilakukan oleh pengguna barang!kuasa pengguna barang. Data yang 

terkait dengan pcmellharaan sangat dibutuhkan yaitu untuk mengetahui berapa aset 

tetap yang perlu diganti atau dihapuskan. 

Pemeliharaan aset tetap pemerintah sangat perlu sekali dalam memperpanjang 

umur dan kinerja aset Pemeliharaan aset tetap di Indonesia masih menghadapi berbagai 

permasalahan. Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk Satker yang ada di pusat 

pemeliharaan aset tetapnya sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi sedang satker 

pengelola dana dekonsentrasi di daerah belum ada pelaporannya, Sedangkan untuk 

pembuatan Daftar Kebutuhan PemeHharaan Banmg ( DKPB ) Satker pusat sudah 
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berjalan, sedangkan satker pengeloia dana dekonsentrasi di daerah belum ada 

pclaporannya. Kalau pembuatan Daftar Hasil Pemeiiharaan Barang ( DHPB } pada 

satker pusat sudah berjalan sedang satker pengelola dana dekonsentrasi di daerah belum 

ada pelaporan. Untuk pemeliharaan aset tetap di satker pusat di bawah tanggung jawab 

bagian umum pada subbag rumah tangga. Sedang untuk satker dana dekonsentrasi di 

daerah belum ada pelaporan, 

4.2.4 Ptoteksi I PerliJtdungau Aset Tetap pada Dlrektorat Jemleral Ma11dikdasmen 

Salah satu a..::;pek terpenting dari pengelolaan aset adalah perlindungan I proteksi 

terhadap aset tersebut. Sehubungan dengan perlindungan aset tersebul instansi 

pemerint.ah terendah sampai tingkat kementerian I lembaga telah menetapkan sua~u 

sistern perlindungan nset yang meliputi kebijakan, organisasi pengendalian ast-t, 

catatan~catatan aset, pertanggungjawaban aset, inventarisasi periodik aset, dan 

asuransi aset. Pada Direktorat Jendern.l Mandikdasrnen untuk satkcr pusat telah 

menyelenggarakan proteksi/ perlindungan yang rneliputi kebijakan. organisasi 

pengendalian aset, catatan--catatan aset, pertanggungjawaban aset, inventar1sasi 

periodik aset, dan asuransi aset , sedang untuk satker dana dekonsentrasi di daerah 

belum ada laporan. 

4.2.5 Organisasl Pengendali Aset Tetap Pada Direktorol Jenderal Mandikdasmen 

Organisasi pengelola barang milik negara meliputi kegiatan : 

a. Pengelola Barang Milik Negara 
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Menteri Keuangan sebagai Bendahara umum negara sebagai pengclola barang milik 

negara, mempunyai wewenang dan tanggung jawab : 

Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan barang 

miiik negara 

Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negafa 

Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara 

Mengajukan usulan pemindahtanganan barang millk. negara berupa barang dan 

bangunan yang memerlukan persetujuan DPR 

Memberikan keputusan atas usul pemindahtangan barang milik negara berupa 

tanah dan bangunan yang tidak memerfukan persetujuan DPR sepanjang dalam 

batas wewenang menteri keuangan 

Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtangan barang milik 

negara berupa tomah dan bangunan yang tidak mernerlukan persetujuan DPR 

sepanjang dalam batas wewenang presiden 

Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang 

miiik negara seJain tanah dan bangunan sesuai batas kemampuannya 

Melakukan koordinasi dalam pela.ksaoaan inventarisasi barang milik negara 

serta menghimpun hasil inventarisasi 

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelobmn barang milik negara 

Menyusun dan menyampaikan laporan barang milik negara kepada presiden 

Untuk saat ini kewenangan pengelolaan barang milik negara milik negara dilaksanakan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hai ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

b. Pengguna Barang 
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Pengguna barang merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 

milik negara. Pengguna barang ini melekat pada menterilpimpinan lembaga. 

Pengguna barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab : 

mengajukan rencana tnnggung jawab dan penganggaran barang milik negara 

untuk kementrian/lembaga yang dipimpinnya 

melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan undang~undang 

yang berlaku 

mengajukan pennohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk 

penguasaan dan penggunaan barang mllik negara yang diperoleh dari beban 

APBN dan perolehan lain yang sah 

menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementrian I lembaga. 

Mengamankan dan meme!ihara barang milik negara yang ada dalam 

pengusaannya 

h-1engajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan borang milik negara 

seiain tanah dan bangunan 

Mengajukan usul pemindahtanganan dengan ltndak lanjut tukar menukar berupa 

tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggarakan tugas 

pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wi!ayah atau penataan 

kota 

Mengajukan usul pemindahtanganan barang tindak lanjut penyertaan modal 

pemerintah atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukan yang 

tercantum dalam dokumen penganggaran 
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Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementrianllembaga yang dipimpinnya 

kepada pengelola barang 

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada 

dalam pengawasannya 

Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam 

pengawasannya 

Menyusun dan menyampaikan lapotan barang semesteran dan tahunan kepada 

pihak pengelola barang 

Wewenang pengguna barang diatas dUaksanakan oJeh sekretaris jenderal/sek.retar1s 

utama kementrian/lembaga dalam hal ini kepala biro perlengkapanlumum. 

c. Kuasa Pengguna Barang 

Kuasa pengguna barang merupakan kepata satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk 

oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik negara yang ada dalam 

penguasaa.nnya dengan sebaik-sebaiknya. Pengguna barang ini melekat pada 

menteri/pimpinan lembaga. Kuasa pengguna barang di Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah rnelekat pada Pejabat Eselon I yaitu 

Direktur Jenderal yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab : 

Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk 

kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang 

Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan 

barnng milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan peralehan lain yang 

sah kepada pengguna barang 
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Menggunakan barang milik negara yang bera.da dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya 

Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang ada dalam 

penguasaannya 

Mengajukan usul pemindahtanganan barang rnilik negara berupa tanah dan 

bangumm yang tidak: menentukan persetujuan DPR dan lembaga milik negara 

selain tanah kepada pengguna barang 

Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya kepada 

pengguna barang 

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada 

dalam penguasaannya 

Me!akukan pencatatan dan inventarisasi barang milik oegara yang berada dalam 

penguasaannya 

Menyusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan kepada 

pengguna barang 

Kewenangan kuasa pengguna barang diatas dilaksanakan oleh bagian umum, pada 

Direktorat Jenderal Mandikrlasmen Kewenangan kuasa pengguna barang dilaksanakan 

oleh bag ian umum juga yang dideiegasikan kepada subbagian perlengkapan dan rumah 

tangga. Bagian Umum menjalankan kewenangannya untuk : 

Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk 

kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang, yang dilaksanakan setiap 

awal tahun seteiah DIP A keluar, 
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Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan 

barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lain yang 

sah kepada pengguna barang hal ini bisa dilihat ketika pcngajuan usulan Unit 

Sekolah Baru. 

Menggunakan barang rnilik negara. yang berada dalam penguasaarmya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya 

bagian umum menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang ada dalam 

penguasaaonya dengan membuat standar operasional prosedur pengamanan dan 

pemeliharaan. 

Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan 

bangunan yang tidak meminta persetujuan DPR dan tembaga milik negara 

selain lanah kepada pengguna barang 

Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya kepada 

pengguna barang . 

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada 

dalam penguasaannya dengan menjalankan evaluasi dan monitoring rutin. 

Melakukan pencatatan dan iovenrarisasi barang milik negara yang berada dalam 

penguasaannya secara manual dan komputerisasi. 

Menyusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan kepada 

pengguna barang dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 

Milik Negara (SIMAK-BMN) 

103 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



Untuk memudahkan koordinasi dengan satker dekonsentrasi di daerah dJbentuk 

Pemegang Uang Muka ( PUM ) PPO ( Pengendalian Perencanaan Dikdasmen ) 

di dinas pendidikan propinsi yang bertugas sebagai pengkoordinasi pelaporan 

SAK dan Sistem rntbrmasi Manajemen da:n Akuntansi Barang Milik Negara 

(SIMAK·BMN) semua PUM yang didanai dari dana dekonsentrasi di daerah. 

Bagan 4.12 

Organisasi Pelaporan 
Dana Dekonsenbasl Mandikdasmen 

sedang untuk salker dana dekonsentrasi di daerah penggunaan kewenangan kuasa 

pengguna barang belum ada laporan, yang sudah sampal ke pusat adalah 

penyusunan dan penyampaian laporan barang semesteran dan tahunan kepada 

pengguna barang dengan sistem SIMAK-BMN 
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Bagan 4.13 

Organisasi Pelaporan 
Dana Dekonsentrasl Mandikdasmen di Proplnsl 

~PAI$KPO 
Olnu. Pllnd Pfll 

PUM 
Pfllg•nddln 

p . .r.,.c.a.nun Dlkd•,mul 

4.2.6 Pencatata11 Aset Tetap Pada Direklorat Jenderal MaJJdikdasmeu 

Pencatatan yang baik dan rapi hisa menunjang perlindungan aset tetap 

pemetintah. karena bisa menjarnin tersedianya catatan-catatan atau laporan yang 

memadai. Untuk tingkat pengeloJa barang dilakukan oleh Direktorat Pengelola 

Barang Milik Kekayaan Negara, untuk kuasa pengguna barang eselon satu 

dilakukan pada bagian umum khususnya subbagian perlengkapan. Catatan-

catatan aset tetap yang ada saat ini adalah berupa laporan barang milik negara 

semestcran dan laporan tahunan barang milik negara. Kedua laporan tersebut 

berisikan informasi jumlah, rincian, mutasi (penambahan atau pengurangan) 

barang milik negara yang dikclola o!eh kementrian I Jembaga, 

Untuk tingkat pengguna barang dan kuasa pengguna barang catatan-catatan I 

laporan-laporan yang tersedia meliputi : 

Daftar 1nventaris Ruangan (DIR) 

Kartu Inventaris Ba.rang 

Daftar Inventaris Lalnnya 
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Laporan Kondisi Barang 

Catatan mutasi I perubahan 

Buku inventaris Intrakomtable 

Buku Inventaris Ekstrakomptable 

La:poran Barang Milik Negara 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat sudah menjaiankan 

pencatatan-catatan I Japoran~laporan yang tersedia meliputi : 

Daftar lnventaris Ruangan (DIR), 

Kartu lnventaris Barang.Daftar lnventaris Lainnya, 

Laporan Kondisi Barang. Catatan mutasi I perubahan, 

Buku inventaris Intrakomtable, 

Buku Inventaris Ekstrakomptab!e, 

Laporan Barang Milik Negara. 

Sedang untuk satker dana dekonsentrasi di daerah juga sudah menjalankan 

pencatatan~catatan /laporan-laporan yang tersedia meliputi : 

Daftar lnventaris Ruangan (DIR), 

Kartu Jnventaris Barang,Daftar Inventaris Lainnya, 

Laporan Kondisi Barang, Gatatan mutasi I perubahan, 

Buku inventaris Intrakorntable, 

Buku lnventaris Ekstrakomptabie, 

Laporan Barang Milik Negara hal ini bisa dilihat pada pembuatan peiaporan 

SIMAK-BMN. 

4.2.7 Inveutarisu5·i Secara Periodik PeJtgelolaatt Aset Tetap Pada Dircktornt 

Jenderal Maudikdasmen 
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Untuk memastikan bahwa catatan aset tetap sesuai dengan faktanya, maka 

diperlukan inventarisasi aset tetap secara periodik. Disamping itu inventarisasi 

juga diperlukan untuk mengetahui kondisi aset tetap yang sebenarnya. 

Peraturan pemerintah no.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/daerah dipers.yaratkan agar pengguna barang melakukan inventarisasi 

atas barang milik negara sekurang-kurangnya sekaJi daiam lima tahun. Khusus 

untuk konstruksj dalam pengerjaan inventarisasi dilakukan setiap tahun. Hasil 

inventarisasi tersebut harus disampaikan kepada pengelola barang paling lambat 

tiga bulan sesudah setesai inventarisasi. 

Aturan tersebut sangat sulit terpenuhf oleh kementrian I lembaga sebagai 

pengguna barang dikarenakan keterbatasan dana dan sumber daya manusia, 

Untuk tingkat pemerintah pusat, kegiatan inventarisasi tersebut dilaksanakan 

pada tahun 2001, melalui penugasan Departemen Keuangan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk melaksanakan inventarisasi aset 

tetap pemerintah pusat. 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat sudah bl:lrjalan 

tetapi ada beberapa kendala yaitu ada beberapa laporan pengadaan tidak sesuai 

jadwal dikarcnakan terhambatnya pencairan anggaran, sumber daya manusja 

yang paham penge[olaan inventarisasi terbatas, adanya ketidak tepatan \vaktu 

skedul penyampaian basil inventarisasi sehingga berpengaruh terhadap 

pelaporan. Untuk satker di daerah. rnengalami kesulitan identifikasi hasH 

inventaris barang yang dilakukan BPKP, sehingga pelaporannya belum akurat 
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Tabel4.14 

Gambar Alur Proses Penatausahaan Invntarisasi Barang Milik Negara 
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Saat ini semua aset tetap pemerintah pusat tidak ada yang diasuransikan. 

Kebijakan untuk melakukan asuransi belum diatur dalam peraturan perundang

undaogan yang mengatur pengelolaan barang milik negara. 

Untuk aset tetap pemerintah yang dibawah penguasaan pegawai/pejabat 

pemerintah, pelaksanaan asuransi atas aset tetap tersebut diserahkan kepada 

pegawai I pejabat yang bersangkutan. Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

untuk satker pusat belum mengasuransikan aset tetapnya, karena masih 

melakukan pendataan jumlah aset tetap sebenarnya yang menjadi tanggung 

jawabnya, sedang untuk satker di daerah pennasalahannya sama dengan satker 

pusat. 

4.2.9 Pe.~ilaian Resiko Aset Tetap Pada Direk/()rat Jenderal Mt.mdikdasmeu 

Penilaian resiko aset te1ap merupakan bagian dari manajemen resiko. Secara 

lengkap manajemen resiko dapai difakukan dengan menempuh prosedur

prosedur berikut ini : Pertama, menilai atau menaksir rcsiko. Hal ini mestinya 

disadarl sejak pengadaan sehingga dapat diambil lang.kah~langkah pengendalian 

yang sesuai dengan karakteristik resiko. Kedua, penetapan lindakan pengelolaan 

resiko. Jika dari hasil langkah pertama dapat ditaksir karakteristik resiko, maka 

selanjutnya pemerintah dapat menetapkan langkah pengelolaan dengan altematif 

sebagai berikut: Menolak, menggeser, dan mengelola. 

Sampai saat ini pengelolaan atau manajemen resiko masih merupakan pr.aktik 

umum. Hal ini terutama disebabkan sampai dengan saat ini struktur 

pengendalian intern yang antara fain terbentuk oleh pengelolaan resiko be!um 

d!kembangkan. Dalam UU no. l tallUn 2004 tentang Perbendaha1aan Negara, 
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memang sudah disyaratkan agar tiap lnsransi menerapkan pengendalian intern 

yang mencakup pengelo!aan resiko belurn selesai disusun. Penilaian resiko aset 

tetap meliputi pengkajian kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap. 

Menurut hasi! audit BPKP atas pemanfaatan aset tetap pemerintah tahun 2004 

khususnya gedung dan bangunan. serta tanah kementrian !Jembaga diperoleh 

data sebagai berikut : 

a. Kerugian 

Menurut hasll audit BPKP tahun 2004, terdapat kerugian atas pengelolaan 

gedung dan bangunan kementrianflembaga. Kerugian yang dimaksud rnencakup 

kerugian hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sewa atas 

gedung dan tanah pemerintah, karena hilangnya gedung/bangunan dan tanah 

pemerintah karena bukti kepemi.ikan yang tidak jelas/ada. Data tentang 

kerugianlk:emungkinan kerugian negara akibat kehilangan aset tetap pemerintah 

berupa tanah. gedung dan bangunan . 

b. Pemborosan 

Pemborosan atau penggunaan aset tetap pemerintah terjadi karena adanya 

pengadaan aset tetap pemerintah sementara aset tetap tersebut tidak digunakan. 

Menurut hasil audit BPKP atas pemanfaatan gedung I kantor dan tanah 

pemerintah. 

c. Penyalahgunaan 

Penya.lahgunaan aset tetap pemerintah merupakan penyimpangan pemanfaatan 

aset pemerintah baik oleh instansi pemerintah maupun pihak Jain. 

Pada Direktorat Jenderaf Mandlkdasmen untuk satker pusat ada aset tanah milik 

Ditjen Mandikdasmen Depdiknas dikuasai oleh pihak ke tiga (karyawan 
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Depdiknas dan masyarakat) Tanah dan bangunan miiik Dit]en Mandikdasmen 

seluas 4.380 M2 yangberalamat di Jl. Sriwijaya IV No.I RT.003/RW003 

Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dikuasai p1hak 

ketiga (dhi. para pensiunan karyawan Depdiknas) sejak tahun 1962 sampai 

dengan sekarang. Selain itu ada lagi aset tetapDitjen Mandikdasmen Depdiknas 

senilai Rp 462.429.350 dikuasai/digunakan oleb pihak ketiga Berdasarkan basil 

inventarisasi BMN yang dHaksanakan oleh BPKP, dik:etahui terdapat aset tetap 

Ditjen Mandikdasrnen Depdlknas yang dikuasai/digunakan ofeh Pihak Ketiga 

(tidak sesuai tupo:ksinya) yaitu sebagai berlkut : 

Tabel4.15 

No Je.nisBMN Nama Satker Jumlah &tual'l Nilai (Rp) 

-
I Gedung dan Direktorat Pembinaan 30 Vnlt o38.t4HlO 

Bangumm Sekolah Mcnengah 

' 
Kejuruan 

< 

r-·- ··---· 
2 Peralatan dan Oirektorat Pembinaan 4 Buah 214.268.500 

mesin SMA 
Direktorat Pembinaan ; Buah 10.015.000 
Sekolah Menengah 
Pertama 

-······· 

Jumlah 39 462.429.350 

Sampai dengan pemeriksaan tanggal24 Oktober 2007, belum ada tindak lanjut dari 

masing~masing satker atas aset yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga tersebut. 

Sedangkan untuk satker di daerah belum ada laporan. 
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4.3 Upaya-upaya yaHg di lakukan pat/a Direklorat Jeuderal ~fandikdasmen dalam 

pelaksauaan akulllabilltas dan transpartmsi Akmrtabilitas Pengelolaan Asel 

Tetap Pada Direktcrat Jeuderal Ma11dikdasmeu 

Sistem pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap pemerintah adalah secara 

berjenjang, adapun jenjang pertanggungjawaban pengelolaan aser tetap sebagai 

berikut : 

Gambar 4.16 

Gambar Jenjang Pertanggungjawaban Pengelola Aset Tetap 

Departemen 
Keuangan 

Pertanggungjawaban pengefolaan aset tetap dimulaj dar! satuan kerja kepada 

eselon II. Unit eselon n tersebut akan rnenggabungkan seluruh 

pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap untuk semua satuan kerja yang 

berada daiam lingkungan kerjanya dan menyarnpaikannya ke unit eselon terkait. 

Selanjutnya setiap unit eselon f menyampaikan pertanggungjawaban 

pengelolaan aset tetap untuk semua satuan kerja yang ada di lingkungan 
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kerjanya kepada menterilpimpinan lembaga melalui sekretaris jenderallsekretaris 

utama. Selanjutnya menteri/pimpinan lembaga menyampaikan 

pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap kepada menteri keuangan melatui 

Direktur Jendera1 Kekayaan Negara jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara akan menyusun dan mernpersiapkan Iaporan rekapituiasi barang milik 

negara kepada presiden. Disamping itu, pada akhir taltun bersamaan dengan 

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 

pemerintah akan menyusun neraca yang berisikun aset, utang dan ekuitas dana 

pemerintah. 

Gambar 4.16 

Gambar Alur Pcrtanggungjawaban Dana Dekonsentrasi 

,. -·· ' .......... ., 
. . . 
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• Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker di daerah 

sudah menjalankan sistem pertanggungjawaban berjenjang dari satker dl sub 

dinas dengan koordinator PUM PPD, laporan pertanggungjawaban bisa 
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langsung ke eselon I untuk SAK ke bagian keuangan dan SIMAK-BMN ke 

bagian umum. 

4.3.1 Penyelelfggaraan Sistem Akuutattsi Aset Tetap pada Direktorat Jenderal 

Maudikdasme11 

UU No. 17 ta.hun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 30 mengamanatka.n agar 

Presiden menyampaikan r.ancangan undang~undang tentang pelaksanaan APBN 

kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan selambat~lambatnya 6 (enam) bulan seteiah tahun 

anggarang berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud setidak~tidakny.a terdiri 

dari laporan realisasi APBN1 Neraca, Laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. 

Untuk menghasHkan · Iaporan keuangan diatas, Departemen Keuangan teiah 

mengembangkan system akuntansi pemerintah pusat {SAPP). SAPP terdiri dari 

dua sub system, yaitu : 

I. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) 

2. Sis.tem Akuntnasi Instansi (SAl) 

SlAP adalah serangkalan prosedur manual maupun yang tcrkomputerisasi mulai 

dari pengumpulan data pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 

posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat SiAP dibagi atas 

system akuntansi umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara 

(SAKUN). SAU merupakan system akuntansi yang akan menghasilkan laporan 

realisasi anggaran dan neraca untuk tingkat pemerintah pusat. SAKUN 

merupakan system akuntansi yang akan menghasilkan laporan arus kas 

pemerintah pusat. 
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SAl adalah serangkaian proses manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, penca.iatan, penglkhtisaran sampai dengan pelaporan posisi 

keuangau dan operasi keuangan pada kementrian I lembaga, 

Kementrianllembaga wajib menyefenggarakan SAl untuk menghasilkan laporan 

keuangan. SAl terdlri dari sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan 

laporan - laporan rea!isasi anggaran tingkat kementrian I 1embaga dan sistem 

akuntans.i barang milik negara (SABMN), yang akan menghasHkan neraca 

kementrianllembaga. SABMN ini akan membukukan aset tetap pemerintah. 

Aset tetap pemerintah tersebut akan dilaporkan de neraca dan Japoran barang 

milik negara, SABMN merupakan sus sistem dari sistem akuntansi in.stansi yang 

diselenggarakan dengan tujuan menghasilkan jawaban atas pelaksanaan APBN 

serta alat manajemen. 

Disamping mengbasilkan infonna.si sebagai dasar penyusunan neraca 

kementrian I lembaga. SABMN juga menghasilkan informasi-informasi untuk 

memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pengelola barang milik negara dan 

kebutuhan-kebutuhan manajerial kernentrian/lembaga lainnya. Pengertian 

termasuk barang-barang bersejarah (heritage assets). Pelaksanaan SABMN oleb 

kesatuan kerja pemerintab mengandung beberapa prtnsip yaitu : 

l. Ketaatan, yaitu akuntansi Barang Miiik Negara dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundangRundangan yang terkait dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. Apanila prinsip akuntansi bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah peraturan 

perundang-undangan 
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2. Konsistensi, yaitu akuntansi Barang Milik Negara dilaksanakan secara 

berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang ber!aku 

3. Kemampubandingan, yaitu akuntasi Barang Milik Negara menggunakan 

klasifikasi standart sehingga rnenghasilkanlaporan yang dapat 

dibandingkan antar periode akuntanst 

4, Materialitas. yaitu akuntansi Barang Milik Negara dilaksanakan dengan 

tertib dan diatur sehingga seluruh informasi yang rnempengarubi 

keputusan dapat diungk.apakan 

5. Obyektif, yaitu akuntansi Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan 

keadaan sebenamya 

6. Kelengkapan. yaitu akuntansi Barang Milik Negara mencakup seluruh 

transaksi Barang Milik Negara yang terjadi. 

Pada Direktorat Jcndernl Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker di dacrah 

yang rnengelofa dana dekonsentrasi telah menjalankan Sistem Akuntal1si Aset Tetap 

sesuat aturan yang berlaku seperti yang tercantum dalam bagan berikut 

Gambar4.17 

Bagan Mckanisme Kerja SAl 

MEKANISME KERJA SAl 

Sistim Akuntansi :::::::>1 ~•UI'f'A·t> 
lnsta:nsi (SAl ) SI<PD -~ 

;-·~~·· T 
~ Unit ~ Unh ::W ! SistlmAkuntansl Sbii!T'Akunl•r>sl Satang 
~lUI;ran ISAK) (SABMNI 1 

__ ) 
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Keterangan gambar : 

Unit Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Unit Sistem Akuntansi Barang (SABMN) 

yang ada di daerah melaporkan dengan dasar data dari subdin pendidikan dasar dan 

subdin pendidikan menengah kepada SKPD yang nantinya bisa dllaporkan langsung ke 

UAKPA eselon l. Tetapi sebelumnya dilaporkan pula ke UAKPA-W. 

4.3.2 Pembentukall Organisasi Pelaksa11a Akuntansi Borang Milik Negora 

Untuk metaksanakan akuntansi Barnng Milik Ne~ra, kemertian/lembaga 

membentuk unit akuntansi Barang Milik Negara sebagai berikut : 

a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) 

UAPB merupal.:an unit akuntansi Barang Milik Negara yang pada tingkat 

kementrian negarailembaga (pcngguna barang). Penanggung jawab unit 

akuntansi tersebut adalah mcnteri/pimpinan lembaga 

b. Unit Akuntansi Pembentu Penguasa Barang (UAPPll-EI) 

UAPPB~El merupak.an unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat eselon 

l. Penanggungjawab unit akuotansi tersebut adalah pejabat eselon I 

c. Unit Akuntansi Pembantu penguasa Barang sebagai UAPPB~W 

UAPPPB-W merupakan unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat 

kantor wilayah atau unit kerja lainnya yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. 

Penanggungjawab UAPPB-W dekonsentrasi adalah gubemur sedangkan untuk 

UAPP-W tugas pembantuan adalah Bupati atau Walikota 

d. Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 

UAKPB merupakan unit akuntaosi Barang Milik Negara pada tingkat satuan 

kerja (kuasa pengguna barang) yang memiliki wewenang mengurus dan atau 
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menggunakan Barang Milik Negara serta menguasai anggaran sesua.l dengan 

ketentuian yang berlaku. Penanggungjawab UAKPB adalah kepala 

kantorlkepaia satuan kerja. Untuk UKPB dekonsentrasi I Tugas Pembantuan 

penanggungjav.-abnya adalah k:epala sa.tuan kerja peringkat daerah (SKPD) unit 

organisa.si pelaksana akuntansi barang milik negara adalah secara berjenjang 

dapat dilihat di bagian sebagai bedkut : 

Gambar4.!8 

Jenjang Unit Organisasi Pelaksana Akuntansi Barang Milik Negara 

UAPB 

UAPPB-W UAPPB-W 

UAKPB ~UAKPB UAKPB UAKPB 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat bersama satker di 

daerah yang mengelola dana dekonsentrasi telah menjalankan Sistem Organisasi 

Pelaksana Akuntansi Barang MIJik Negara sesuai peraturan yang ada di bawah 

koordinasi PUM PPD ( Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen ) 
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Gambar4.!9 
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4.3.3 Pembuatan Prosedur akunltmsi Baraug Milik Negara pada Direktorat 

Jenderal Maudikdasmeu 

4.3.3.1 PengklaslflAasian Jeuis Transaksi da11 Dokemeu Sumher 

Secara umum akuntansi barang milik kekayaan negara terdiri dar! ernpatjenis 

yaitu: 

l. Saldo awal 

Saldo awal merupakan saldo awal banmg milik negara pada awal tahun 

anggaran berjalan atau awal tahun dimuJai impiementasi SABMN. Saldo 

awal tersebut merupakan akumulasi seluruh perolehan Barang Milik: Negara 

dari tahun~tahun sebelumnya. 

2, Perolehan Barang Milik Negara 

Perolehan Barang Milik Negara merupakan pertambahan Barang Milik 

Negara secara kuantitas. Tennasuk dalam pengertian perolehan Barang 

119 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



Milik Negara pembellan, hibah (masuk), rampasan. penyelesaian konstruksi, 

pembataian penghapusan aset, reklasifikasi aset yang mengaklbatkan 

bertambahnya a:set tertentu. Dokumen sumber untuk perolehan aset .adalah 

berita acara serah terima Barang Milik Negara, bukti kepemilikan, surat 

perintah membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), faktur 

pembelian, kuitansi dan dokumen lain yang sah. 

3. Perubahan Barang Mifik Negara 

Perubahan Barang Milik Negara merupakan penambahan atau pengurangan 

kuantitas/nilai barang milik negara yang menggunakan satuan Jainnya 

dirnana penambahan atau pengurangan tersebut tidak mengakibatkan 

keseluruhan barang milik negara bertambah/hilang. Tennasuk dalam 

pengeritan perubahan adalah pengurangan kuantitas/nifai Barang Mi:-ik 

Negara dimana pengurangan tersebut ttdak akan menyebabkan keseluruhan 

Barang Milik Negara hilang. Pengembangan barang milik negara yang 

dikapitalisast sehingga mengakibatkan pemindahbukuan dari buku inventaris 

ekstrakomtabel menjadi dicatat di buku inventaris intrakomptabel, 

perubahan kondisi Barang Milik Negara dan kondisi pencatatan atas nilai I 

kuantitas Barang milik Negara yang telah dicatat dan tclah dilaporkan 

sebelumnya. 

Dokumen sumber untuk perubahan Barang Milik Negara adalah berita acara 

serah terima Barang Milik Negara, bukti kepemilikan Surat Perintah 

Membayar (SPM)JSurat Perlntah Pencafran Dana (SP20), faktur pembelian, 

kuitansi, surat keputusan penghapusan dan dokumen lain yang sah. 

4. Penghapusan Barang Milik Negara 
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Penghapusan merupakan transasi untuk menghapuskan Barang Milik Negara 

dari pembukuan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan oleh instansl 

yang berwenang, termasuk dalarn transaksi ini adlaah transfer keluar~ hibah 

(ketuar), reklarifikasi keJuar dan korek.si pencatatan yang mengubah catatan 

Barang Milik Negara yang telah dilaporkan sebelumnya. 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat bersama satker 

di daerah yang mengelola dana dekonsentrasi teJah menjalankan Sistem 

yang mengatur Jenis Transaksi dan Dokemen Sumber Barang Milik Negara. 

43.3.2 Pelaksanaan Pengkodean Barang Milik Negura 

Barang Milik Negara menggunakan sistem pengkodena baik untuk tujuan 

manajemen aset maupun untuk tujuan akuntansl. Pengkodean Barang Milik Negara 

terse but terdiri darijenis kode. yaitu : 

a. Kode Lokasi 

Korle lokasi adalah kode yang digunakan untuk mengideotifikasi unit 

pertanggungjawaban akuntansi Barang Miiik Negara. Kode ini terdiri dari 15 

angka yang memuat kode UAPB, UAPPB-EI, UAPPB-W dan UAKPB. Kode 

UAPB mengacu kepada kode bagia.n angggaran kementrian negarallembaga. 

Kode UAPPB-El mengacu k:epada kode anggaran unit eselon satu bersangkutan 

, kode UAPPB·W mengacu kepada kode wilayah anggaran. Kode UAKPB 

mengacu kepada kode satuan kerja yang ada pada Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DIP A) 

b. Kode Barang 
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Barang Milik Negara diberi kode barang yang terdiri dari golongan bidang, 

kelompok, sub kelompok dan sub sub kelompok. Pengelompokkan kode barang 

diatas berhubungan dengan sistem akuntansi Barang Milik Negara pada masine

masing jenjang organisasi akuntansi Barang Milik Negara, Pada tingk:at 

UAKPB, aset tetap diklarifika.sikan ke dalam sub sub kelompok. Pada tingkat 

UKPB~ W aset tetap diklarifikasikan kc dalamsub kelompok. Pada tingkat 

UAPPB-El dan UAPB diklarifikasikan ke dalarn kelompok. 

c. Kode Registrasi 

Kode regi:.trasi merupakan ta~tda mengenal Barang Milik Negara. Kode 

registrasi merupakan gabungan kode !okasi dan kode barang. Kode lokasi sama 

dengan kode lokasi di angka a ditambah dengan empat angka untuk t:ahun 

perolehan aset tetap. Kode barang sama dengan kode barang di angka b 

ditambah enam angka untuk nomor urut pendaftaran. 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat bersama satker di 

daerah yang mengelola dana dekonsentrasi telah menjalankan Sistem 

Pengkodean Barang Milik Negara 

4.3.3.3 Prosedur Akuntansi 

Proses akuntansi pada sistem akuntansi Barang Milik Negara adalah secara 

berjenjang dimulai dati unit akuntansi yang terbawah sampai dengan unit akuntansi 

yang tertinggi. Adapun prosedur akuntansi sistem akuntansi Barang Milk Negara 

adalah sebagai berikut : 

a. Unit akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA} 
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Ditingkat UAKPA proses akuntansi yang dilaksanakan terdiri dari dua proses 

akuntansi yaitu sebagai berikut: 

A I. Proses Buhman dan Semesteran 

Proses bufanan dan semesteran di UAKPA adalah sebagai berikut: 

Membukuk.an data transaksi aset tetap ke dalam buku inventaris 

intrnkornptabel, buku inventories ekstrakomptahel, buku barang 

bersejarah berdasarkan dokumen sumber. 

Membuat atau memutahirkan kartu inventories barang (KIB}, daftar 

inventories ruangan (DIR) dan dafter inventaris lainnya (DIL) 

Membuat laporan Barang Milik Negara semesteran 

Menyampaikan data transaksi aset tetap ke unit akuntansl keuangan 

Menyampaikan lap •• nm Barang Milik Negara beserta arsip data 

komputer (ADK) di UAPP-WIUAPPB-El 

Mengarsipkan laporan Barang Milik Negara 

A2. Proses akhir periode akuntansi 

Proses akhir periode akuntansi di UAKPB adalah sebagai berikut : 

melakukan pengecekan ulang atas konrlisi aset tetap yang berada di 

ruangan 

mencatat perubahan kondisi aset tetap yang telah disyahkan oleh 

penanggungjawaban ruangan ke dalam sistem akuntansi Barang Milil< 

Negara 

Membuat laporan kondisi barang (LKB) 

Meminta pengesahan penanggungjawab UAKPB dan LKB 
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Membuat laporan Barang Mi!ik Negara tahunan berdasarkan saldo BI 

iotrakomptable, BI ekstrakomptable dan buku barnag bersejarah 

Meminta pei"Setujuan penanggungjawab UAKPB atas laporan Barang 

Milik negara 

Menyampaikan Japoran Barang Milik Negara tahunan dan LKB beserta 

ADK ke UAPPB-W atau ke UAPPB-El untuk UAKPB pusat selambat

lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. 

Untuk UAKPB Dekonsentrasiffugas Pembantuzn selain rnengirimkan 

laporan Barang Milik Negara beserta ADK ke UAPPB-E I pada 

kementrian negara /lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi I 

tugas pembantuan. 

Mengarsipkan BI intrakomptable, BI ekstrakomptabit;. Buku Barang 

Bersejarnh, salinan LKB. dan salinan iaporang Barang Milik secara tertib 

Melakukan proses back up data tutup tahunan 

B. Prosedur akuntansi tingkat unJt Akuntansi Pembantu Pengguna Barang 

Wilayah (UAPPB-W) 

Ditingkat UAPPB-W proses akuntansi yang dilaksanakan terdiri dari dua proses 

akuntansi yaitu sebagai berikut: 

B L Proses Semesteran 

menerima ADK dan Laporan Barang Mllik Negara dan UAKPB 

menggabungkan ADK/Laporan Banmg Mllik Negara yang diterima dari 

UAKPB ke dalam BI intrakornptable dan buku barang bersejarah 

UAPPB-W 
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membuat laporan Barang Milik Negara sernesteran 

melakukan rekonsiliasi internal laporan Barang Milik Negara dengan 

laporan Keuangan bersama UAPPA~W dan melakukan koreksi apabila 

ditemukan kesalahan 

menyampaikan laporan Barang Mifik Negara beserta ADK ke 

UAPPB.El dan ke kantor beserta ADK ke UAPPB.El dan ke kantor 

wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan (KANWIL DITJEN PBN) 

di wilayah ma&ing-masing, selambat~lambatnya 20 (dua puluh) hari 

setelah berakhirnya semester bersangkutan. UAPPB~W Dekonsentrasi I 

Tugas Pembantuan menyampaikan laporan Barang Milik Negara ke 

UAPPB~El, kementrian negara/Lembaga yang mengalokasikan dana 

Dckonsentrasl!Tugas Pembantuan tanpa ADK 

mengarsipkan salinan laporan Barang Miiik Negara secara tertib 

B2. Proses Akhir Periode Akuntansi 

mcmbuat dan meminta pengesahan penanggung jawab UAPPB-W atas 

LKS 

memuat laporan Barang Milik Negara tahunan 

melakukan rekonsiliasi internal Barang Milik Negara dengan Laporan 

Barang Milik Negara dengan laporan Keuangan bersama UAPPA-W dan 

melakukan koreksi apabiia ditemukan kesalahan 

menyampaikan Japoran Barang Milik Negara dan LKB ke UAPPB-El 

dan ke kanwil Ditjen PBN di wilayah masing~masing beserta ADK. 
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Selambat-lambatnya 254 (dua pu!uh lima harl) setelah berakhirnya satu 

periode akuntansi 

UAPPB-W Dekonsentrasi/tugas pembantuan menyampaikan Laporan 

Barang Milik Negara ke UAPPB~El pada kementrian Negara!Lembaga 

yang mengaJokasikan Dana Dekonsentrasi J Tugas Pembatuan tanpa 

ADK 

Mengarsipkan BI intrakomptable, Buku Barang Bersejarah, Salinan LKB 

Melakukan back up data dan tutup tahunan 

c . Prosedur Akuntansi Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 

(UAPPB-El). 

Di tingkat UAPB proses akuntansi yang dilaksanakan terdiri dari dua proses 

akuntansi yaitu sebagai berikut : 

Cl. Proses semesteran 

menerima ADK dan laporan Barang Milik Negara dari UAPPB-El 

menggabungkan ADK/Iaporan Barang Milik Negara dan dHerima dari UAPPB

El ke dalam BI intrakomptable, Bl ekstrakomptable, dan buku barang 

bersejarah UAPB 

membuat laporan Barang Milik Negara semesteran dan meminta pengesahan 

penanggungjawab UAP atas laporan Barang Milik Negara semesteran 

melakukan rekonsiliasi internal Barang Mi!ik Negra dengan laporan keuangan 

bersamaUAPA dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalab:an 
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menyampaikan laporan Barang MiHk Negara beserta ADK ke mentri keuangan 

cq. Ditjen PBN paling lambat 35 (tiga puluh lima} hari setelab berakhimya 

semester yang bersangkutan 

mengarsipkan iaporan Barang Milik Negara secara tertib 

C2. Proses akhir periode akuntansi 

mencetak LBK, BI intrakomptabfe dan lapomn Barang Milik Negara talmnan 

meminta pengesahan penanggungjawab UAPB atas laporan Baraog Milik 

Negara 

menyampaikan laporan Barang Milik Negara beserta ADK kementrian keuangan 

cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan selambat-lambarnya 40 (empat puluh) bari 

setelah berakl.irnya anggaran 

melakukan pemutakhiran data Japoran Barang Milik Negata dengan Ditjen PBN 

cq. Direktorat Pengelola.an BM/KN setiap akhir tahun anggaran dan melakukan 

koreksi apabila ditemukan kesa!ahan 

melakukan rekonsiliasi internal laporan Barang Milik Negara yang telah 

dimutahirkan beserta ADK ke Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal 

Perbendaharaan paling tambat 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya tahun 

anggaran 

mengarsipkan salinan, LKB. BI lntrakomptable dan laporan keungan BMN 

secara tertib dan teratur 

melakukan proses back up data dan tutup tahun 

4.3.4 Keluarau Sis/em Akuntansi BMN Pada Direklorat Je/lderal Mandikdasmen 
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Dokumen atau laporan yang dihasilkan oleh system akuntansi BMN adalah sebagai 

berikut: 

a. Tingkat UAKPB 

Buku inventaris (Bl) intrakomptabel 

Bl ekstrakornptabel 

Buku Barang Bersejarah 

Kartu lnventaris (KJB) barang tanah 

KIB bangunan gedu~g 

KIB alat angkutan bermotor 

KIB alat persenjataan 

Daftar Jnventaris Lainnya (DIL) 

Daftar lnventaris ruangan (DIR) 

Laporan Banmg Milik Negara semesleran 

Laporan Barang Mllik Negara Tahunan 

Laporan kOndisi Barang (LKB) 

b. Tingkat UAPPB-W /UAPPB-EII UAPB 

c. Adapun laporan I dokumen yang dihasilkan oleh system aluntansi barang milik 

Negara tingkat UAPPB-W I UAPPB ·-Ell UAPB adalah sebagai berikut: 

- BI intrakomptabei 

- Bl ekstrakomptabei 

- Buku Barang Bersejarah 

- Laporan BMN semesteran 

- Laporan BMN tahunan 
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Pada Direktorar Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat bersama satker di daerah 

yang mengelola dana dekonsentrasi telah menjalankan Prosedur Akuntansi,seperti yang 

tercantum rlalam Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Sistem Akuntansi 

Barang Milik Negara (SABMN) 

Gambar4.20 
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Laporan Barang · 
Tahunan 
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Dir PeN 
•• 

Kesemua langkah dan proses diatas adalah upaya.upaya yang di lakukan pada 

Direktorat Jenderal Mandikdasmen dalam pefaksanaan akuntabilitas dan 

transparansi Pengelofaan Aset Tetap pad a Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

4.4 Hambatan~lrambataJt yallg dialami pengelola aset pada Direktorol Jenderal 

Mandikdasnum dulam pelaksmtau11 aktmlabi!itas dan trausparansi 

1/.4.1 Perma$(1/alum Dana Detwnsentrasi 

Selain besar jumlahnya dana dekonsentrasijuga ban yak pennasalahan. Data 

pelaporan yang ada di Direktorat Jenderal Mandikdasmen sering ada 

permasalahan sehingga mempengaruhi ketepatan dan keakuratan data. Adapun 

permasalannya ada lab : 

• adanya keengganan dari pernerintah pusat untuk menyerahkan kewenangan 

berikut pembiayaannya kepada daerah; 
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~ peran Departemen Keuangan sebagai katup akhir penentuan keputusan 

pengalokasian penggunaan pengeluaran negara, terutama pengeluaran 

pembangunan dan dana perimbangan belum maksimal; 

• hampir tldak adanya departemen/Lembaga yang melakukan penyesualan tugas 

pokok dan fungsi dengan perubahan bidang kewenangan pasca desentralisasi, 

yang kemudian berturut~turut menyebabkan tidak adanya penyesuaian struktur 

organisasi, struktur kepegawaian, dan pada akhimya tidak ada perubahan dalam 

jenis dan ruang lingkup kegiatan serta alokasi anggaran kegiatan; 

• rendahnya pemahaman para penyelenggara dekonsentrasi; 

• ketidakseimbangan antara jumlah dan bobot urusan pemerintahan yang wa:jib 

ditangani dan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota da1am rangka 

iesentralisasi, dengan besar pcmbiayaan yang diterima oleh kabupatenlkota 

melalui dana perimbangan~ serta 

keterlambatan pemerintah pusat da!am mengeiuarkan peraturan perundangnn 

lanjutan yang mendukung peneapaian efektifitas penyelenggaraan dekonsentrasi. 

• Adanya belanja sosiaJ yang sangat besar menimbulkan pcrtanyaan bagi 

pemeriksa, mengenai kesesu.aian tugas pokok dan fungsi Di~en Mandikdasmen. 

4.4.2 Kelemaltan Akuntansi dan Perlanggungjawaban 

• Tanggung jawab kementerian terhadap penggunaan anggaran belum cukup 

tegas; 

• Laporan keuangan hanya meliputi reaiisasi anggaran dan penyajiannya sangar 

lam bat 

• Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif dan tumpang tindih 
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• Konsel<wensi dari adanya belanja sosial yang menjadi asct tetap, akan 

berpengamh terhadap realisasi belanja modal yang sebenarnya1 dan ini menjadi 

temuan pemeriksa, dan permasalahan ini bila tidak cepat ditangani akan menjadi 

akumulasi permasalahan yang berpengaruh kepada opini Laporan Keuangan 

Departemen dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

4.4.3 Permasala!Jan Manajemen Satker Pusat 

1. Dalam proses penyusunan pelaporan tersebut mengalami hambatan dan 

kendaJa, diantaranya : 

• Sebagian sumber daya manusia yang sudah terlatih dan kompeten di 

bidangnya dimanfaatkan oteh Satker-satker yang lain untuk membantu 

pekerjaan mereka 

• Keterbatasan sumber daya yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi 

umumnya dan akuntansi pemerintahan pada khususnya 

• Analisa dalam memahami output terhadap pekerjaan yang telah dihasilkan 

belum optima1 

2. Pennasalahan Jainnya antara Jain : 

• Masalah sentralisasi penerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen 

mengakibatkan terlambatnya proses infut data. 

• Masih terdapat kesalahan pembebanan maupun kode mata anggaran pada 

SPM yang tidak sesuaJ dengan DIPA. 
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• Masih ada realisasi anggaran melebihi pagu yang mengakibatkan saldo 

negatif. Hal in! akibat dari proses perubahan DIP A tidak melaporakan ke 

Sekretariat. 

• Belum berjahm koordinasi setiap satker dalam meJaksanakan revisi DlPA 

dengan Database SAl Direktorat Jenderal, hal ini mengakibatkan kesulitan 

pada saat proses Rekonsiliasi dengan KPPN. 

• Data yang ditampiikan dalam neraca ada!ah data yang dihasilkan oleh ADK 

SABMN dimana untuk beberapa wilayah terdapat perbe:daaan yang cukup 

signifikan dengan data yang diperoleh dari BPKP _ 

• Data aktiva tetap yang berasal dari BPKP memiliki nilai yang cukup tinggi 

bila dibandingkan dengaJi data yang disertai dengan ADK, hal ini karena: 

terdapat aktiva tetap yang perlu disesuaikan karena terjadi reorganisasi di 

tingkat Eselon 1 (pemisahan Mandikdasmen dengan PMPTK) 

4.5 Ketaatau terlladap peraturan peruuda11gan dalam mengelnla QSet pada 

Direktorat Jenderal Mamiikdasme11 rmtuk mewujudka11 okuutabilitas dan 

tran~paronsi 

4.5.1 Keterkaitalt Kebijakan Akuntausi Aset Tetap herdasarkan keputusau 

peruturan pemeritttall pada Dfrekt()tat Jenderal Ma1Jdikdasme11 

Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

mengamanatkan agar bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan 
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yang ditetapkan dengan peraturan pernerintah. Selanjutnya undangMundang No. 

l tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan 

standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan keputusan presiden. 

Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, presiden RI teJah 

menetapkan keputusan presiden Rl No. 24 tahun 2004 tentang Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tanggal 5 oktober 2005 dan terakhir diubah 

dengan keputusan presiden RI no. 2 tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Keputusan r.o. 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah 

KSAP tersebut telah menyusun satu draff kerangka konseptual akuntansi 

pemerintahan dan sebclas draft standar akuntansi pemerintahan melalui dua 

proses yang berlaku umum dan penyusunan sta.ndar akuntansi. Selanjutnya draft 

tersebut ditetapkan olell presiden RI menjadi Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) tertanggal 13 Juni 2005. SAP menganut basis akuntansi "cash roward 

accrual" , 

Kewajiban Unit Akuntansi Keuangan di Iingkungan Departemen 

Pendidikan NasionaJ (Permendiknas 31/2006) adalah memproses dokumen 

sumber untuk menghasilkan laporan keuangan~ Pengiriman danlatau 

penggabungan laporan keuanga.n; Penyusunan laporan keuangan; Rekonsi1iasi 

atas Japoran keuangan. Direktorat Jenderal Mandikdasmen telah menjalankan 

sesuai peraturan. 

4.5.2 Kesesuaian Definisi dan Klasifikasi Aset Telup deugan SAP pada Direktorat 

Jenderal Mandiktfasme11 
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Menurut PSAP no. 07 paragraf 16, aset tetap merupakan aset berwujud 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan 

daiam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset 

tetap pemerintah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi 

juga dalam aktivitas opera.si entitas pemerintah. Klasifikasi aset tetap pemerintah 

sebagai berikut : 

tanah 

peralatan dan mesin 

gerlung dan baogunan 

jalan. irigasi, dan jaringan 

aset tetap lainnya 

konstruksi dalam pengerjaan 

Tanah dikeiompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan 

dalam kondisi siap pakai. 

Gedung dan bangunan mencakup se!uruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan yang 

clilaporkan dalam neraca pemerintahan antarn lain bangunan gedung1 monurnen, 

bangunan mena~ rarnbu-rambu clan tugu titik kontroL 

PeraJatan dan mesin mencakup mesin~mesin dan kendaraan bermotor. 

elektronik dan inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya significan 

dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan~ dan dalam kondisi siap pakai. 
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Jalan. irigasi, dan jaringan mencakup jalan~ irlgasi dan jaringan yang 

dibangun pemerintah serta dievaluasi oleh pemerintah dan dalam kondlsl siap 

digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaporkan dalam neraca mencakup 

jalan, jembatan, bangunan air, instalasi. jaringan. Tidak tennasuk dalam 

kelompok jalan, irigasi dan jaringan adalah tanah yang diperoleh untuk 

pernbangunan jalan irlgasi dan jaringan tersebut. Tanah tersebut dimasukkan 

dalam kelompok tanah. 

Aset tetap Iainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 

ke dalam kelompok tanah, gedung dan bangunan. peratatan dan mesin serta 

jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya yang dilaporkan di neraca 

mencakup antara lin koleksi perpustaban I buku dan barang bercorak seni I 

budaya konstruksi tit:am pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan. Konsrtuksi dalam pengerjaan mencakup gedung dan 

bangunan peralaran dan mes!n, jalan irigasi, dan jaringan yang beium selesai 

dibangun sampai pada tanggal pelaporan. 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat dan sarker di 

daerah yang mengelola dana dekonsentrasi telah menetapkan Definisi dan 

Klasifikasi Aset Tetap dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) 

4.5.3 Kesesuaian Pengokuan Aset Tetop meuferi keuangan Rl No. OIIKM.1211001 

dan SAP pada Direktorat Jenderol Mandikdasmen 

Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap pemerintah jika aset tersebut 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 
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aset tersebut berwujud 

mernpunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 

biaya peroleha.n dapat diukur dengan andal 

Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan 

Pengakuan aset tetap akan sangat andai jika aset tetap tclah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah 

apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan I 

penguasaan secara hukum. Biasanya hak tersebut dapat dibuktikan dengan 

dokumen resmi misalnya sertlfikat tanah dan bukti kendaraan bermotor. 

Apabila perolehan aset tetap tersebut belum didukung dengan bukti formal 

dikarenakan masih adanya suatu proses administra:.: yang harus dipenuhi, 

aset tetap tersebut harus diakui pada saat rerdapat bukti bahwa penguasaan 

aset tetap tersebut telah berpindah tangan. Bukti tersebut dapat berupa bukti 

telah terjadi pembayaran atas aset tetap kepada pemilik sebelumnyalsupplier. 

Pengakuan aset tetap erat kaitannya dengan pencatatan aset tersebut di 

neraca. Akan tetapi standar akuntansi untuk rnenetapkan batasan belanja 

yang akan diakui sebagai aset tetap. Sedangkan di lingkungan pemerintah 

pusat, mlsalnya telah ditetapkan kebijakan akuntansi yang menetapkan aset 

tetap dicatat de neraca jika aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal 

nilai kapitalisasi yang II'Icngacu kepada keputusan menteri keuangan RI No. 

O!IKM.1212001 tanggall& mei 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi BM!KM 

dalam sistem akuntansi pemerintahan. Pengertian nilai satuan minimum 

kapitalisasi a.set tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan 
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nilai aset tetap dari basil pengembangan. reklasifikasi, renovasi dan restorasi. 

Dalam keputusan tersebut nilai minimum satuan kapitaiisasi aset tetap 

ditetapkao sebagai berikut : 

Pengeiuaran untuk nilai per satuan peralatan dan musim, alat olahraga 

ditetapkan sebesar Rp. 300.000 arau lebih 

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan ditetapknn sebesar Rp. 

10.000.000 atau lcbih. 

Nilai satuan minimum aset kapitalisasi aset tetap tidak berlaku terhadap 

pengeluaran untuk tanah. jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap iainnya berupa 

koleksi perpustakaan, bercorak kesenian. 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker di 

daerah yang mengelola dana dekonsentrasi telah sesuai dengan keputusan 

menteri keuangan RI No. OJ/K.lvL121200l tanggai 18 mei 2001 tentang Pedoman 

Kapilalisasi BMIKM datam sistem akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan {SAP) 

4.5.4 Kesesuaian Peuilaian Aset Tetap denga11 peratura11 pemerintail pada 

Direktorat Jeuderal ~Vaudikdasmeu 

Aset tetap pernerintah dinilai berdasarkan harga perolehan, Apabila 

harga perolehan aset tetap dengan menggunakan harga peroiehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat 

perolehan. 

Untuk aset tetap pemerintah yang diperoleh denga:n swakelofa maka nilai 

perolehan aset tersebut meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja. bahan baku. 
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Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengkapan, tenaga iistri~ sewa peralatan dan semua biaya yang terjadi 

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Untuk kepentingan penyusunan neraca awal entitas pemerintah, biaya 

perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal 

tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas 

perofehan aset tetap bam, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau wajar 

bila biaya perofehan tidak ada. 

Biaya perolehan suatu aset tetap tercliri dari harga belinya atau 

konstruksinya termasuk biaya impor dan setiap blaya yang dapat distribusikan 

sccara iangsung dan membawa asct tersebut ke kondisi yang membuat aset 

tersebut siap untuk digunakan. 

Tanah diakui pertama kali sebcsar biaya perolehan. Biaya perolahan 

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah. Biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, 

penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan .sampai tanah tersebut siap 

digunakan. NiJai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah 

yang dibeli jika hangunan tua yang dimaksudkan untuk dimusnahkan. 

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah 

pengeluaran yang telah diJakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin 

tersebut sampai siap, Biaya yang termasuk dalam komponen peralatan dan 

mesin meliputi harga pembetian. biaya pengangkutan, biaya instatasl serta biaya 

lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan 

mesin siap untuk digunakan. 
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Biaya perolehan gedung dan banguna.n menggambarkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap dipakai. 

Biaya tersebut meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya 

pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan 

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolehjalan, irigasi 

dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan tersebut meliputi biaya 

perolehan atau biaya konstruksi atau biaya lain-loain yang dikeluarkan untuk 

mempersiapkan jalan, irigasi dan jaringan siap digunakan. 

Biaya perolehan aset tetap lainnya seperti buku perpustakaan, benda 

senilbercorak budaya meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh. aset tersebut sarnpai aset lersebut slap digunakan. 

Biaya-biaya lain yang bersifat administrasi maupun biaya umum yang 

tidak dapat dikaitkan langsung dengan aset tetap tidak dapat dimasukkan sebagai 

komponen aset tetap. Demikian juga blaya permulaan maupun biaya yang 

dikeluarkan pada saat awal pra~produksi tidal< merupakan bagian biaya suatu 

asct kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya, 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusal dan satker di 

daerah yang mengelola dana dekonsentrasi telah sesuai dalam penggunaan dasar 

penilai berdasarkan harga perolehan. Apablla harga perolehan aset tetap dengan 

menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 

didasarkan pada nilai wajar pada saat pcrolehan. Untuk aset tetap pemerintah 

yang diperoleh dengan s.wakelola maka nilai peroJehan aset tersebut meHputl 

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku. Biaya tidak langsung termasuk 

biaya perencanaan dan pengawasan. perlengkapan, tenaga listrik, se"va peralatan 
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dan semua biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap 

tersebut 

4.5.5 Kesuaian Penyusman Aset Tetap de11gan SAP pada Direktorat Je11deral 

Mandikdasmen 

Menurut pemyataan standar akuntansi pemcrintahan nomor 7, aset tetap 

disajikan betdasarkan harga pero!ehan sete1ah d:lrurangi akumulasi penyusuran . 

Penyusutan dalam hal ini tidak diartikan sebagai sumber dana penggantian 

melalnkan hanya sebagai petunjuk penerimaan nilai aset tetap. Dalam hal ini, 

penyusutan aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai 

dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat 

menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang aka.n mengalir 

ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk n.asing-masing periode diakui sebagai 

pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. 

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara 

periodik, Jjka terdapat perbedaan yang besar estirnasi sebelumnya, penyusutan 

periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode 

penyusutan aset tetap pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan rnetode 

sebagai be:rikut: 

metode garis lurus (straight line method) 

metode saldo menurun (declining method) 

metode unit produksi (unit production method) 

Pada Direktorat Jendernl Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker di 

daerah yang mengelola dana dekonsentrasi be!um memasukkan penyusutan 

karena pada saat ini baru fokus terhadap pendataa.n jumlah aset yang sebenarnya. 
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4.5.5.1 Kesesuaian Revaluasi Aset Tetap deugau peraturatt pemerinta/1 pada 

Direktarat JeiJderal Mamlikdasmen 

Di dalam PSAP namor 07, paragraf58, disebutkan bahwa penilaian kern bali 

asset tetap atau rev.aluasi pada umumnya tidak diperkenankan karena standar 

akuntansi pemerintah menganut penilaian asset tetap berdasarkan biaya perolahan. 

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan 

pemerintah yang berlaku secara nasional. Disamping disajikan di neraca, infonnasf 

lain yang lerkait dengan aset tetap perlu diungkapkan daiam catatan atas laporan 

keuan.gan. Hal-hal yang perlu diungkapkan adalah : 

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying 

amount) untuk masing-masing aset tetap 

b. Rekonsiliasi jumlah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 

penambahan, pefaporan, akumulasi peyusutan dan perubahan nilai 

c. fnformasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metodc penyusutan yang 

d!gunakan, masa manfaat/tariff penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto 

dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 

d. Eksistensi dan batasan rnmk atas assel tetap 

e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi asset tetap 

f. Jumlah pengeluaran untuk konstruksi daJam pengerjaan 

g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap 

Jika entitas melakukan kernba!i atas aset tetap (revaluasi), maka hal-hal berikut ini harus 

diungkap juga : 

b. Dasar peraturan untuk melakukan penilaian kembali aset tetap 
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c. Tanggal efektifpenilaian kembali 

d. Jika ada., nama penilai independen yang melakukan peni!aian kern bali 

e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap 

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker di daerah 

yang mengelola dana dekonsentrasi belum melakukan Revaluasi Aset Tetap karena 

pada saat ini baru fokus terhadap pendataan jumJah aset yang sebenamya. 

4.5.5.2 Tind(lk lanjut Peratura11 Mellleri Peudidikau Nasional Nomer 16 tallmr2008 

Untuk mempertegas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 

tahun 2007 di Departemen Pendidikan Nas[onal. 

l) Penegasan mengenai pembagian wewenang dan tanggungjawab unit·unit di 

Depdiknas dalam pelaksanaan Pennenkeu 171,2007, antara Iain: 

a. Mengenai Jaringan Komunikasi sistem 

b. Mengena.i Perangkat Keras dan Lunak. 

c. Mengenai pelaksanaan pelaporan berjenjang. 

d. Mengenai Jadwal pelaksanaan pelaporan berjenjang dan rekonsi!iasi data 

antar subsistem. 

e, Mengenai reward and punishment terkait pclaksanaan Pennenkeu 171, 

2007. 

2} Menuju menyusun strategi menuju opini BPK Waja.r Tanpa Pengecualian 

pada tahun 2009 

4.5.5.3 Jari11gan Pe/oporan Keumzgan Berbasis SA.I 

Bagian Keuangan dan Umum Setditjen Mandikdasmen telab rnenjalankan 

apiikakasi SAl dimana di dalamnya terdlri dari Sistem Akuntansi Keuangan 
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(SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Saat ini 

sistem tersebut sudah berja!an, tetapi akan lebih dioptimalkan. Dengan adanya 

Permandiknas di atas Tim pengembangan Sistem Akuntansi Bagian Keuangan 

Setditjen Mandikdasmen akan : 

5 Menata kembali sistem dan prosedur kerja, untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkaUcnn 

internal check, dan rnemperbaiki perlindungan terhadap aset, 

• Mengaplikasikan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan 

prosedur kerja 

• Menginventarisasi barang milik negara (BMN) sesuai sistem akuntansi instansi 

(SAl), 

• Meningkatkan efektivitas dan efesiensi sistem dan proserlur pembukuan dan 

pelaporan keuangan sesuai SAT, 

Sementara itu sarana pendukung yang sudah ada adalah, 

• Depdiknas telah memilikl Jardiknas (Jaringan Pendidlkan Nasional) 

• Jardiknas telah "siap pakai" 

• Jardiknas harus dimanfaatkan untuk meningkatkan eflsiensi kinerja 

manajemen Pendidikan Nasionai (governance) 

144 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



Gam bar 4.22 

Skerna Link Intranet Jardiknas 

Skema link Intranet VPN Jardiknas 
·--- 256kbJn-1Gbp• ·--- NOCSenayan-NOCJ:olt.onaiGOMbpl ---- NOC-VPNJaniilr.nu 
·--- 256kbps- 2Mbp! ·--- NOCJ•k.ona- HOC Sur.obay;o 100 Mbp$ 100Mbpo 

Keterangan gam bar : 

Saat ini Jardiknas sudah mempunyai jaringan di seluruh Indonesia, semua dinas 

pendidikan propinsi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG), Balai Bahasa dan universitas di seluruh 

Indonesia sudah terkoneksi. Saat ini kemampuan Jardiknas belum di optimalkan, 

karena baru sebagai komunikasi @mail dan telpon . 
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Gambar4.l3 

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat {SAPP} 

SAPP 

I 
~ ~ 

SAl SiAl' 

I I 

* ~ L * SABMN SAK SAU SAKUN 

Keterangan gambar : 

146 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



Dengan aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. skema Flo cart diat.as 

bisa dijalankan secarn optimal antara UAPPA- W. UAPPA-El. Kanwil DJPBN, 

dan KPPN sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. 

Aplikasi SAl 

• ApHkasi SPM, apHkasi yang digunakan untuk mengajukan pembayaran kepada 

KPPN. Output berupa SPM. 

• Aplikasi SAUSAKPA. aplikasi untuk: pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan 

(SAK) satker. Outputnya berupa Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), baik realisasi penerima.an maupun penerimaan. 

• Aplikasi SABMN, merupakan aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan 

pelaporan asset yang dikuasai satker dalam rangk:a pelaksanaan akuntansi aktiva 

tetap. Output berupa Laporan Barang Milik Negarn: Laporan Kondisi Barang, 

dan Laporan Posisi BMN dalam Neraca, 

• Departemen Keuangan tclah menerbitkan aplikasi-aplikasi SAL 

• Ap!ikasi-aplikasi ini memfasilitasi pekerjaan pelaporan keuangan dan 

menyediakan seluruh output yang diminta oleh Departemen Keuangan dalam 

manajernen keuangan ncgara 

• Aplikasi-aplikasi SAl memungkinkan pengidman data online, namun 

pemanfaatannya belum rnaksimaL 
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• Saat ini Bagkeu MDPM melaksanakan mekanisme pelaporan dengan 

menginstruksikan UAKPA Pusat & Daerah untuk mengirimkan laporan berupa 

file data output Aplikasi 

Aplikasi Web SAl 

Ql Merupakan media infonnasi dan komunikasi antara UAPPA-£1 dengan 

UAKPA Pusat & Daeran 

• Menampilkan data penyerapan total anggaran semua sa.tker UAKPA Pusat & 

Daerah 

0 Data diinput hasil pengolahan data aplikasi SAl yang dikirim dari daerah secara 

manual ke aplikasi Web SAl 

0 Aplikasi Web SAl dapat diakses oleh semua stakeholder yang te!ah memiliki 

hak akses di Dirjen MPDM, 

• Merupakan media informasi dan komunikasi antara UAPPA~El dengan 

UAKP A Pusat & Daerah 

0 Menampilkan data penyerapan total anggaran semua saUcer UAKPA Pusat & 

Daerah 

0 Data diinput hasH pengolahan data apHkasi SAl yang dikirim dar! daerah secara 

manual ke aptikasi Web SAl 

0 Aplikasi Web SAI dapat diakscs oleh semua stakeholder yang telah memiliki 

hak akses di Dirjen ?vfPDM. 

Aplikasi Web SAl (versi l) 
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Gambar4.24 

Keterangan gam bar: 

Dengan memanfaatkan jaringan Jardiknas yang sudah terkoneksi di seluruh 

indonesia, semua laporan keuangan, dan barang milik negara, bisa di kirlm 

secara cepat dan tepaL Sistem ini masih mempergunakan aplikasi dari 

Departemen Kcuangan, SAI1 maupun SIMAK-BMN. Jaringan pelaporan ini 

menyediakan/memfasilifasi kendaraan pengiriman data yang cepat dan tepat. 

Jadi tidak mengubah aplikasi Departemen Keuangan. Sistem kerja jaringan ini 

dengan cara semua komputer di seluruh dinas pendidikan yang di gunakan untuk 

mengerjak:an SAI, dipasang alat Router Board yang fungsinya sebagai alat 

pengirim data. dan apabila di daerah ada masalah, dari kQmputer pusat bisa 

Jangsung koneksi ke daerah untuk mengambil data. 
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Keuntungan Jaringan Pelaporan SAI 

Pengembangan Jaringan Pelaporan SAl memiliki keuntungan sebagai berikut : 

1. Pelaporan melalui komputer mengurangi keharusan pelaporan manual sehingga 

meningkatkan efisiensi kerja. 

2. Jaringan pelaporan memanfaatkan aplikasi SAUSAKP yang telah dikembangkan 

oleh Departemen Keuangan sehingga memudahkan koordinasi, dan meminimalisasi 

biaya pengembangan aplikasi. 

3. Telah tersedianya Jardiknas sehingga memudahkan koordinasi pelaporan antar 

instansi di bawah Dirjen MPDM. 

4. Pelaporan dapat dilaksanakan efisien dan tepat waktu. 

5. Eksekutif dapat mengakses infom1asi dan laporan langsung melalui Jardiknas 
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BABV 

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan anaHsa terhadap praktek-praktek yang berlaku di Dirjen 

Mandikdasmen, dapat disimpuJkan : 

5.1.1 Manajemen aset tetap pada Direkiorat Jenderal Mandikdasmen dalam 

pelaksanaa11 akuntabilitas dan Transparmrsi 

Arah menuju akuntabilitas dan transparansi sudah mulai dilaksanak:an 

walaupun ma..';ih belwn optimaL Kondisi yang ada di Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen adaJah sebagai berikut: 

l. ReaHsasl belanja Direktorat Jenderat Mandikdasmen yang sudah tersus:un 

secara rinci, ReaHsasi Anggaran Dana Dekonsentrasi menurut jenis 

kegiatannya, ReaUsasi Belanja dan Pengembalian Dana Dekonsentmsi 

yang disusun menurut satuan kerja,. Kondis.i Aset T etap Direktorat 

Jenderal Mandikdasmen yang terlaporkan. Aset Tet.ap Pada Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang disusun 

menurut daftar aset tetap • Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal 

Manajemcn Pendiclikan Dasar dan Menengah yang diserahkan kepada 

Direktorat Jenderal PMPTK telah tercatat dengan rapi, Aiiet Tetap Pada 

Dh'ektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang 

berada di propinsl yang sudah dirinci berdasarkan jenis aset. Adanya 

belanja sosial yang sangat besar dibanding dengan belanja lainnya, 

menimbulkan pertanyaan kesessuaian ant.ara program dengan tupoksi. 
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2. Di dalam menjalankan Manajemen Aset, Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

melakukan optimalisasi, Kinerja Aset Tetap, Cara pemeliharaan aset tetap, 

Proteksi I Perlindungan Aset Tetap, Kebijakan terhadap Aset Tetap di dalam 

Perencanaan Pengadaan Barang, Pemanfaatan, Pengamanan dan 

Pemeliharaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan, Penatausahaan, Sudah 

di bentuk organisasi Pengendali Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen: Pengelola Barang Milik Negara, Pengguna Barang, Kuasa 

pengguna barang, Pencatatan Aset Tetap Pada Direklorat Jenderal 

Mandikdasmen yang sesuw standar, Inventarisasi Secara Periodik 

Pengelolaan Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Asuransi 

Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Penilaian Resiko Aset 

Tetap Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen : Kerugian, Pemborosan, 

Penyalahgunaan 

Dari uraian pada bab lV bahwa manajemen aset di Dire1.."1orat Jenderal 

Mandikdasmen sudah berjalan tetapi masih harus ditingkatkan efisiensi, 

efektifitas, yang pada akhimya menghasilkan sesuatu yang ekonomis. 

5.1.2 Upaya-upaya yang di /akukan pada Direktorat Jendera/ 1Jfandikdasmen 

dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi 

Arab menuju akuntabilitas dan transparan.si sudah mulai dilaksanakan 

walauptm masih belum optimal. Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat 

Jenderal Mandikdasmen adalah sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Aset Tetap, Pembentukan Organisasi 

Pelaksana Akuntansi Barang Milik Negar~ Pembuatan Prosedur akuntansi 
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Barang Milik Negara, Pengklasifikasian Jenis Transaksi dan Dokemen 

Somber : Saldo awal, Perolehan Barang Milik Negara, Perubahan Barang 

Milik Negara, Penghapusan Barang Milik Negara, 

2. Pelaksanaan Pengkodean Barang Milik Negara: Kode Lokasi, Kode 

Barang, Kode Registrasi, Prosedur Akuntansi, 

3. Keluaran Sistem Akuntansi BMN Pada Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen: Tingkat UAKPB, Tingkat UAPPB-W I UAPPB-El I 

UAPB, 

Artinya Direktorat Jenderal Mandikdasmen telah melakukan upaya-upaya 

yang menuju pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi 

5.1.3 Hambatan-llambatan yang dialami pengelola aset pada Direktorat 

Jenderal Mandikdasmen dalam pelaksanaan akuntabilitas dan 

transparansi 

Permasalahan Dana Dekonsentrasi, 

Kelcmahan Akuntansi dan Pertanggungjawaban, 

Pennasalahan Manajernen Satker Pusat Pada setiap level pernbuat 

kebijakan, 

Kurangnyn koordinasi antara pemberi dan penerima dana dekonsentrasi 

sehingga kepenmtukkannya sering tidak sesuai dengan undang-undang, 

Manajemen aset hasil dana dekonsentrasi belum berjalan secara baik 

dikarenakan somber daya manusia pengelola bel urn mengusai sistem dan 

prosedur yang berlaku, 
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Kurangnya komitmen dari pejabat pembuat keputusan terhadap 

pennasalahan tahun~tahun sebelumnya yang masih muncul di tahun 

bcrikutnya, 

Kurangnya perangkat kerns dan perangkat Lunak yang mendukung 

berjalannya slstem SIMAK~BMN, 

Pera!atan!Jaringan komunikasi bel urn optimal, 

Kurangnya sumberdaya manusia yang mempunyai keablian di bidang 

akuntansi, 

Adanya Rekrutmen tenaga akuntan yang tidak diimbangi dengan reten.si 

dan balas jasa yang sesuai dengan keahli~ 

5.1.4 Manakalt peraturan perundangau telalt diikuti dalam mengelola asel 

pada Direktorat Jemleral Malldikdasmen cmluk mewujudkan akuntabilitas 

dati transparatrsi 

Banyak sekaJi peraturan yang terkait dengan pengelolaan asct dan 

perwujudan akuntabilitas dan transparansi, tetapi betum dapat scpenuhnya 

dilaksanakan karena masih ada pcnyempurnaan-penyempurnaan aturan 

terse but. 

1. Keterkaitan Kebijakan Akuntansi A set T etap dengan peraturan 

pemerintah pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Kesesuaian 

Defmisi dan Klasifikasi Aset Tetap dengan SAP, Kesesuaian 

Pengakuan Aset Tetap menteri keuangan RI No. OIIKM.1212001 dan 

SAP, Kesesuaian Penilaian Aset Tetap dengan peraturan pemerint:ah. 
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Kesuaian Penyusutan Aset Tetap dengan SAP, Kesesuaian Revaluasi 

Aset Tetap dengan peraturan pemerintah. 

2. Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidik:an Nasional Nomer 16 tahun 

2008 dengan Pengembangan Jaringan Pelaporan Keuangan Berbasis SAL 

5.2 Saran 

1. Direktorat Jenderal Mandikdasamen Sebagai direktorat terbesar di dalam 

pengelolaan anggarannya hams sebagai pioner untuk setiap perubahan 

menuju kebaikan. Ketika Pcmerlntah indonesia telah mempunyai Standar 

Akuntans:i Pernerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pen:ierintah No. 

24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan SAP 

tersebut menjadi acuan ba.gi pemerintah dalam menyajika.n taporan keuangan 

yang terdlri dari laporan reaHsasl anggaran~ neraca, laporao n.rus kas, dan 

catatan atas lapotan keuangan. Direktorat Jenderal Mandikdasmen harus Pro 

Aktif menjalankan Stan dar tersebut. 

2. Untuk menghasilkan Iaporan keunngan, khususnya neraca dan laporan BMN 

yang akurat, lengkap, dapat dibandingkan dan tepat waktu. Pemerintah perlu 

menerapkan kebijakan-kebijokan yang diatur dalarn SAP_ Kebijakan

kebija.kan akuntansi tersebut meliputi de:finisi dan klasiflkasi, pengakuan, 

penllaian, penyusutan, revalua..~i, penyajian dan pengungkapan aset tetap. 

Disampjng itu, pemeimtah juga perlu mengembangkan dan melaksankaan 

Sistem Akuntansi Barnng Milik Negara (SABMN)/ SIMAK-BMN. 

Kebijakan akuntansi pemerintah dan pelaksanaan SABMN diharapkan dapat 

menunjang pembuatan neraca dan laporan BMN yang berguna untuk 

pertanggungjawaban sekaligus untuk manajemen aset tetap yang meliputi 
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penilaian kinerja aset tetap, pemeHharaan aset tetap, perllndungan aset tetap 

(kebijakan-kebijakan dalam perlindungan aset tetap, organisasi pengenda\i 

aset tetap, catatan~catatan aset tetap, akuniabilitas aset tetap, inventarisasJ, 

secara periodik dan asuransi aset tetap), dan peni\aian resiko aset tetap 

(kerug.ian~ pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap) bisa lebih akurat. 

3. Untuk tujuan manajemen aset tetap, SIMAK~BMN dapat meningkatkan 

perlindungan aset tetap terutarna dalam menetapkan kebijakan-kcbijakan 

perencanaan dan pengadaan aset tetap sehingga mendorong organisasi 

pengendali aset tetap daiam melaksanakan kewajibannya, menciptakan 

catatan~catatan aset tetap yang akurat dan mendorong peningkatan 

akuntahiHtas aset tetap. 

4. Enrun bidang yang perlu mendapat perhatian untuk dapat membuat sistem 

keuangan pemerintah 1ebih transparan dan akuntabel. yang merupakan 

prasyarat utama nntuk men4ju opini Wajar Tanpa Pengecualian. 

(l) Sistem Pembukuan yang perlu diperbaiki secara mendasar untuk 

kesesuaiannya dengan sistem yang dlterapkan oleh Menteri Keuangan, 

(2) Sistem Aplikasi Teknologi Komputer yang menjamin sinkronisasi dan 

intregasi data keuangan. 

(3) Inventarisasi Aset dan Hutang, 

(4) Jadwal \vaktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta 

pertanggungjawaban anggaran~ 

(S) Quality Assurance atas LKPP oleh Pengawas Intern; 

(6) Sumber Daya Manusia, yaitu penetapan status bendahara sebagai jabatan 

fungsional. 
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Oleh karen itu kepada. Dirjen Mandikdasmen sebaiknya segera mengambil 

langkah nyata dalam melaksanakan 6 langkah terse but. 

Langkah untuk membangun sistem keuangan daerah yang trausparan dan 

akuntabel.yaitu: 

a. Pemerintah pusat dan daerah menandatangani management representative 

letter dalam setiap pemeriksaan BPK R1 untuk menunjukkan komitmen dan 

tanggungjawabuya terhadap upaya pcrbaikan sistem keuangan pusa( dan 

daerah; 

b. Pemerintah pusat dan daerah menentukan kapan mencapai opini WTP 

dengan menyusllll action pJan yang memuat apa yang hams dilakukan, aspek 

atau bidang apa yang perlu diperbaiki1 bagaimana cara.nya, siapa yang 

melakukannya dan kapan atau jadwa1 kegiatannya; 

c. Depdagri, Depkeu, dan Departemen teknis berkoordinasi untuk menyusun 

suatu desain yang jelas daJam melaksanakan paket riga UU Keuangan 

Negara Tahun 2003-2004 dalam kaitannya dengan otonomi daerah untuk 

meniadakan se.:rangkaian peraturan yang tidak jelas, multi tafsir, rumit, tidak 

stabil dan sering berubah; 

d. Pemerintah daerah menggunakan universitas setempat dan BPKP untuk 

mernpcrbaiki sistem keuangan daerah dan aplikasj komputemya, serta 

meningkatkan SDM melalui 

peJatihan akuntansi keuangan daerah. dan penyediaan tenaga pembukuan 

yang trampil; 
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e. DPR dan DPRD membentuk panitia akuntabilitas publik untuk mendorong 

pemerintah pusat dan daerah dan menindaklanjuti ternuan BPK Rl untuk 

perbaikan sistem pcngendalian intern dan pereepatan pembangunan sistem 

keuangan pusat dan daerah termasuk pcnyusunan peraturan daerah terkait. 

Buruknya tranparansi dan akuntabiHtas keuangan daerah meningkatkan 

peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam 

membe:rikan pelayanan dan kesejahteraan pada rakyatnya. 

5. Da1am rangka meningkatkan _pertanggungjawaban dan manajemen aset tetap 

pemerintah. Departemen Keuangan sebagal Bendahara Umum Negara per1u 

membuat target yang progresif mengenai pelaksanaan SABMN sebingga 

seluruh kementerianflembaga dapat menerapkan SABMN. Pemerintah perlu 

menctapkan batas waktu pelaksanaan SAB'MN di kcmenterian/Iembaga. 

Departemen Keuangan perlu mendukung penyesiaan anggaran untuk 

peningkatan SDM. Kementrian/lcmbaga menyediakan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan. 

Departemen Keuangan harus membuat langkah-langkah yaitu: 

Melakukan penyesuaian tcrbadap SABMN, mendorong komite SAP. 

Untuk mengeluarkan aturan-aturan teknis te.rkait dengan ak:untansi 

aset tetap dan melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan akuntansi 

aset tetap kepada penyesuaian output SABMN 

Adanya Komitmen pihak: yang terkait terhadap 

o Pentingnya peningkatan komitrnen pimpinan. untuk penyelenggaraan 

ak:untansi dan pelaporan keuangan melalui (1) penetapan pejabat akuntansi, 
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(2) penyediaan fasilitas/alat kerja yang cukup, (3) pemberian pelatihan yang 

lebih intensif dan ekstensif, dan (4) pengalokasian dana yang cukup. 

o Memperkoat peran koordlnasi darl instansi provinsi yg ditunjuk sbg 

UAKI' AlB atau sehagai Sub UAPPA W!B. 

o Mcmastikan penm Itjen sebagai mitrn akuntabilitasnya dim penyelenggaraan 

SAL 

o Mengalokasikan anggaran pada satker setara dgn akuntabilitasnya. 

o Menginfom1asikan sc-cara transparan semua rekening yang dikelola yang 

belum terintegrasikan pada Laporan Keuangan 

6. Pembuatan Jaringan Pelaporan Keuangan baik SAK maupun SIMAK~BMN 

Yang teritegrasi an tara pusat dan daerah dengan menggunakan teknogi 

informasi, dimana data dari daerah ke pusat hanya dalam hitungan detik bisa 

sampai, dan apabila satker di daerah mengalami kesulitan dari pusat bisa 

1angsung akses ke kornputer di daerah. 

7. Untuk permasalan Belanja!Bantuan Sosial dengan Belanja Modal di 

Direktorat Jenderal Mandikdasmen harus mengacu ke tupoksi dan melihat 

kembali ke peraturan perundang-undangan yang mengalur) yaitu PSAP 

Nomor 02, Paragraf37 dan 38, mengenai helanja modal dan be!a.nja sosial. 

Buletin Teknis PSAP. dan Bagan Akun Standar, agar tidak menjadi temuan 

pemeriksa. Boleh menggunakan cara yang lebih praktis,. tetapi tidak boleh 

meninggalkan peraturan yang ada. 
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5.3 Keterhatasan 

Di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa 

dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetapi fakta yang terjadi adalah : 

1. Sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik. 

2. Seringkali gubemur tidak mengetahui pengadaan fisik yang 

bersangkutan. 

3. Aset tetap dari kegiatan berbentuk fisik tcrsebut tidak tercatat baik 

di pemda maupun di instansi pusat. 

4. Jumlah aset tetap terse but signifikan (trilyunan) 

Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan 

Keuangan Kementerian!Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Yang akan 

berpengaruh pula kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

Dana dekonsentrasi menjadi salah satu penyebabnya dikarenakan adanya selisih 

antara pelaporan realisasi anggaran di departemen dengan realisasi anggaran dalam 

APBN . Penggunaan dana dekonsentrasi yang menghasilkan aset tetap sebenamya 

sudah tidak sesuai dengan undang-undang dan pennasalahan ini sulit untuk diambil 

jalan keluamya. Tetapi akan lebih bermasalah lagi jika pengelolaan aset tersebut 

tidak menggunakan manajemen aset yang benar. 

Kondisi aset di departemen/lembaga di negara ini kususnya Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah adalah belum dilakukan penilaian 

oleh lembaga penilai independen, tidak didukung bukti kepemilikan atau status 

hukum tidak jelas, tidak diselenggarakan pencatatan yang memadai, dan belum 

160 

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB UI, 2008



dilakukan inventarisasi atas aktiva tetap. Sehingga yang terjadi tidak bisa 

diidcntiftkasi : 

1. Sejauh manakah manaJemen aset tetap telah di lakukan pada Direktorat 

Jenderal Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah, 

2. Sejauh rnanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan 

transparansi dan akuntabilitas, 

3. Sejauh manakah hambatan yang dialami didalam mengelola aset, 

4. Sejaub ma.nakah peraluran perundangan tclah diikuti dalrun mengelola uset 

tctap. 
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LAMP IRAN 

Quisioner Pengelola SIMAK-Bi\1N 

l. Siapa pejabat pengelola BMN? 

2. Pengguna BMN ? 

3. Pemanfaatan BMN ? 

a. sewa 

b. Pinjam pakai 

c. Kezjasama pemanfaatan 

d. Bangun Guna Serah & Bangun Serah Guna 

4. Bagaimana penghapusan BMN ? 

apakah dengan berdasarkan keputusan BMN oleh pejabat yang berwenang ? 

Apa Sebab-sebab penghapusan ? 

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna 

Barang!Kuasa Pengguna Barang 

b. Penghapusan dari Daftar BMN pada pengelola Barang 

5. Pemindahtanganan Bl'>'fN> bagairna.na tata caranya? 

6. Penilaian BMN 

a. Apakah sudah sesual dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan ? 

b. Dalam penilaian BMN untuk tanahfbangunan aakah dilakuk.an penilaian yang 

ditetapkan oleh pengelol<s barang ? 

c. Ba.gaimana untuk barang selain tanahlbangunan ? 

d, Yang paling rendah dalam penilaian apakah menggunakan NJOP? 

7. Apakah sudah dilaksanakan Jnventarisasi dan Sertifikasi ? 

Sebab- sebabnya : 
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a. Tidak rlicatatan nilai barang 

b. Salah pencatatan pada pembukuan 

c. Hi bah, terbadap BMN yang tidak memiliki nilai. 

T erjadinya hi bah karena ; 

Barang berlebih 

Tidak dimanfaatkan di tempatnya 

Mapajcmen Aset Mandikdasmen 

1. Kinerja Aset Tetap 

Apakah sudah digunakan untuk maksimal melayani masyarakat 

Sesuai LAK!P (inpres no. 7 tahun 1999) 

Apakah pernanfaatannya sesuai tupoksi ? 

2. Pemeliharaan Aset Tetap 

Apakah sudah berjalan ? 

Berjalan sesuai tu pok si & kebutuhannya 

Seperti apakah ? 

dalarn PP 6/2QQ6 pengguna barang harus membuat Daftar Kebutahan 

Pemeliharaan Barung (DKPB) sudahkah? 

Daftar hasil pemeliharaan. sudahkah ? 

Untuk melakukan evaluasi efisiensi pemeliharaan. 

Proteksi I Perlindungan. sudah ada bel urn ? 
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Kebijakan yang ada seperti apa? 

a. Perencanaan pengadaan barang seperti apa? 

apakah memperhatikan ketersediaan BMN ? 

b. Pemanfaatannya, sudahkah sesuai tupoksi ? 

c. Pengamanan dan pemclihara.annya ? 

Administrasi 

fisik 

hukwn 

d. Penghapusan dan pemindahtanganannya, Bagaimana prosedur tata 

caranya? 

e. Penatausahaan 

Pembukuan? 

lnvcntarisasi ? 

Pelaporan ? semester dan 

Pencatatannya sudahkah menurut ? 

a. Penggolongan 

b. Kodefikasi 

d. Pelaporannya sudah berjenjang bulan ? 

a. Kuasa pengguoa barang sudah menyusun laporan barang 

semesteran dan tahunan blum ? 

b. Pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan 

tahunan apakah disampaikan kepada pengelola barang ? 

3. Organisasi pengendall aset tetap 
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Kuasa penggWla barang (bara.ng umum) mempunyai wewenang apa? 

a. Mengajukan kebutuhat1 dan anggarn BMN di kantor 

b. Memohon penetapan status untuk pen1:,ruasaan dan penggunaan BMN 

yang dari APBN ? 

c. Mcnggunakan BNIN yang bernda dalam penguasaannya untuk 

kepentingan tu pok si kepada pengguna barang ? 

d. Melakukan pengawasan dan pengendalian? 

e. Melukukan pencatatan inventarlsasi ? 

f. Mcnyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan laporan 

pengguna barang ? 

g. KendaJa inventarisasi : 

o Tidak terdapat laporan keuangan karena sistem pengadaannya 

yang dipengaruhi anggaran 

o SDM pengelola BMN miu.ima1 3 orang 

a. Operator 

b. Administrator 

c. verifikator 

h. Tidak tepat waktu penyampaian laporan I schedule Udak sesuai 

Pemecahannya : 

1. Diberi anggaran bagi pengelola 

2. Adanya pelatihan SDM 

3. Operasional system yang sederhana 

4, Sering ganti tenaga 
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